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Ary Emawati Bayu Prastiwi. KEBIJAKAN EKONOMI 
MANGKUNEGARAN (Studi tentang Kebijakan Ekonomi Mangkunegara V 
dalam Memperbaiki Krisis Ekonomi Tahun 1884). Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Februari . 2011. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Keadaan ekonomi 
Mangkunegaran pada masa Mangkunegara V sampai terjadinya krisis ekonomi 
tahun 1884, (2) Kebijakan Mangkunegara V dalam memperbaiki krisis ekonomi 
Mangkunegaran, (3) Campur tangan Pemerintah Hindia Belanda dalam kebijakan-
kebijakan ekonomi masa Mangkunegara V, (4) Dampak dari adanya krisis 
ekonomi bagi Praja Mangkunegaran dan bagi kehidupan masayarakat di wilayah 
Mangkunegaran. 
Penelitian ini menggunakan metode historis. Langkah-langkah yang 
ditempuh dalam metode historis meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan 
historiografi. Sumber data yang digunakan oleh penulis terutama adalah sumber 
primer dan sumbet sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik 
studi pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis historis yaitu 
analisis yang mengutamakan ketajaman dalam menginterpretasikan fakta sejarah. 
 Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan: (1) Pada masa 
pemerintahan Mangkunegara IV, kondisi ekonomi Praja Mangkunegaran 
mengalami pertumbuhan yang pesat. Bahkan dapat dikatakan sebagai puncak 
kejayaan Praja Mangkunegaran. Namun, setelah wafatnya Mangkunegara IV, 
maka Praja Mangkunegaran mengalami goncangan dalam bidang keuangan yaitu 
pada masa Mangkunegara V. Adanya proteksi gula bit, jatuhnya harga kopi dan 
tebu di pasaran Eropa, serta kesalahan manajerial dan sikap boros keluarga 
Mangkunegara V merupakan faktor terjadinya krisis ekonomi di Praja 
Mangkunegaran. (2) Untuk memperbaiki kondisi ekonomi Praja Mangkunegaran 
yang semakin buruk, maka Mangkunegara V melalukan berbagai kebijakan untuk 
menambah penghasilan diantaranya adalah membuka pabrik bungkil “Polokarto”, 
membuka pabrik gula Kemirie, penanaman tembakau, dan mencari pinjaman 
keuangan, baik kepada Pemerintah Hindia Belanda di Jakarta maupun kalangan 
swasta di Semarang dengan sejumlah persyaratan. (3) Untuk mengatasi kerumitan 
keuangan Praja Mangkunegaran, Pemerintah Kolonial mengambil alih segala 
urusan keuangan Mangkunegaran, termasuk pengelolaan perusahaan-perusahaan. 
Residen-residen Surakarta yang berkuasa diantaranya adalah Residen Spaan, 
Residen Burnaby Lautier, Residen Jhr.L.Th Hora Siccama dan Residen van 
Hogel. Dari Residen-residen tersebut, Residen Hora Siccama ini dikatakan yang 
paling berhasil memperbaiki kondisi keuangan di Praja Mangkunegaran. (4) 
Krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran tidak hanya berdampak bagi 
Praja Mangkunegaran sendiri, melainkan juga berdampak pada kehidupan 



















































Ary Emawati Bayu Prastiwi. The Economic Policy of Mangkunegaran (A 
Study on the Policy of Mangkunegara V in Repairing the Economic Crisis in 
1884). Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Surakarta Sebelas Maret University, February. 2011. 
The objective of research is to find out: (1) the economic condition of 
Mangkunegaran in Mangkunegara V reign up to the economic crisis occurrence in 
1884, (2) the policy of Mangkunegara V in repairing the Mangkunegaran 
Economic Crisis, (3) the East Indies Government’s intervention in the economic 
policy in Mangkunegara V time, (4) the effect of economic crisis on the 
Mangkunegaran territory (praja) and the society’s life in Mangkunegaran area. 
This research employed a historical method. The measures taken in 
historical method included: heuristic, critique, interpretation, and historiography. 
The data sources employed by the writer were particularly primary and secondary 
sources. Technique of collecting data used was library study. Technique of 
analyzing data used was historiography analysis technique, that is, to emphasize 
on the acuity in interpreting the history fact. 
Considering the result of research, it can be concluded that: (1) during the 
Mangkunegara IV reign, the economic condition of Mangkunegaran territory 
grew rapidly. Even it can be called as the Mangkunegaran Territory’ peak of 
glory. But, after Mangkunegara IV passed away, the Mangkunegaran territory 
encountered the financial shock, in Mangkunegara V reign. There was beet sugar 
protection, the fall of coffee and sugar cane prices in Europe market, as well as 
managerial fault and the lavish attitude of Mangkunegara V family were the 
factors causing the economic crisis in Mangkunegaran Territory. (2) in order to 
repair the economic condition of Mangkunegaran Territory, Mangkunegara V 
made a variety of policies to increase the income such as opening bungkil factory 
in “Polokarto”, opening sugar plant Kemirie, tobacco planting, and searching for 
loan, from both East Indies Government in Jakarta and the private in Semarang 
with a number of conditions. (3) in order to cope with the financial trouble of 
Mangkunegara Territory, the Colonial Government took over any financial affairs 
of Mangkunegaran, including the company management. The residents reigning in 
Surakarta included: Resident Spaan, Residents Burnaby Lautier, Resident 
Jhr.L.Th. Hora Siccama and Resident van Hogel. From those residents, Residents 
Hora Siccama was the most successful one in repairing the financial condition in 
Mangkunegaran territory. (4) Economic crisis befalling Mangkunegaran territory 
not only affects the Mangkunegaran territory, but also affects the society life in 



























































“Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan,  jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan, tetapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran”. 
(James Thurber) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah”. 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Ekspansi kolonial pada abad ke-19 merupakan gerakan kolonialisme yang 
paling besar pengaruhnya dalam membawa dampak perubahan politik, ekonomi, 
sosial dan budaya di negara-negara yang mengalami penjajahan. Dominasi 
kekuasaan politik dan eksploitsi ekonomi Barat telah mengakibatkan terjadinya 
proses transformasi struktural dan struktur politik dan ekonomi tradisional ke arah 
struktur politik dan ekonomi secara modern (Sartono Kartodirdjo dan Djoko 
Suryo, 1991 : 5).  
Pemerintah kolonial Belanda mengeksploitasi sumber daya alam yang ada 
di wilayah Nusantara termasuk di Jawa. Keuntungan dari Jawa adalah esensial. 
Keuntungan ini tidak hanya untuk menutup biaya-biaya administrasi Jawa, tetapi 
juga diperlukan untuk mendukung posisi keuangan di negeri Belanda yang sedang 
memburuk. Sebagai akibat perang-perang Napoleon dan hutang dalam negeri 
Belanda (Ricklefs, 2005 : 183). Semua keuntungan tersebut menjadi hancur saat 
kekalahan Belanda atas Belgia dan kerugian yang diderita akibat adanya Perang 
Jawa atau Perang Diponegoro pada tahun 1825-1830. Kas negara Belanda kosong, 
sehingga menyebabkan perekonomian Belanda berada pada titik terendah. 
Akibatnya, pemerintah Belanda menerapkan sistem tanam paksa yang dicetuskan 
oleh van den Bosch. 
Sistem tanam paksa yang diterapkan sejak tahun 1830 pada dasarnya 
adalah usaha  penghidupan kembali sistem eksploitasi dari masa VOC yang 
berupa penyerahan wajib. Dalam perumusannya, sistem tanam paksa pada 
dasarnya penyatuan antara sistem penyerahan wajib dengan sistem pajak tanah, 
maka dari itu ciri pokok dari sistem tanam paksa adalah terletak pada keharusan 
rakyat untuk membayar pajak dalam bentuk barang (Noer Fauzi, 1999 : 29).  
 Sistem tanam paksa merupakan revolusi industri yang pertama di 
bidang pertanian Indonesia. Kebijakan baru ini secara langsung tidak 
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akan tetapi dampak yang ditimbulkan dari sistem ini sangat besar bagi 
kelangsungan kerajaan. Di wilayah kerajaan Surakarta merupakan wilayah yang 
secara tidak langsung terbebani dengan adanya pelaksanaan sistem tanam paksa, 
tetapi juga menerima dampak dari sistem ini. Salah satunya adalah Praja 
Mangkunegaran.  
Sistem tanam paksa ini telah berhasil meningkatkan produksi tanaman 
ekspor dan mengirimkannya ke negara Belanda dan kemudian dijual ke pasar 
dunia, yang mendatangkan keuntungan besar. Dari sini hutang negeri Belanda 
dapat dilunasi. Sistem tanam paksa telah menimbulkan berbagai akibat pada 
kehidupan masyarakat di Jawa, yaitu menyangkut tanah dan tenaga kerja. Sistem 
tanam paksa ini juga telah mencampuri sistem pemilikan tanah di pedesaan, 
karena petani diharuskan menyerahkan tanahnya untuk penanaman tanaman 
ekspor. Perubahan ini telah menyebabkan pergeseran sistem penguasaan dan 
pemilikan tanah untuk penataan pembagian kewajiban penyedian tanah dan kerja 
kepada pemerintah. Secara berangsur-angsur sistem tanam paksa dihapuskan yang 
disebabkan karena telah terjadi pergeseran-pergeseran kekuasaan politik dari 
tangan kaum konservatif ke tangan kaum liberal. Kaum liberal mengganti sistem 
tanam paksa dengan sistem perusahaan swasta dan sistem kerja upah bebas. 
Dengan demikian, terjadi pembukaan tanah jajahan bagi penanaman modal swata 
Belanda dan terjadi pembukaan tanah-tanah perkebunan swasta di Indonesia 
(Noer Fauzi, 1999 : 32). 
 Berakhirnya politik tanam paksa pada tahun 1870 membawa babak baru 
dalam sejarah perkebunan asing di Indonesia, khususnya di Jawa dengan 
diberlakukannya Hukum agraria oleh pemerintah kolonial Belanda yang 
memungkinkan pemilik modal besar di negara Belanda dan negara-negara Eropa 
Barat lainnya menanamkan modalnya di Indonesia. Hak-hak usaha yang diperoleh 
para penanam modal tersebut terkenal dengan “Hak Erpacht” yaitu hak untuk 
menggunakan tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sewa tiap-tiap 
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 Sebagai bagian dari wilayah kerajaan Kasunanan, Praja Mangkunegaran 
pada awalnya menggunakan tanah-tanah apanage sebagai sumber pendapatan 
sekaligus sebagai gaji para kerabat Mangkunegaran. Sistem apanage ini mulai 
diterapkan di Praja Mangkunegaran pada perjanjiaan Salatiga tahun 1757, tanah-
tanah apanage itu sebagian besar dimanfaatkan untuk usaha pertanian secara 
tradisional yang menghasilkan bahan makanan pokok. Setelah berakhirnya masa 
tanam paksa, banyak tanah-tanah apanage yang disewakan kepada pihak swasta 
untuk ditanami tanaman ekspor seperti kopi, tebu, kina, dsb (A.K Pringgodigdo, 
1987 : 26). 
Dalam perkembangannya Praja Mangkunegaran mengalami perubahan 
dalam bidang politik dan ekonomi. Hal ini ditandai dengan Mangkunegara I yang 
mempunyai kesempatan untuk merebut tahta kerajaan, sedangkan Mangkunegara 
II mempunyai kesempatan untuk menambah luas tanah-tanah praja 
Mangkunegaran. Pada awal masa Mangkunegara III, ekonomi Mangkunegaran 
sudah mulai mendapat perhatian. Hal ini terbukti pada awal pemerintahannya 
dibuka lahan perkebunan kopi secara besar-besaran, tetapi hasilnya masih belum 
memuaskan karena mengalami kesukaran dalam hal pemeliharaannya. Pada masa 
Mangkunegara III bidang ekonomi sudah mendapat perhatian, tetapi 
Mangkunegara III kurang berhasil dalam bidang ekonomi, terbukti sewaktu beliau 
meninggal dunia mempunyai hutang-hutang yang banyak. Dalam Geheime Besluit 
van den 8 en Maart 1853 Na. La. L disebutkan bahwa Mangkunegara III sewaktu 
meninggal dunia mempunyai hutang sebesar f 46.200. Setelah itu Raden Mas Aria 
Gondokusuma menggantikan Mangkunegara III, dengan sebutan Mangkunegara 
IV. 
Pada masa pemerintahan Mangkunegara IV dapat dikatakan merupakan 
zaman keemasan Praja Mangkunegaran karena ekonomi Mangkunegara berada 
pada titik tertinggi dengan terjadi surplus kas Mangkunegaran. Selain itu, puncak 
ekonomi Mangkunegaran juga disebabkan karena Mangkunegara IV merupakan  
pencetus adanya perkebunan di wilayah Mangkunegaran. Dibukanya perkebunan 
Mangkunegaran membawa pengaruh yang besar sekali, tidak saja pada keuangan 
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hubungan antara penguasa pemerintahan kerajaan dengan pemerintah kolonial 
Belanda. 
Rupa-rupanya sistem tanam paksa di tanah-tanah pemerintah kolonial dan 
sistem sewa tanah di daerah-daerah kerajaan mendatangkan banyak laba, sehingga 
membawa Mangkunegara IV sebagai penguasa dengan pengalaman yang matang, 
kepada perluasan yang sudah ada dan pembukaan kepentingan tanam perkebunan 
yang baru (AK Pringgodigdo, 2000 : 2). 
Di tahun 1862, Mangkunegara IV menarik kembali tanah apanage dan 
dikuasai sepenuhnya oleh Praja Mangkunegaran secara langsung. Mulai saat itu 
pemegang tanah apanage digaji sesuai dengan luas lebar kecilnya tanah apanage 
tersebut. Selain itu juga dengan dikuasainya kembali tanah-tanah apanage oleh 
Praja Mangkunegaran, terjadi perubahan sistem gaji yang berupa tanah lungguh 
menjadi uang. Walaupun penduduk pedesaan menanggung beban yang berat, 
namun terjadinya perpindahan penduduk ke daerah-daerah kekuasaannya 
menunjukkan bahwa beban tersebut lebih ringan jika dibandingkan dengan di 
beberapa daerah lainnya (Ricklefs : 2005 : 194). 
Kebijakan ekonomi Mangkunegara IV lainnya adalah mendirikan 
perusahaan gula dan kopi. Mangkunegara IV menata perkebunan kopinya secara 
modern, serta mengerjakan orang asing baik sebagai pekerja maupun sebagai 
penasihat. Hasil dari perkebunan kopi terjadi peningkatan setiap tahunnya.  
Masa kekuasaan Mangkunegara IV juga melakukan suatu loncatan 
ekonomi yang sangat luar biasa yaitu dengan memasukkan hasil dari perkebunan 
tebu dan kopi ke pasar internasional di Eropa. Hasil dari perkebunan tersebut 
sangat luar biasa serta mempunyai nilai yang sangat tinggi di pasar internasional, 
sehingga menyebabkan perubahan ruang lingkup yang luas yaitu di pasaran dunia 
atau wilayah Eropa.  
Pada akhir masa jabatan Mangkunegara IV, terjadi krisis dunia yang 
merupakan akibat dari menurunnya nilai jual kopi dan gula di pasar internasional 
sehingga terjadi penumpukan hasil kopi dan gula di Mangkunegaran. Turunnya 
nilai jual kopi dan gula di pasar internasional juga disebabkan oleh hama daun 
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dari coffe Arabicca) yang ditanam terbanyak pada waktu itu dan juga hama sereh 
yang menyerang kebun-kebun tebu di Jawa. Adanya proteksi terhadap industri 
gula di  Eropa membuat harga gula menjadi tertekan dan akhirnya hasil penjualan 
tebu tidak dapat menutupi biaya penanamannya (AK Pringgodidgo, 1987 : 1). 
Ekonomi Mangkunegaran tidak terlalu merosot karena pada waktu itu kas 
Mangkunegaran masih mampu untuk mengatasi masalah tersebut. Setelah 
Mangkunegara IV wafat, kemudian digantikan Prangwedono yang bergelar 
Mangkunegara V. Pada masa Mangkunegara V inilah, kondisi ekonomi 
Mangkunegaran mengalami masa terpuruk bahkan sampai mempunyai hutang 
yang sangat banyak. Kondisi ini disebabkan karena Mangkunegara V tidak pandai 
dalam memanagemen keuangan Mangkunegaran. Mangkunegara V hanya 
meneruskan apa yang sudah dibangun oleh ayahnya yaitu Mangkunegara IV. 
Kesulitan-kesulitan semakin menonjol karena tidak ada administrasi yang baik, 
dan tidak ada pemisahan antara keuangan raja dengan keuangan kerajaan dan 
keuangan perusahaan.  
Faktor salah langkah dalam manajemen juga turut mengakibatkan makin 
terpuruknya industri gula Mangkunegaran. Menjelang terjadinya krisis ekonomi 
tahun 1884, Mangkunegaran melakukan perluasan usaha. Selain pabrik gula 
Colomadu dan Tasikmadu, Mangkunegara V pada tahun 1883 membeli pabrik 
gula Kemiri dari pengusaha asing bernama d’Abo (Wasino, 2008 : 55). 
Untuk mengatasi masalah defisit keuangan Mangkunegaran, 
Mangkunegara V meminta bantuan kepada pemerintah kolonial melalui residen di 
Surakarta yang berupa hutang. Untuk menindaklanjuti masalah keuangan 
Mangkunegaran, pemerintah kolonial berpendapat bahwa seluruh urusan 
keuangan Mangkunegaran harus diserahkan kepada suatu panitia atau komisi yang 
diangkat oleh residen Surakarta setelah dirundingkannya dengan raja. Kemudian 
Residen Surakarta mengajukan usul pembentukan sebuah komisi yang akan 
diketuai oleh asisten Residen Surakarta. Selain dari keluarga Mangkunegara IV 
dan V, anggota komisi juga harus terdiri dari para keturunan Mangkunegara II dan 
III. Komisi ini diberi nama Raad van toezicht belast met de regeling van de 
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(Dewan pengawas yang bertugas mengatur urusan keuangan tanah dan barang-
barang milik Mangkunegaran). Mangkunegara V tidak mau menyetujui 
persyaratan tersebut, karena pihak Mangkunegaran tidak ingin dilakukan 
pengawasan dalam arti yang seluas-luasnya. Untuk mengatasi keadaan ini, raja 
meminta bantuan kepada pihak swasta yaitu A.F.L Hutgen de Raet dari Semarang 
dengan mengadakan hipotik dalam kurun waktu empat tahun (Wasino, 2008 : 57). 
Pada kenyataannya pinjaman tersebut hanya bertahan selama setahun dan 
ekonomi Mangkunegaran tetap berada dalam keadaan terpuruk. 
Mangkunegara V akhirnya meminjam lagi kepada pemerintah Belanda 
dengan menyetujui syarat-syarat yang telah diajukan sebelumnya yaitu 
dibentuknya seorang residen. Dengan adanya keputusan tersebut, maka secara 
tidak langsung pemerintah Kolonial Belanda ikut campur dalam masalah 
keuangan sekaligus ekonomi Mangkunegaran. Kebijakan-kebijakan ekonomi 
lebih banyak dilakukan oleh residen daripada Mangkunegaran V, tetapi dalam 
pelaksanannya kebijakan-kebijakan tersebut didasarkan atas kesepakatan kedua 
belah pihak. Pemerintah kolonial Belanda selalu ikut campur dalam memperbaiki 
ekonomi Mangkunegaran, tetapi hasil yang diperoleh masih jauh dari yang 
diharapkan. Perekonomian semakin terpuruk serta hutang-hutang yang semakin 
banyak yang akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. 
Masa pemerintahan Mangkunegara V merupakan masa yang sangat sulit 
bagi perkembangan perekonomian Mangkunegaran. Kesulitan-kesulitan tersebut 
antara lain disebabkan oleh buruknya manajemen keuangan oleh Mangkunegara 
V, gaya hidup mewah yang diterapkan raja, keluarga dan para kerabat 
Mangkunegaran , serta dengan ikut campurnya pemerintahan kolonial Belanda 
dalam urusan keuangan dan ekonomi Mangkunegaran, menambah semakin 
terpuruknya keadaan perekonomian di Mangkunegaran.  
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengangkat 
permasalahan tersebut dalam penelitian yang berjudul ”Kebijakan Ekonomi 
Mangkunegaran (Studi tentang Kebijakan Ekonomi Mangkunegara V dalam 


















































B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah keadaan ekonomi Mangkunegaran pada masa  
Mangkunegara IV sampai terjadinya krisis ekonomi tahun 1884 ? 
2. Bagaimanakah kebijakan Mangkunegara V dalam memperbaiki krisis 
ekonomi Mangkunegaran ? 
3. Bagaimanakah campur tangan Pemerintah Hindia Belanda dalam 
kebijakan-kebijakan ekonomi masa Mangkunegara V ? 
4. Bagaimanakah dampak dari adanya krisis ekonomi bagi Praja 
Mangkunegaran dan bagi kehidupan masyarakat di wilayah 
Mangkunegaran? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penulisan 
ini adalah : 
1. Untuk mengetahui keadaan ekonomi Mangkunegaran pada masa  
Mangkunegara IV sampai terjadinya krisis ekonomi tahun 1884. 
2. Untuk mengetahui kebijakan Mangkunegara V dalam memperbaiki krisis 
ekonomi Mangkunegaran. 
3. Untuk mengetahui campur tangan Pemerintah Hindia Belanda dalam 
kebijakan-kebijakan ekonomi masa Mangkunegara V. 
4. Untuk mengetahui dampak dari adanya krisis ekonomi bagi Praja 
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D. Manfaat Penelitian 
 
1. Manfaat Teoritis 
  
Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat: 
a. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan ilmiah yang berguna dalam 
rangka pengembangan ilmu sejarah. 
b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para 
pembaca tentang kebijakan ekonomi Mangkunegaran. 
 
2. Manfaat Praktis 
 
Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat: 
a. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana 
pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
b. Untuk memberikan motivasi kepada para sejarawan untuk selalu 
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  BAB II 
KAJIAN TEORI 
 
A. Tinjauan Pustaka 
1. Krisis Ekonomi 
Krisis diartikan secara ekonomis teknis sebagai titik balik dari 
pertumbuhan ekonomi yang menjadi merosot. Krisis adalah the upper 
turning point dalam kurva gelombang pasang surutnya ekonomi, atau 
konjungtur atau business cycle (Kwik Kian Gie , 1999 : 9). Ekonomi tidak 
bisa tumbuh terus tanpa batas, ekonomi disusul dengan titik puncak yang 
sekaligus merupakan titik balik, yang akhirnya terjadi krisis yang 
menyebabkan menurunnya kegiatan ekonomi pada titik paling rendah.  
Sartono Kartodirdjo (1987) memberikan definisi krisis adalah 
sebagai suatu proses disintregasi yang mengganggu berfungsinya suatu 
sistem. Lebih lanjut Sartono Kartodirdjo (1987 : 45 ) mengatakan : 
Dalam hal ini masyarakat menghadapi masalah untuk ”survival” atau 
menjadi ”to be or not to be”. Jika masyarakat tidak mampu 
menghadapi proses disintregasi maka akan mengalami kepunahan 
masyarakat itu. Namun bila masyarakat mampu mengatasinya, maka 
akan survivelah masyarakat itu. Adakalanya krisis juga timbul 
karena adanya fase transisional, yaitu apabila ditemukan norma-
norma baru untuk memulihkan keutuhan masyarakat. 
Selanjutnya Sartono Kartodirdjo (1987 : 46) menambahkan : 
Ada dua teori yang mengartikan krisis dari dua sudut pandang, yaitu 
menurut teori idealisme dan teori determinisme matearialistis. 
Menurut teori idealisme, krisis adalah refleksi dari disintegrasi 
mental dan spiritual yang disebabkan oleh konflik ideologis yang 
fundamental. Sedang menurut teori determinisme materialistis, krisis 
timbul sebagai akibat perjuangan kelas yang ditimbulkan oleh 
perubahan sistem produksi berdasarkan teknologi baru. 
 
Dalam ensiklopedi Indonesia (1991 : 1888) krisis ekonomi adalah 
kemrosotan hebat dalam kegiatan ekonomi yang menimbulkan depresi yang 
terjadi setiap 10-11 tahun sebagai akibat kepekaan konjungtur ekonomi 
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(1982 : 286) yang mendefinikan krisis sebagai suatu keadaan sebelum 
memuncaknya kekuatan-kekuatan yang menyebabkan suatu keadaan sepi 
dalam suatu business cycle. Krisis ekonomi merupakan titik balik 
perkembangan peningkatan kesejahteraan atau kemakmuran berhenti dan 
depresi dimulai. Jadi krisis ekonomi adalah suatu fase dalam suatu business 
cycle yang menandakan volume perdagangan jatuh secara mendadak, 
keuntungan usaha menjadi sangat tipis, kesempatan kerja serta upah menjadi 
sempit serta berkurangnya barang dan persediaan turun secara cepat. 
Menurut Moeflich Hasbullah (2000:1), krisis merupakan suatu 
kondisi sosial ekonomi yang lemah, memprihatinkan dan instabil karena 
sendi-sendi ekonomi (aktifitas, kapital, institusi dan pasar) dilanda 
kerawanan dan relatif lumpuh. Krisis juga sebetulnya berarti sebuah 
stimulus untuk terjadinya perubahan struktur sosial yang fundamental atau 
sebuah stepping stone untuk mendorong perubahan sosial politik lebih 
bermakna. 
Krisis ekonomi dapat terjadi dikarenakan oleh dua faktor yaitu : 1) 
Krisis oleh tidak sepadannya kenaikan konsumsi daripada kenaikan 
kapasitas produksi sehingga terjadi kelebihan kapasitas produksi, krisis ini 
dinamakan underconsumption 2) Krisis yang disebabkan oleh terlampau 
besarnya investasi yang dipicu oleh modal asing karena tabungan nasional 
sudah lebih dan habis untuk berinvestasi kemungkinan memperoleh modal 
pada suatu ketika akan tersendat, kalau ini terjadi maka akan menyebabkan 
penurunan investasi yang menyebabkan krisis, krisis semacam ini disebut 
overinvestment (Kwik Kian Gie, 1999 : 9). 
Menurut Valina Singka Subekti (1998 : 140), dampak yang muncul 
akibat krisis ekonomi yaitu dalam waktu singkat akan menimbulkan 
pemutusan hubungan kerja  secara besar-besaran, meningkatnya jumlah 
pengangguran baru, menyebabkan terjadinya kenaikan harga tidak hanya 
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pokok rakyat, dan krisis ekonomi yang berkepanjangan sangat berpotensi 
memunculkan gejolak sosial. 
Dari beberapa pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
krisis ekonomi adalah kemrosotan dalam kegiatan ekonomi yang 
mengakibatkan menurunnya kegiatan ekonomi pada titik paling rendah. 
Krisis ekonomi pada masa Mangkunegara V sesuai dengan pendapat 
dari Moeflich Hasbullah (2000:1), yaitu suatu kondisi sosial ekonomi yang 
lemah, memprihatinkan dan instabil karena sendi-sendi ekonomi 
Mangkunegaran dilanda kerawanan dan relatif lumpuh yang diakibatkan 
oleh menurunnya jumlah pendapatan perkebunan setiap tahunnya. Krisis di 
Mangkunegaran juga mengakibatkan perubahan struktur sosial secara 
fundamental atau sebuah stepping stone yang mendorong perubahan sosial 
politik lebih bermakna. 
 
2. Kebijakan Pemerintah 
 
a. Pengertian Kebijakan Pemerintah 
Kebijakan pada umumnya merupakan suatu tindakan dari kelompok 
tertentu maupun sebuah organisasi untuk mengatasi suatu masalah yang 
berkembang dalam masyarakat Dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuan 
dari sistem politik perlu ditentukan kebijakan-kebijakan berdasarkan sumber 
daya yang ada dalam masyarakat. Para ahli berusaha untuk menjelaskan 
maksud dari kebijakan menurut sudut pandang yang berbeda-beda. 
Menurut Kleijn yang dikutip oleh Bambang Sunggono (1994: 11), 
kebijakan adalah sebagai tindakan sadar dan sistematis, dengan memakai 
sarana-sarana yang cocok, dengan tujuan politik yang jelas sebagai sasaran 
yang dilakukan secara bertahap. Selanjutnya, James E. Anderson dalam 
Bambang Sunggono (1994: 11) menerangkan bahwa kebijakan sebagai 
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dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku untuk 
memecahkan persoalan tertentu.  
Menurut Budi Winarno (2002 : 14), secara umum istilah ”kebijakan” 
atau ”policy” dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor 
(misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga 
pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.  
Menurut Supandi dan Achmad Sanusi yang dikutip oleh 
Abdurrahman Assegaf (2005:1) mengatakan bahwa kebijakan merupakan 
sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik 
dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan 
tersebut. Jadi kebijakan selalu mengandung keputusan. Kebijakan 
merupakan alternatif yang diambil mengenai cita idiil, sedangkan kriteria 
yang dipakai mungkin rasionalitas, prioritas, atau kaidah konstitusi (Noeng 
Muhadjir, 1995:59).  
Menurut Miner (1988:22), kebijakan sebagai alat untuk mencapai 
tujuan. Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak 
atau saluran untuk berpikir. Secara lebih khusus kebijakan adalah pedoman 
untuk melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan biasanya berlangsung lama 
dan mengarahkan pada suatu tindakan untuk mencapai suatu sasaran atau 
tujuan. Miner juga menyebutkan bahwa kebijakan menjelaskan cara-cara 
pencapaian tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. 
Kebijakan ini dirancang untuk menjamin konsistensi tujuan dan untuk 
menghindari keputusan yang berwawasan sempit dan berdasarkan 
kelayakan. 
Menurut William I. Jenkins dalam Solichin Abdul Wahab (1990:22) 
kebijakan adalah seperangkat keputusan yang saling berhubungan yang 
diambil oleh seorang atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan 
pemilihan tujuan dan sarana pencapaiannya dalam situasi khusus. 
Keputusan-keputusan itu seharusnya secara prinsip berada dalam kekuasaan 
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H. Hugh Heglo yang dikutip oleh Said Zainal Abidin (2004:33) 
menyebutkan kebijakan sebagai “a course of action intended to accomplish 
some end,” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai 
tujuan tertentu. Definisi Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam 
kaitan dengan beberapa isi dari kebijakan. Pertama, tujuan di sini yang 
dimaksudkan adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (the 
desired ends to be achieved), bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan 
saja. Dalam kehidupan sehari-hari tujuan yang hanya diinginkan saja bukan 
tujuan, tetapi sekedar keinginan. Setiap orang boleh saja berkeinginan apa 
saja, tetapi dalam kehidupan bernegara tidak perlu diperhitungkan. Baru 
diperhitungkan kalau ada usaha untuk mencapainya, dan ada”faktor 
pendukung” yang diperlukan. Kedua, rencana atau proposal yang 
merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga, program atau 
cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk 
mencapai tujuan yang dimaksud. Keempat, keputusan, yakni tindakan 
tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan 
menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program dalam 
masyarakat. Selanjutnya Heglo mengatakan bahwa kebijakan lebih dapat 
digolongkan sebagai suatu alat analisis daripada sebagai suatu rumusan 
kata-kata. Oleh sebab itu, isi dari suatu kebijakan lebih dapat dipahami oleh 
para analis daripada oleh para perumus dan pelaksana kebijakan itu sendiri. 
Sementara itu menurut Arif Budiman (2002 : 89), kebijakan 
merupakan keputusan-keputusan pemerintah yang diambil oleh negara dan 
dilaksanakan oleh aparat birokrasi. Kebijakan ini tentunya merupakan 
sebuah proses politik yang kompleks. Prosesnya meliputi tujuan-tujuan 
negara dan cara pengambilan keputusannya, orang-orang atau kelompok 
yang dilibatkan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan oleh aparat 
birokrasi. 
Miriam Budiardjo (2008 : 20) juga mengemukakan bahwa kebijakan 
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kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai 
tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu 
mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Dengan demikian 
kebijakan akan menyangkut dua aspek besar yaitu proses pelaksanaan 
keputusan serta dampak dari pelaksanaan keputusan itu. 
Menurut Carl Friedrich yang dikutip oleh Budi Winarno (2002: 16), 
kebijakan adalah : 
Sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, 
kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang 
memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan 
terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan 
mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan 
suatu sasarn atau suatu maksud tertentu. 
 
Dari beberapa pengertian kebijakan dari para ahli di atas, dapat 
disimpulkan bahwa kebijakan merupakan kumpulan keputusan yang diambil 
oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan 
cara untuk mencapai maksud yang diinginkan. Proses membuat kebijakan 
menunjukkan sejumlah langkah berturut-turut yang diambil oleh pemerintah 
untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan, menentukan 
penunjukan sumber daya atau nilai-nilai, melaksanakan kebijakan dan 
umumnya mengerjakan segala hal diharapkan warga. Untuk melaksanakan 
kebijakan yang ditempuh perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan yang 
akan digunakan untuk menegakkan norma-norma dan menyelesaikan 
konflik yang mungkin timbul. 
Setelah diuraikan mengenai pengertian kebijakan, selanjutnya perlu 
dikemukakan tentang pengertian kebijakan pemerintah. Menurut M. Irfan 
Islamy (2004 : 20), kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang 
ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang 
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Menurut Robert P. Clark (1989:83), kebijakan pemerintah yang 
dimaksud adalah kebijakan untuk mewujudkan dan mengarahkan proses 
modernisasi dimana harus diperlihatkan sifat dari kultur politik, interaksi 
antara kegiatan mental yang berbeda-beda tingkatannya dan sifat penggerak 
perubahan sosial untuk mencapai cita-cita, tujuan, prinsip dalam usaha 
mencapai sasaran yang diinginkan, sedangkan menurut Hochman dan 
Person yang dikutip dari Jan Erik dan Staven Ersson (1994:2-3), kebijakan 
pemerintah artinya negara atau pemerintah pada akhirnya mampu 
mengusahakan redistribusi pendapatan dan kemakmuran melalui instrumen 
anggaran, jadi pemerintah mampu mengambil sebagian kekayaan dari pihak 
yang berlebih dan membaginya kepada kelompok sosial yang kekurangan 
(melalui program-program atau kesejahteraan sosial). 
Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya (1988:111), 
kebijakan pemerintah (goverment policy) adalah setiap keputusan yang 
dilakukan oleh pejabat pemerintah atau negara atas nama instansi yang 
dipimpinnya dalam rangka melaksanakan produk-produk keputusan atau 
peraturan perundangan yang telah ditetapkan dan lazimnya dituangkan 
dalam bentuk peraturan perundangan tertentu atau bentuk keputusan formal 
tertentu. 
Selanjutnya Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaya 
(1988:111), mengemukakan bahwa ruang lingkup kebijakan pemerintah itu 
sendiri sangat luas, baik mengenai substansi politik, ekonomi, sosial, 
administrasi negara dan sebagainya. Kebijakan pemerintah mencakup dalam 
berbagai aspek kehidupan, seperti dalam bidang politik, ekonomi dan sosial 
budaya  
1) Kebijakan Politik  
  Kebijakan politik pemerintah pada hakikatnya mencerminkan politik 
negara dalam mengelola pertahanan suatu negara. Oleh karenanya kebijakan 
politik yang dikeluarkan pemerintah disusun berdasarkan kondisi obyektif 
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Pemerintah memegang peranan yang sangat penting dalam mengarahkan 
dan membawa masyarakat ke arah tujuan tertentu. Tujuan akan diwujudkan 
melalui serangkaian kebijakan. Rencana pelaksanaan pencapaian tujuan 
dengan demikian menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam keadaan tidak 
ada kestabilan politik, maka cenderung bersifat kompromistik dalam 
mengambil kebijakan (Rusadi Kantaprawira, 1988:180). 
 Menurut Albert Wijaja (1982:53-54), kebijakan pemerintah untuk 
menciptakan pertumbuhan ekonomi dan politik ibarat dua sejoli yang kait 
mengkait dan tidak mungkin terpisahkan. Artinya kebijakan politik dan 
ekonomi merupakan bagian-bagian yang terpadu karena setiap pemerintah 
mengambil suatu keputusan dalam perekonomian, maka setiap situasi 
politik akan ikut berpengaruh di dalamnya. Tujuan ekonomi dapat tercapai 
melalui kebijakan stabilitas politik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 
yang pesat dan sebaliknya seperti peningkatan kegiatan perusahaan negara 
demi pemeliharaan sistem ekonomi sosial, ini merupakan sasaran politik. 
Sasaran lain dari kebijakan politik seperti tujuan stabilitas politik tidak akan 
membawa perbaikan kecuali program politik disertai kebijakan dan program 
ekonomi. 
 Arbi Sanit (2003:2), mengemukakan bahwa stabilitas politik 
ditentukan oleh tiga variabel yang berkaitan satu sama lain, yakni 
perkembangan ekonomi yang memadai, perkembangan perlembagaan baik 
struktur maupun proses politik dan partisispasi politik. Perkembangan 
ekonomi yang baik yang tidak diimbangi oleh perluasan partisipasi 
masyarakat secara politik, sulit juga diharapkan terpeliharanya kestabilan 
politik. Masyarakat yang sudah merasakan perbaikan ekonomi, mulai 
memberikan perhatian pada hak-haknya yang lain di luar lingkungan 
ekonomi itu sendiri. Untuk menunjang hal tersebut, pemerintah membentuk 
perlembagaan politik bagi partisipasi politik. Dalam keadaan stabilitas 
politik tinggi, maka partisipasi politik yang tinggi dapat dipelihara sekiranya 
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ini mengandung pengertian bahwa masyarakat yang ingin mengambil 
bagian di dalam proses politik diberi kesempatan melalui lembaga-lembaga 
politik yang dibangun sesuai dengan pertumbuhan kekuatan-kekuatan 
politik yang terjadi dalam masyarakat. 
2) Kebijakan Ekonomi  
Kebijakan ekonomi merupakan suatu kumpulan keputusan yang 
diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha untuk 
memperbaiki ekonomi demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan. 
  Menyusun kebijakan yang optimal dalam pemberdayaan ekonomi 
rakyat bukan merupakan pekerjaan mudah. Permasalahan seperti mencari 
keseimbangan antar intervensi dan partisipasi, mengatasi konflik  
kepentingan, mencapai instrumen kebijakan yang paling efektif merupakan 
tantangan yang tidak kecil. Yang dapat dilakukan adalah mengusahakan 
agar kebijakan ekonomi rakyat yang berkembang dari rakyat, oleh rakyat, 
dan untuk rakyat. Dalam masalah ini, kebijakan ekonomi menjadi kajian 
utama yang akan dibahas dalam penulisan.  
Yahya A. Muhaimin (1990 : 17), mengatakan : 
Kebijakan ekonomi diformulasikan dengan beberapa variasi sesuai 
dengan tujuan politik dan sasaran ekonomi yang secara keseluruhan 
hendak dicapai. Usaha itu pada dasarnya mengejar tujuan yang 
sama, yakni untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi 
secepat mungkin melalui pengadaan modal secara besar-besaran, 
dengan menempatkan aparatur pemerintah secara sangat menonjol 
dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan tersebut.  
 
Instrumen-instrumen kebijakan akan digunakan jika hal itu 
diperlukan untuk mengoreksi kegiatan pasar yang lemah atau untuk 
mempercepat pertumbuhan. Kebijakan ekonomi suatu negara tidak bisa 
lepas dari keterlibatan pemerintah karena pemerintah memegang kendali 
atas segala sesuatu, menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada 
keberlangsungan negara itu sendiri. Setiap pemerintahan yang sedang 
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untuk menjamin perekonomian negara yang baik dan stabil demi 
tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan, karena sudah menjadi 
kewajiban pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi agar tercapainya 
kehidupan yang makmur dan sejahtera bagi rakyatnya. 
Kebijakan ekonomi suatu negara tidak bisa lepas dari keterlibatan 
pemerintah karena pemerintah memegang kendali atas segala sesuatu, 
menyangkut semua kebijakan yang bermuara kepada keberlangsungan 
negara itu sendiri. Setiap pemerintahan yang sedang memimpin suatu negara 
tentu saja memiliki kebijakan ekonomi andalan untuk menjamin 
perekonomian negara yang baik dan stabil demi tercapainya kemakmuran 
dan kesejahteraan, karena sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam 
menjaga stabilitas ekonomi agar tercapainya kehidupan yang makmur dan 
sejahtera bagi rakyatnya. 
Kebijakan ekonomi suatu negara juga tidak bisa dilepaskan dari 
paham atau sistem ekonomi yang dipegang oleh pemerintahan suatu negara, 
seperti sistem ekonomi kapitalisme, sosialisme, campuran, maupun sistem 
ekonomi Islam. Tentu saja pemerintah sebagai pengendali perekonomian 
suatu negara, menganut salah satu sistem ekonomi sebagai dasar dalam 
pengambilan kebijakan ekonomi. Apapun sistem ekonomi yang dipegang 
oleh suatu pemerintahan, sistem ekonomi itulah yang diyakini sebagai 
sistem ekonomi terbaik bagi perekonomian negara yang dipimpin oleh suatu 
pemerintahan tersebut walaupun nantinya dalam sistem ekonomi yang 
dipegang memiliki berbagai kelemahan. 
Menurut Ahmad Erani Yustika ( 2009: 13), dalam model kebijakan 
ekonomi setidaknya dikenal dua perpektif yang digunakan untuk 
menjelaskan proses pengambilan keputusan. Pertama, pendekatan yang 
berbasis pada maksimalisasi kesejahteraan konvensional (conventional 
welfare maximization). Pendekatan ini berasumsi bahwa pemerintah 
(negara) bersifat otonom dan eksogen terhadap sistem ekonomi, sehingga 
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publik. Di sisni pemerintah dianggap actor serba tahu dan tidak memiliki 
kepentingan sendiri (self-interest). Pemerintah sebagai agen yang 
memaksimalisasikan fungsi tujuan kesejahteraan publik, sehingga seringkali 
disebut dengan “preferensi politik”. Pemerintah atau negara sebagai aktor 
memiliki nilai-nilai kebajikan untuk memakmurkan masyarakatnya. Kedua, 
pendekatan yang bersandar pada asumsi ekonomi politik. Pendekatan ini 
berargumentasi bahwa negara sendiri sangat berpotensi untuk mengalami 
kegagalan (government failure). Pendekatan ini memfokuskan kepada 
alokasi sumber daya publik dalam pasar politik (political market) dan 
menekankan pada perilaku mementingkan diri sendiri dari politisi, pemilih, 
kelompok penekan, dan birokrat.  
3) Kebijakan Sosial Budaya 
 Sasaran utama dari kebijakan ini adalah tumbuh dan berkembangnya 
budaya berorientasi iptek dan kesenian yang mengarah pada peningkatan 
peradaban manusia. Untuk itu diperlukanlah pendidikan sebagai salah satu 
upaya mengoptimalkan peran dan apresiasi masyarakat terhadap iptek. 
Kebijakan sosial budaya merupakan tindakan-tindakan pemerintah berupa 
keputusan-keputusan yang ada hubungannya dengan aspek-aspek sosial dan 
budaya, dintaranya : 
a. Faktor manusia 
 Mengenai berbagai aspek lingkungan sosial budaya yang 
mempengaruhi cara manusia merasakan kebutuhan dan mewujudkannya 
dalam program-program pembangunan. 
b. Pemenuhan kebutuhan sosial 
  Mengenai pelayanan sosial (kesejahteraan sosial, pendidikan, 
kesehatan, perumahan, sanitasi, pengadaan air bersih serta pelayanan 
sosial lainnya). 
c. Keadilan sosial 
 Mempertimbangkan dampak apa yang mungkin timbul dengan 
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d. Pembangunan manusia seutuhnya 
  Mengenai pembangunan untuk setiap warga negara, baik secara 
materil dan spiritual yang dilakukan terus menerus dan terpadu. 
 Berpijak dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan pemerintah adalah serangkaian rencana kegiatan yang dibuat oleh 
suatu lembaga negara yang mempunyai kekuasaan legislatif, yudikatif dan 
eksekutif dalam upaya mengatur dan memecahkan permasalahan negara 
dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. 
 
b. Tipe-tipe Kebijakan Pemerintah 
Beberapa tipe kebijakan pemerintah menurut Ramlan Surbakti (1992 
: 193), yaitu: 
1) Kebijakan Regulatif, terjadi apabila kebijakan mengandung paksaan 
dan akan diterapkan secara langsung terhadap individu. Kebijakan 
regulatif dibuat untuk mencegah agar individu tidak melakukan 
suatu tindakan yang tak diperbolehkan. 
2) Kebijakan Redistributif, ditandai dengan adanya paksaan secara 
langsung kepada warga negara tetapi penerapannya melalui 
lingkungan. 
3) Kebijakan Distributif, ditandai dengan pengenaan paksaan secara 
tidak langsung, tetapi kebijakan itu diterapkan secara langsung 
terhadap individu. 
4) Kebijakan Konstituen, ditandai dengan kemungkinan pengenaan 
paksaan fisik yang sangat jauh, dan penerapan kebijakaan itu secara 
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c. Unsur-unsur Pembuat Kebijakan  
Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan 
kebijakan menurut Ramlan Surbakti (1992: 191-192), yaitu: 
1) Jumlah orang yang ikut mengambil keputuan, yang membuat 
keputusan dapat satu orang, dua, atau lebih bahkan jutaan orang. 
Pemilihan umum merupakan proses pengambilan keputusan secara 
masal, walaupun setiap pilihan bersifat individual  yang melibatkan 
berjuta-juta warga negara yang berhak memilih yang bertindak 
sebagai pengambil keputusan tentang siapa saja yang akan menjadi 
wakil rakyat atau kepala pemerintahan. 
2) Peraturan pembuat keputusan ialah ketentuan yang mengatur jumlah 
orang atau presentase orang yang harus memberikan persetujuan 
terhadap suatu alternatif keputusan agar dapat diterima dan disahkan 
sebagai keputusan. 
3) Informasi sangat diperlukan dalam pembuatan keputusan 
berdasarkan asumsi bahwa dalam proses pembuatan keputusan 
terjadi diskusi, perdebatan, tawar-menawar dan kompromi maka 
informasi yang akurat dan dalam jumlah yang memadai aan 
mempengaruh isi keputusan yang diambil. 
 
d. Tujuan Kebijakan Pemerintah 
Fungsi dari negara adalah mewujudkan, menjalankan, dan 
melaksanakan kebijakan bagi seluruh masyarakat di daerah kekuasaannya. 
Menurut Bambang Sunggono (1994 : 12), tujuan-tujuan penting kebijakan 
pemerintah pada umumnya adalah: 
1) Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator) 
2) Memajukan perkembangan dari masyarakat dalam berbagai hal 
(negara sebagai stimulator) 
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4) Menunjuk dan membagi berbagai benda material dan non material 
(negara sebagai distributor) 
 Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu tindakan-
tindakan, menurut Simmons dalam Ibnu Syamsi (1986 : 54) mempunyai 
tujuan: (1) untuk meningkatkan pemuasan kepentingan umum, (2) 
menetapkan proses administrasi yang tepat dan, (3) menghindari konflik 
sosial yang bersifat destruktif. 
   
e.  Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah 
Merumuskan suatu kebijakan bukanlah masalah yang sederhana, 
karena para perumus atau pengambil keputusan tersebut tidak terlepas dari 
pengaruh berbagai kepentingan yang ada. Menurut Nigro dan Nigro dalam 
Ng. Philipus (2004 : 155- 158), ada sejumlah faktor yang secara umum 
mempengaruhi proses perumusan kebijakan: 
1) Adanya tekanan dari luar. Tekanan luar yang dimaksud adalah yang 
datang dari luar lingkaran pengambilan keputusan namun dengan 
segala penyebabnya kemudian memiliki pengaruh yang cukup 
menentukan dalam proses perumusan kebijakan. 
2) Adanya kecederungan para perumus kebijakan untuk mengikuti 
kebiasaan para pendahulunya. 
3) Adanya nilai-nilai pribadi / individu dari perumus kebijakan. Faktor 
ini sangat berkaitan erat dengan upaya untuk melindungi dan 
mengembangkan kepentingan ekonomi, reputasi, dan kedudukan. 
4) Pengaruh kelompok atau lembaga lain. 
5) Pengalaman di masa lalu atau sejarah. Faktor ini kerapkali dapat 
mempengaruhi perumusan kebijakan, karena terdapat anggapan 
bahwa kebijakan yang lalu merupakan pelajaran berharga untuk 
dijadikan sebagai acuan. 
Berbeda dengan keempat faktor yang terfokus pada proses 
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mempengaruhi corak dan arah kebijakan umum (Ramlan Surbakti, 1992: 
195-197), yaitu: 
1) Ideologi nasional 
Memberi arah mengenai masyarakat negara macam apa 
yang hendak dituju, sedangkan bidang-bidang apa saja akan 
ditangani oleh pemerintah, lembaga apa saja yang akan 
menyelenggarakan dan bagaimana menyelenggarakannya biasanya 
diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, ideologi dan konstitusi 
tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan turut 
mempengaruhi corak dan arah suatu keputusan yang diambil. 
2) Latar belakang pribadi pembuat keputusan 
Seperti asal suku, agama, pembawaan, kecenderungan dan 
keinginan pribadi, harapan dan kekhawatiran, pengalaman masa lalu 
termasuk pengalaman traumatis, pengalaman berorganisasi dan 
tingkat pendidikan diperkirakan mempengaruhi corak dan arah suatu 
keputusan yang diambil. 
3) Informasi yang tersedia 
Pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan umum 
maupun yang menyangkut pejabat pemerintah memerlukan 
informasi yang lengkap dan akurat. Apakah keputusan akan diterima 
atau ditolak oleh masyarakat, dan apakah keputusan itu efektif 
(mencapai sasaran yang hendak dicapai) atau gagal, banyak sekali 
bergantung  pada tersedianya informasi yang lengkap dan akurat. 
4) Golongan pendukung pembuat keputusan dan keputusan yang ada 
 Pendukung bagi pembuat keputusan turut pula menentukan 
corak dan arah suatu keputusan yang diambil. Pendukung-
pendukung ini dapat berupa kelompok atau golongan masyarakat 
tertentu, kelompok faksi tertentu dalam pemerintah atau dalam 
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Selain faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan 
pemerintah, menurut konsepsi Anderson yang dikutip oleh Abdul 
Wahab (2004:26-28), terdapat nilai-nilai yang memungkinkan 
menjadi pedoman perilaku para pembuat kebijakan. Nilai-nilai 
tersebut dapat digolongkan dalam empat kategori, yaitu : 
1) Nilai Politik 
Pembuat kebijakan melakukan penilaian atas alternatif 
kebijakan yang dipilihnya dari sudut pentingnya alternatif-alternatif 
itu bagi partai politknya atau bagi kelompok-kelompok klien dari 
badan organisasi yang dipimpinnya. 
2) Nilai Organisasi 
Para pembuat kebijakan, khususnya birokrat (sipil dan 
militer) dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai 
organisasi dimana ia terlibat di dalamnya. 
3) Nilai Pribadi 
Adanya hasrat untuk melindungi atau memenuhi 
kesejahtreaan atas kebutuhan fisik atau kebutuhan finansial, reputasi 
diri, posisi historis, juga digunakan oleh para pembuat kebijakan 
sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan. 
4) Nilai Ideologis 
Ideologis pada hakikatnya merupakan serangkaian nilai-nilai 
dan keyakinan yang secara logis berkaitan yang mencerminkan 
gambaran sederhana mengenai dunia serta berfungsi sebagai 
pedoman untuk bertindak bagi masyarakat yang meyakininya. 
 
f. Model dan Proses Perumusan Kebijakan 
Dalam rangka mengkaji proses perumusan kebijakan di Indonesia, 
dapat ditelusuri dengan menggunakan model-model analisis politik dan 
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dan masyarakat. Menurut Ng. Philipus (2004 : 160), model-model 
perumusan kebijakan adalah : 
1) Model Korporatisme dan Korporatisme Negara. 
Dalam strategi ini pemerintah secara sengaja membentuk 
berbagai organisasi sosial politik dan kemasyarakatan yang para 
pemimpinnya secara sistematis ditentukan oleh pemerintah dengan 
jalan mengatur prosedur yang harus dilaluinya. Pertimbangan utama 
dari penerapan model ini adalah untuk mempermudah pemerintah 
dalam mengontrol artikulasi kepentingan dalam masyarkat, sehingga 
cara-cara penyampaiannya pun juga diatur pemerintah. 
2) Model Kepolitikan yang Birokratis. 
Menurut konsep ini, kepala negara dalam menjalankan 
kekuasaannya digambarkan seperti halnya seorang raja tradisional 
yang membagi-bagi kekuasaannya melalui perindustrian kedudukan 
dan materi kepada kerabat-kerabat dekatnya. Akibatnya para elit 
negara terbagi ke dalam persaingan yang tujuannya untuk 
memperoleh posisi saling dekat dengan penguasa. 
3) Model State-Qua-State. 
Tekanan utama dari konsep otonomi negara ini adalah 
adanya kebebasan negara dari tuntutan masyarakat. 
4) Model Pluralisme dan Pluralisme Terbatas. 
Munculnya Pluralisme terbatas ini sejalan dengan 
perkembangan masyarakat dalam berdemokrasi. Negara dapat begitu 
otonom menentukan berbagai kebijakan, walaupun mungkin tidak 
sejalan dengan kehendak masyarakat. Hal ini dapat saja berjalan 
dengan lancar karena besarnya kemampuan pemerintah dalam 
membiayai seluruh program-program pembangunan yang 
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g. Tahap-tahap Kebijakan Pemerintah 
Menurut Ramlan Surbakti (1992 : 197), proses pembuatan dan 
pelaksanaan kebijakan dibagi menjadi empat tahap, yaitu: 
1) Penyusunan agenda  
Politisasi suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat 
dilakukan oleh pemerintah. Apabila upaya itu berasal dari 
masyarakat maka ia akan berwujud tuntutan agar pemerintah 
menaruh perhatian yang seksama terhadap permasalahan yang 
menjadi kepentingannya itu. Apabila upaya datang dari pemerintah 
maka ia akan berwujud pernyataan tentang tekad pemerintah untuk 
menangani permasalahan tertentu 
2) Perumusan, pengesahan tujuan dan program  
Dalam tahap ini, jenis permasalahan tidak hanya akan 
ditandatangani dan diputuskan, tetapi juga didefinisikan 
permasalahannya. Hal itu disebabkan suatu permasalahan yang 
dipilih tidak berisi pernyataan kehendak saja tetapi juga mobilisasi 
dukungan dari masyarakat. Dalam kenyataannya tidak semua 
permasalahan yang sudah menjadi agenda pemerintah dijadikan 
sebagai kebijakan. 
3) Pelaksanaan program 
Tahap pelaksanaan kebijakan mencakup sejumlah kegiatan. 
Pertama, menyediakan sumberdaya bagi pelaksanaan kebijakan. 
Kedua, melakukan interpretasi dan penjabaran kebijakan dalam 
bentuk peraturan pelaksanaan. Ketiga, menyusun rencana sejumlah 
langkah kegiatan pelaksanaan menurut waktu, tempat, situasi, dan 
anggaran. Keempat, pengorganisasian secara rutin atas personil, 
anggaran, dan sarana materiil lainnya. Kelima, memberikan manfaat 
kepada pengenaan beban dan pengaturan perilaku terhadap individu 
dan masyarakat pada umumnya. 
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Pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan merupakan tahap terakhir dari proses pembuatan 
pelaksanaan kebijakan. Pemantauan atas setiap kegiatan pelaksanaan 
kebijakan bertujuan untuk secepat mungkin memperbaiki setiap 
kekeliruan yang terjadi dalam pelaksanaan sehingga tujuan 
kebijakan dapat dicapai. Evaluasi atas pelaksanaan kebijakan 
biasanya dilakukan setelah kebijakan selesai dilaksanakan.  
 Selanjutnya menurut Bintoro Tjokroamidjojo yang dikutip oleh 
Bambang Sunggono ( 1994 : 57)  tahap-tahap pembentukan kebijakan 
dibagi menjadi : 
a) Policy germination, yaitu penyusunan konsep pertama dari suatu 
kebijakan. 
b) Policy remmendation, yaitu rekomendasi mengenai suatu kebijakan. 
c) Policy analysis, yaitu analisis kebijakan, dimana berbagai informasi 
dan penelaah dilakukan terhadap adanya suatu rekomendasi suatu 
kebijakan, yang biasanya juga mempertimbangkan berbagai 
alternatif implikasi pelaksanaannya. 
d) Policy formulation, yaitu formulasi atau perumusan suatu kebijakan. 
e) Policy decision, atau disebut juga policy approval, yaitu 
pengambilan keputusan atau persetujuan formal terhadap suatu 
kebijakan, yang biasanya hal ini kemudian disahkan dalam bentuk 
peraturan perundang-undangan. 
f) Policy implementation, yaitu pelaksanaan kebijakan. 
g) Policy evaluation, yaitu evaluasi atau penilaian pelaksanaan 
kebijakan. 
Menurut Anderson yang dikutip oleh Bambang Sunggono (1994: 
52), beberapa faktor yang dapat menyebabkan permasalahan kebijakan 
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1) Bila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antar kelompok, 
maka kelompok-kelompok tersebut akan mengadakan reaksi dan 
menuntut tindakan pemerintah 
2) Kepemimpinan politik dapat menjadi suatu faktor yang penting 
dalam penyusunan agenda pemerintah. 
3) Timbulnya krisis ataau peristiwa yang luar biasa dapat menyebabkan 
masalah tersebut masuk ke dalam agenda pemerintah. 
4) Adanya gerakan-gerakan protes termasuk tindakan kekerasan 
merupakan salah satu sebab yang membuat para pembuat kebijakan, 
memasukkannya kedalam agenda pemerintah. 
5) Masalah-masalah khusus atau isu-isu politis yang timbul di 
masyarakat, yang kemudian menarik perhatian masyarakat dan para 
pembuat kebijakan. 
  
h.  Dampak Kebijakan Pemerintah 
  Evaluasi kebijakan pemerintah banyak dilakukan untuk mengetahui 
dampak dari kebijakan pemerintah. Dampak yang dimaksudkan disini 
adalah dampak yang dikehendaki oleh suatu kebijakan pemerintah, artinya 
dampak tersebut sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. 
Menurut Bambang Sunggono (1994: 160), menguraikan dampak kebijakan 
pemerintah tersebut dalam beberapa dimensi, yaitu: 
1) Dampak kebijakan yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, baik 
pada problematikanya maupun pada masyarkat. 
2) Dampak kebijakan terhadap situasi kelompok yang bukan menjadi 
sasaran utama dari suatu kebijakan pemerintah. 
3) Dampak kebijakan yang dapat terjadi atau berpengaruh pada kondisi 
sekarang maupun yang akan datang. 
4) Dampak kebijakan terhadap direct cots. Dalam kaitan ini 













































commit to user 
29 
 
pemerintah relatif lebih mudah apabila dibandingkan dengan 
menghitung timbulnya biaya-biaya lain yang bersifat kualitatif. 
5) Dampak kebijakan terhadap indirect cost yang biasa mengena atau 
dialami oleh anggota-anggota masyarakat. 
 Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Mangkunegara V 
dalam mengambil kebijakan ekonominya adalah adanya tekanan dari luar. 
Tekanan dari luar yang dimaksud adalah dari kepentingan Pemerintah 
Kolonial Belanda,  faktor yang kedua adalah adanya kecenderungan 
perumus kebijakan untuk mengikuti para pendahulunya yaitu 
Mangkunegara IV, karena Mangkunegara V hanya meneruskan apa yang 
sudah dibangun oleh Mangkunegara IV dan adanya pengaruh atau 
kelompok lain yaitu dari keluarga Mangkunegara V sendiri dan dari 
Pemerintah Kolonial Belanda. 
Tipe kebijakan Mangkunegara V adalah kebijakan distributif yaitu 
ditandai dengan pengenaan paksaan secara langsung, tetapi Mangkunegara 
V menerapkan kebijakannya secara langsung terhadap individu yaitu para 
petani yang diharuskan bekerja lebih pada perkebunan-perkebunan milik 
Mangkunegaran. Petani merupakan tenaga kerja di daerah-daerah 
perkebunan, sehingga mereka masih diberlakukan kerja wajib.  
Model kebijakan yang diterapkan oleh Mangkunegara V adalah 
Model Pluralisme dan Pluralisme Terbatas yaitu negara atau pemerintah 
dapat begitu otonom menentukan berbagai kebijakan, namun kadang tidak 
sejalan dengan kehendak masyarakat sendiri. Mangkunegara V menerapkan 
berbagai kebijakan ekonomi dalam mengatasi krisis ekonomi tidak sejalan 
dengan kehendak masyarakat Mangkunegara itu sendiri, karena berbagai 
kebijakannya dirasa sangat memberatkan masyarakat. Terlebih lagi bahwa 
masyarakat harus dipaksa untuk melakukan kerja wajib, menambah beban 
kerja di perkebunan Mangkunegaran dan upah yang tidak sesuai dengan 



















































a. Pengertian Ekonomi 
Istilah ekonomi pertama kali ditemukan oleh Filsuf Yunani yang 
bernama Xenophon. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu Oikos 
dan Nomos. Oikos berarti rumah dan nomos berarti aturan atau tata laksana, 
kemudian digabung menjadi ekonomia yang artinya adalah aturan atau tata 
laksana rumah tangga. Ekonomi  adalah ilmu yang mempelajari perilaku 
manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah 
ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang 
tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. 
Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan 
produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa  (Staniland, 
2003 : 16). 
Menurut  Deliarnov (2006:6) istilah ekonomi mengandung banyak 
arti. Pertama, ada yang memaknai ekonomi sebagai “cara” melakukan 
sesuatu, seperti dalam istilah “ekonomis” atau “kalkulasi ekonomi” yang 
konotasinya adalah efisiensi. Kedua, ada yang memaknai ekonomi sebagai 
“aktivitas”, yang biasanya ditujukan untuk memperoleh sesuatu yang 
diinginkan. Ketiga, ada yang melihat ekonomi sebagai “institusi” seperti 
dalam istilah ekonomi pasar atau ekonomi komando. 
Menurut Ahmad Erani Yustika (2009:5), ilmu ekonomi dipandang 
sebagai cabang ilmu sosial yang bisa menerangkan dengan tepat problem 
manusia, yakni ketersediaan sumber daya ekonomi yang terbatas. Implikasi 
dari keterbatasan sumber daya berujung dalam dua hal yaitu. Pertama, 
usaha untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas tersebut secara 
efisien sehingga dapat menghasilkan output yang optimal. Kedua, menyusun 
formulasi kerja sama (co-operation) ataupun kompetisi (competition) secara 
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bekerja mencari penemuan-penemuan baru, khususnya sebagai upaya 
memecahkan persoalan ekonomi yang kian rumit. 
Selanjutnya beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang 
pengertian ekonomi. L Meyers mengatakan bahwa ekonomi adalah ilmu 
pengetahuan yang mempelajari kebutuhan manusia dan pemenuhannya.  
Menurut James Stuart, ekonomi adalah seni menyediakan seluruh keinginan 
keluarga, secara bijaksana dan cermat. Sedangkan menurut Henry Higgs, 
ekonomi secara umum adalah seni mengatur kesempatan kerja suatu 
keluarga, atau kelompok manusia lainnya, agar dapat memberi seluruh 
keinginan anggota keluarga secara bijaksana dan cermat, sedangkan ilmu 
ekonomi menurut M. Manulang merupakan suatu ilmu yang mempelajari 
masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran (kemakmuran 
suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi kebutuhannya baik barang-
barang maupun jasa) (http://globalisasi.wordpress.com/2006/07/10/tinjauan-
konseptual-atas-ekonomi-politik-internasional/). 
Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 
ekonomi ialah suatu ilmu yang mempelajari tindakan-tindakan manusia 
yang ditimbulkan oleh adanya hubungan antara kebutuhan-kebutuhan dan 
alat-alat yang tersedia. 
 
b. Pengertian Politik 
Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis 
yang berarti negara kota (city state). Definisi politik banyak diutarakan 
dengan berbagai ragam dan kriteria. Menurut Deliarnov (2006 : 6) definisi 
politik terkait dengan banyak hal. Ada yang mengaitkan politik dengan 
kekuasaan dan otoritas, bisa juga dikaitkan dengan kehidupan publik, 
pemerintah, negara, konflik, serta resolusi konflik. Jika politik diartikan 
sebagai pemerintah, politik adalah mesin formal negara secara keseluruhan 
(mencakup institusi-institusi, hukum-hukum, kebijakan-kebijakan, dan 
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dan struktur pemerintah. Dalam pendekatan politik sebagai pemerintah, 
politik didefinisikan sebagai organisasi, aturan-aturan dan keagenan. Jika 
politik diartikan sebagai publik, politik merujuk pada peristiwa-peristiwa 
yang melibatkan banyak orang. Jika politik diartikan sebagai otoritas 
pengalokasian, arti politik dan ekonomi menjadi mirip, sebab keduanya 
dimaksudkan sebagai metode alokasi. Dari ketiga konsepsi tentang politik 
diatas, Deliarnov (2006 : 6) menyimpulkan bahwa politik merujuk pada 
aktivitas-aktivitas dan institusi-institusi yang terkait dengan pembuatan 
keputusan-keputusan otoritatif publik untuk masyarakat sebagai suatu 
keseluruhan. 
Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah 
bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang 
menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan 
melaksanakan tujuan-tujuan itu (Miriam Budiardjo, 1977 : 8). 
Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijakan-
kebijakan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan 
pembagian atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan 
kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan (power) dan kewenangan 
(authority), yang akan dipakai baik untuk membina kerja sama maupun 
untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini.  
Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat 
(public goals), dan bukan tujuan pribadi seseorang (private goals). Roger F. 
Soltau dalam Introduction to Politics menjelaskan bahwa ilmu politik 
mempelajari negara, tujuan-tujuan negara dan lembaga-lembaga yang akan 
melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga 
negaranya serta dengan negara-negara lain. Selanjutnya J. Barents, dalam 
Ilmu Politika mengatakan bahwa ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari 
kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu 
politik mempelajari bagian dari itu melakukan tugas-tugasnya (Miriam 
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Menurut Sukarna (1990:7) politik mempunyai pengertian kekuasaan 
atau negara, bahkan ilmu politik diberi arti sebagai suatu ilmu untuk 
memperoleh kedudukan kekuasaan di dalam negara, mengatur hubungan 
antara pemerintah dengan rakyat atau sebaliknya serta mengatur hubungan 
antara negara dengan rakyatnya. 
Menurut Isjwara (1982:37) mengemukakan bahwa politik adalah 
perjuangan memperoleh kekuasaan, teknik menjalankan kekuasaan serta 
penanganan terhadap masalah-masalah pelaksanaan dan kontrol 
pelaksanaan. Politik itu pada umumnya berkenaan dengan dua hal, yaitu 
kekuasaan dan susunan masyarakat. 
Menurut Ahmad Erani Yustika (2009: 10) politik berjalan dengan 
tiga konsep yang baku, yakni politik sebagai pemerintah (government), 
otoritas yang mengalokasikan nilai (authoritative allocation of values), dan 
public (public). Politik sebagai pemerintah jelas tugasnya untuk 
memberikan direksi dan mengeluarkan regulasi. Disini, sifat pemerintah 
berupaya menyediakan panduan dan melakukan intervensi sehingga 
bertabrakan dengan sifat ekonomi yang mempercayai pasar secara mandiri. 
Selanjutnya, politik juga mengalokasikan nilai-nilai. Konsep nilai dalam 
politik tidak setumpul nilai dalam ekonomi yang sering dimaknai sekadar 
efisiensi/laba. Dalam politik, nilai itu bekerja berdasarkan norma-norma 
yang hidup di masyarakat. Politik sebagai public bermakna bahwa output 
dari politik selalu merupakan urusan bersama (public concern). 
Menurut Koentjaraningrat (1987:10) bahwa politik adalah sistem 
pengaturan, pembagian kekuasaan dari pengukuhan wewenang dalam 
masyarakat. Hal ini menjelaskan bahwa politik adalah sebuah sistem yang 
saling berkaitan, berfungsi untuk mengatur pembagian kekuasaan yang 
berasal dari pengukuhan masyarakat.  
Selanjutnya Kartini Kartono (1980:5) mendefinisikan politik adalah 













































commit to user 
34 
 
Politik adalah semua usaha dan perjuangan dengan menggunakan 
bermacam-macam alat, cara dan alternatif-alternatif tertentu yang 
berupa tingkat untuk mencapai tujuan tertentu dengan ide individu 
atau kielompok sebagai suatu sistem kewibawaan yang integral. 
Politik sendiri mengandung konotasi kebijaksanaan kekuasaan 
negara, konflik, pembagian dan keadilan. 
 
 Menurut Iwa Kusumasumantri (1996:7) politik adalah pengetahuan 
tentang segala sesuatu ke arah usaha penguasaan negara dan alat-alatnya 
atau untuk mempertahankan kedudukan penguasa atas negara dan alat-
alatnya itu atau melaksanakan hubungan-hubungan tertentu dengan negara 
atau negara lain atau rakyatnya. 
 Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa politik 
adalah suatu kegiatan atau tindakan untuk menentukan pilihan guna 
mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggunakan bermacam-macam 
alat, cara dan alternatif untuk mencapai tujuan pembagian kekuasaan. 
 
c. Pengertian Ekonomi Politik 
Menurut Gilpin (1987:8), istilah ekonomi politik memiliki 
ambiguitas. Adam Smith dan ekonom klasik menggunakannya untuk 
mengartikan apa yang sekarang disebut ilmu ekonomi. Baru-baru ini, 
sejumlah pakar seperti Garu Becker, Anthony Downs dan Bruno Frey 
mendefinisikan ekonomi politik sebagai aplikasi metodologi formal 
ekonomi yang disebut model aktor rasional, untuk semua tipe perilaku 
manusia.  
Pakar lain menggunakan istilah ekonomi politik ini dengan 
pengertian penggunaan teori ekonomi khusus untuk menjelaskan perilaku 
sosial, permainan, tindakan kolektif dan teori Marxist. Sedangkan pakar 
lainnya memakai istilah ekonomi politik untuk merujuk pada masalah yang 
dihasilkan oleh interaksi kegiatan ekonomi dan politik. Gilpin 
mengistilahkan ekonomi politik untuk mengindikasikan serangkaian 
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perspektif teoritis. Sedangkan fokus interaksi itu adalah aktivitas manusia 
antara negara dan pasar.  
Teori ekonomi politik merupakan sebuah teori tentang sebuah 
keputusan atau kebijakan tentang ekonomi diambil. Adam Smith 
memandang ekonomi politik sebagai “sebuah cabang ilmu tentang 
negarawan atau pembuat undang-undang”. Ia memperluas rentang para 
pihak yang diuntungkan dan membatasi peran pemerintah dalam 
memuaskan mereka. Tujuan ekonomi politik menurut Adam Smith yaitu, 
pertama menyediakan pendapatan yang cukup banyak atau kebutuhan 
minimum masyarakat, atau lebih tepatnya memungkinkan mereka 
menyediakan pendapatan yang cukup banyak atau kebutuhan minimum diri 
mereka sendiri. Kedua, mensuplai negara dengan pendapatan yang 
memadai bagi pelayanan publik. Tujuannya adalah memperkaya rakyat 
maupun penguasa (Martin Stailand, 2003 : 13). 
Ekonomi politik merupakan studi ketegangan antara market (pasar) 
yang melibatkan individu dalam kegiatan untuk kepentingan sendiri dan 
negara dimana individu yang sama melakukan tindakan kolektif yang 
berlaku demi kepentingan nasional atau kepentingan yang lebih luas yang 
didefinisikan masyarakat. Menurut Balaam (1997 : 4), ekonomi politik 
adalah bidang studi yang menganalisa masalah yang muncul dari eksistensi 
paralel dan interaksi dinamik “negara” dan “pasar” di dunia modern. 
Menurutnya, ekonomi politik adalah disiplin intelektual yang menyelidiki 
hubungan yang tinggi antara ekonomi dan politik. Pemikiran ekonomi 
politik telah berkembang sejak beberapa abad lalu. Kini aktualitas ekonomi 
politik semakin kuat karena pada kenyataannya kehidupan ekonomi tak bisa 
dipisahkan dari kehidupan politik. Demikian pula sebaliknya, keputusan 
politik banyak yang berlatar belakang kepentingan ekonomi.  
Arif Budiman (1996:10) menyatakan, ekonomi memiliki bebarapa 
cabang salah satunya adalah ekonomi politik. Ekonomi politik adalah 
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kelompok elit ekonomi dan politik berusaha mempengaruhi keputusan untuk 
mengalokasikan sumber-sumber politik langka untuk masa sekarang dan 
mendatang, baik untuk kepentingan kelompok tersebut maupun kepentingan 
masyarakat luas. Ekonomi politik menekankan pada peran kekuasaan dalam 
pengambilan keputusan ekonomi. 
Menurut Bustanul Arifin (2007 : 4) dalam teori ekonomi politik, 
kebekerjaan suatu sistem ekonomi dan proses politik merupakan dua sisi 
dari satu mata uang sehingga disiplin ilmu ekonomi dan ilmu politik tidak 
dapat dipisahkan begitu saja. Apa pun bentuk suatu negara, apabila dua 
orang merasa memperoleh manfaat dengan melakukan pertukaran, suatu 
pasar walaupun pada tingkat yang primitif dapat terjadi. Akan tetapi, pasar 
tetap harus diatur dalam suatu sistem kekuatan kelembagaan yang bernama 
negara, bahkan negara dapat mendikte tingkat suplai uang, suatu sistem 
accounting dalam pertukaran. Masyarakat juga merupakan warga negara 
dengan segala warna dan afiliasi politiknya yang dengan kekuatan tertentu 
tidak hanya dapat “mengatur” pasar. Akan tetapi, dapat pula mengambil alih 
secara langsung suatu sumber daya yang dialokasikan oleh atau dalam 
sistem pasar. 
Dalam Martin Staniland yang dikutip oleh Deliarnov (2006 : 8), 
ekonomi politik yaitu sebuah studi tentang teori sosial dan keterbelakangan. 
Lebih lanjut Staniland menguraikan definisi tentang ekonomi politik 
tersebut sebagai berikut : “mengacu pada masalah dasar dalam teori sosial” 
hubungan antara politik dan ekonomi. Isu ini memiliki dua sisi baik 
eksplanatori maupun normatif. Menurut Caporaso & Lenive (1993), pada 
awalnya ekonomi politik dimaksudkan untuk memberikan saran mengenai 
pengelolaan masalah-masalah ekonomi kepada para penyelenggara negara. 
Selanjutnya, ekonomi politik oleh pakar-pakar ekonomi politik diartikan 
sebagai analisis ekonomi terhadap proses politik. Institusi politik sebagai 













































commit to user 
37 
 
yang berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan publik, 
baik untuk kepentingan kelompoknya maupun masyarakat luas.  
Ada beberapa jenis teori ekonomi politik, kriteria dalam 
mengidentifikasikan teori seperti ini adalah ada tidaknya klaim untuk dapat 
menggambarkan hubungan sistematis antara proses-proses ekonomi dan 
politik. Kemunculan teori ini dapat dirunut ke belakang yaitu pada jaman 
Yunani Kuno. Rangkumannya adalah sebagai berikut : 
1. Liberalisme ortodoks yang memandang individu (perilaku dan 
kepentingannya ) secara analitis dan normatif adalah fundamental. 
2. Masyarakat dilihat sebagai sebuah a great atau hasil pengerjaan 
kepentingan individu : politik dan negara demikian pula sebuah 
lembaga yang menjadi saluran pengerjaan kepentingan-kepentingan 
individu. 
3. Kritik-kritik “social” terhadap liberalisme menyerang asumsi liberal 
bahwa individu hadir dan bertindak dalam isolasi, bereaksi dengan 
menegaskan bahwa masyarakat membentuk perilaku individu, 
kemudian terbagi-bagi berdasarkan jalur perbedaan yang diterima 
antara masyarakat dan negara. 
4. Ekonomisme yang menegaskan bahwa proses-proses politik 
merupakan hasil proses-proses non politik. Namun sementara kaum 
liberal memandang proses politik sebagai hasil interaksi antar 
individu. Ekonomisme memandang sebagai hasil antar kekuatan 
sosial. Kekuatan seperti ini berupa “kelas-kelas” atau “kelompok-
kelompok kepentingan”. 
 Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi 
politik adalah sebuah keputusan atau kebijakan tentang bagaimana ekonomi 
diambil yang bertujuan untuk kepentingan kelompok maupun masyarakat 
luas. 
 Ekonomi politik dilaksanakan pada masa Mangkunegara V dengan 
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Pemerintah Kolonial Belanda walaupun atas dasar pertimbangan dari 
kebijakan Mangkunegara V sendiri. Pemerintah Belanda mengurusi segala 
keuangan di Mangkunegaran, termasuk industri gulanya, padahal secara 
ekonomi tidak menguntungkan bagi Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini 
terkait dengan kepentingan politik Pemerintah Hindia Belanda di Praja 
Kejawen, yakni untuk menjaga keseimbangan politik di wilayah bekas 
kerajaan Mataram. 
 
































































































Mangkunegara IV sebagai seorang penguasa di Mangkunegaran 
berusaha untuk merubah struktur perekonomian dalam wilayahnya. Beliau 
tertarik dengan sistem pertanian komersial atau perusahaan perkebunan 
yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Terlebih lagi dengan 
sistem cultuurstelsel yang banyak mendatangkan keuntungan. Muncullah 
gagasan Mangkunegara IV untuk menerapkan metode dan teknologi 
pengelolaan pertanian dan perkebunan komersial dengan mendirikan dan 
menanamkan modal pada usaha-usaha kopi dan tebu. Mangkunegara IV 
mulai merintis jalan untuk membangun perekonomian kerajaan berdasarkan 
sistem ekonomi perkebunan. 
Pada masa Mangkunegara IV, struktur ekonomi Mangkunegaran 
sangat maju. Hal itu tercermin ketika Mangkunegara IV mengganti beban 
pajak yang ditanggung warga dengan kewajiban bekerja di perkebunan tebu. 
Kemudian terjadi migrasi yang cukup tinggi dari luar wilayah Praja 
Mangkunegaran. Banyak orang yang ingin menikmati pekerjaan di 
perkebunan tebu Mangkunegaran, sehingga dalam bidang ekonomi dan 
produktivitas wilayah praja Mangkunegaran meningkat pesat. Pertumbuhan 
ekonomi pun secara makro terdongkrak cepat. Pada masa Mangkunegara IV 
inilah, maka Mangkunegara mencapai puncak keemasaan perekonomian 
dimana pendapatan dari perusahaan-perusahaan meningkat tajam. 
Pada akhir jabatan Mangkunegara IV terjadi krisis dunia yang 
mengakibatkan menurunnya nilai jual kopi dan gula di pasar internasional. 
Setelah Mangkunegara IV wafat, kemudian digantikan oleh Prangwedana 
yang bergelar Mangkunegara V. Pada masa Mangkunegara V inilah kondisi 
ekonomi Mangkunegaran semakin terpuruk. Goncangan ini terutama 
melanda industri gula Mangkunegaran. Adanya krisis ini disebabkan adanya 
faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar adalah terjadinya krisis ekonomi 
dunia dan hama penyakit tebu, sedangkan faktor dalam adalah kesalahan 
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karena tidak ada administrasi yang baik dan tidak ada pemisahan antara 
keuangan Raja dengan keuangan kerajaan dan keuangan perusahaan. Sejak 
terjadinya krisis tersebut pendapatan dari sektor industri gula menurun 
tajam.  
Untuk mengatasi kerumitan keuangan Mangkunegaran, pemerintah 
kolonial mengambil alih segala urusan keuangan Mangkunegaran, termasuk 
pengelolaan perusahaan-perusahaan. Untuk keperluan itu tanggal 11 Juli 
1887 Gubernur Jenderal Van Rees mengeluarkan keputusan rahasia yang 
menyatakan bahwa sebagai tindakan sementara, urusan umum dari 
penerimaan dan pengeluaran Mangkunegaran secara keseluruhan akan 
diserahkan pada suatu komisi yang diketuai oleh Residen Surakarta. Komisi 
ini dinamakan Komisi Keuangan yang diketuai oleh seorang Residen. 
Melalui pembentukan komisi itu, berarti Pemerintah Kolonial Belanda telah 
melakukan campur tangan terhadap urusan keuangan Mangkunegaran, 
meskipun dengan dalih untuk menyehatkan keuangan.  
 Krisis ekonomi yang melanda Mangkunegaran mempunyai dampak 
yang tidak hanya terjadi di dalam Praja Mangkunegaran, tetapi juga pada 
kehidupan masyarakat di wilayah Praja Mangkunegaran. Dampak krisis ini 






















































A. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Dalam melakukan penelitian yang berjudul “Kebijakan Ekonomi 
Mangkunegaran (Studi tentang Kebijakan Ekonomi Mangkunegara V dalam 
Memperbaiki Krisis Ekonomi Tahun 1884)” memanfaatkan fasilitas perpustakaan 
sebagai sarana untuk memperoleh data dalam penelitian. Untuk memperoleh data 
penelitian ini, dicari sumber tertulis di perpustakaan. Adapun perpustakaan yang 
dipergunakan sebagai tempat penelitian adalah: 
a. Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran 
b. Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 
c. Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta 
d. Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret 
Surakarta 
e. Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta 
f. Perpustakaan Monumen Pers Surakarta 
 
2. Waktu Penelitian 
Waktu yang digunakan untuk penelitian ini adalah sejak pengajuan judul 
skripsi yaitu bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Februari 2011. Adapun 
kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu penelitian tersebut adalah 
mengumpulkan sumber, melakukan kritik untuk menyelidiki keabsahan sumber, 
menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh dan 
terakhir menyusun laporan hasil penelitian. Secara rinci jadwal kegiatan penelitian 
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1. Pengajuan 
judul 
        
2. Proposal         
3. Perijinan         
4. Pengumpulan 
data 
        
5. Analisis data         
6. Penulisan  
laporan 
        
 
B. Metode Penelitian 
Dalam suatu penelitian, peranan metode ilmiah sangat penting karena 
keberhasilan tujuan yang akan dicapai tergantung dari penggunaan metode yang 
tepat. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, methodos yang berarti cara atau 
jalan. Sehubungan dengan karya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara 
kerja, yaitu cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang 
bersangkutan (Koentjaraningrat, 1983: 7). Penelitian ini merupakan penelitian 
yang berusaha merekonstruksikan mengenai “Kebijakan Ekonomi 
Mangkunegaran (Studi tentang Kebijakan Ekonomi Mangkunegara V dalam 
Memperbaiki Krisis Ekonomi Tahun 1884)”. Mengingat peristiwa yang menjadi 
pokok penelitian adalah peristiwa masa lampau, maka metode yang digunakan 
adalah metode sejarah atau metode historis. 
Menurut Suhartono W. Pranoto (2010 : 11) metode adalah cara atau 
prosedur untuk mendapatkan obyek. Juga dikatakan bahwa metode adalah cara 
untuk berbuat atau mengerjakan sesuatu dalam suatu sistem yang terencana dan 
teratur. Jadi metode selalu erat hubungannya dengan prosedur, proses, atau teknik 
yang sistematis untuk melakukan penelitian disiplin tertentu. Hal ini dimaksudkan 

















































 Dudung Abdurahman (1999 : 43) mendefinisikan metode sebagai suatu 
cara, jalan, atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Sedangkan menurut 
Helius Sjamsuddin (2007 : 13) metode ada hubungannya dengan prosedur, proses, 
atau teknik yang sistematis dalam penyelidikan suatu disiplin ilmu tertentu untuk 
mendapatkan obyek yang diteliti. Sesuai dengan tujuan penelitian dan juga sifat 
datanya, maka penelitan ini menggunakan metode historis atau metode penelitian 
sejarah. 
Gilbert J Garraghan dalam Dudung Abdurahman (1999 : 43-44) 
mengemukakan bahwa metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan 
prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, 
menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesis dari hasil-hasil yang dicapai 
dalam bentuk tertulis. Menurut Louis Gottschalk (1975 : 32) metode sejarah 
adalah proses menguji serta menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan 
masa lampau berdasarkan data yang diperoleh guna menentukan proses 
historiografi. 
Metode sejarah adalah rekontruksi imajinatif gambaran masa lampau 
peristiwa-peristiwa sejarah secara kritis dan analitis berdasarkan bukti-bukti dan 
data peninggalan masa lampau yang disebut sumber sejarah. Dalam penulisan 
kisah masa lampau berdasarkan bukti-bukti yang ditinggalkan, sejarawan 
diharuskan memiliki prosedur kerja. Prosedur kerja inilah yang disebut metode 
sejarah, antara lain mencari jejak-jejak masa lampau, meneliti secara kritis, 
menggambarkan masa lampau berdasarkan informasi yang diperoleh dari jejak-
jejak dan imajinasi ilmiah (Helius Sjamsuddin & Ismaun, 1994 : 19-24). 
Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode 
penelitian sejarah adalah kegiatan pemecahan masalah dengan mengumpulkan 
sumber-sumber sejarah yang relevan dengan permasalahan yang akan dikaji 
untuk memahami kejadian pada masa lalu kemudian menguji dan menganalisa 
secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil yang dicapai dalam bentuk 
tertulis dari sumber sejarah tersebut untuk dijadikan suatu cerita sejarah yang 


















































C.  Sumber Data 
Sumber data atau sumber sejarah adalah segala sesuatu yang dapat 
digunakan sebagai bahan penulisan. Yang dimaksud sumber data dalam penelitian 
adalah subyek dari mana data dapat diperoleh (Suharsimi Arikunto, 1986 : 102). 
Sumber data sering disebut juga “data sejarah”. Menurut Kuntowijoyo 
yang dikutip Dudung Abdurrahman (1999: 30) perkataan ”data” merupakan 
bentuk jamak dari kata tunggal datum (bahasa latin) yang berarti “pemberitaan”. 
Menurut Dudung Abdurrahman (1999: 30) data sejarah merupakan bahan sejarah 
yang memerlukan pengolahan, penyeleksian, dan pengkategorian.  
Sidi Gazalba (1981 : 88-89) menguraikan tentang sumber data yang 
terdiri dari tiga macam yaitu (1) Sumber tertulis yang mempunyai fungsi mutlak 
dalam penelitian sejarah, (2) Sumber lisan yaitu sumber tradisional sejarah dalam 
pengertian luas, (3) sumber visual atau benda yaitu semua warisan yang 
terbentuk atau berwujud, misal candi atau prasasti. 
Helius Syamsuddin (1996: 73) mengemukakan tentang pengertian sumber 
sejarah, yaitu: segala sesuatu yang langsung atau tidak langsung menceritakan 
kepada kita tentang sesuatu kenyataan atau kegiatan manusia pada masa lalu 
(past actuality). Sumber sejarah merupakan bahan-bahan mentah (raw materials) 
sejarah yang mencakup segala macam evidensi (bukti) yang telah ditinggalkan 
oleh manusia yang menunjukkan segala aktivitas mereka di masa lalu yang 
berupa kata-kata yang tertulis atau kata-kata yang diucapkan (lisan). 
Menurut Suhartono W. Pranoto (2010:32) untuk mengefektifkan sumber 
sejarah, maka sumber sejarah harus harus diidentifikasikan dan diklasifikasikan. 
Sumber sejarah (historical sources) dapat dibedakan menjadi : Pertama, sumber 
material, yaitu berupa benda yang secara fisik dapat dilihat dan dipegang seperti 
dokumen, arsip, surat, catatan harian, foto, file, dan benda peninggalan berupa 
artefak. Kedua, adalah sumber immaterial yaitu secara fisik tidak dapat dilihat 
dan dipegang, seperti tradisi, kepercayaan, dan agama. Ketiga,  sumber lisan 
yaitu berupa cerita, sage, balada. Sumber lisan dapat diperoleh melalui sejarah 
lisan (oral history) yaitu ingatan tangan pertama yang dituturkan secara lisan 

















































diperoleh melalui tradisi lisan yaitu narasi tentang suatu peristiwa masa lalu yang 
disampaikan dari mulut ke mulut selama beberapa generasi. Keempat, sumber 
primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian sejarah adalah 
sumber yang disampaikan langsung oleh saksi mata atau catatan yang sezaman 
atau dekat dengan peristiwa kejadiannya. Dikatakan sebagai sumber sekunder 
karena tidak disampaikan langsung oleh saksi mata dan bentuknya dapat berupa 
buku-buku, artikel, koran, majalah. Kelima, depo sumber yaitu sumber sejarah 
yang sudah terkumpul disimpan di gedung arsip pusat maupun di daerah. 
Sumadi Suryabrata (1994: 17) berpendapat bahwa penelitian historis 
tergantung kepada dua macam data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer 
diperoleh dari sumber primer, yaitu peneliti secara langsung melakukan 
observasi atau penyaksian kejadian-kejadian yang dituliskan. Data sekunder 
diperoleh dari sumber sekunder, yaitu penulis melaporkan hasil observasi orang 
lain yang satu kali atau lebih telah lepas dari kejadian aslinya. Di antara kedua 
sumber tersebut, sumber primer dipandang memiliki otoritas sebagai bukti 
tangan pertama, dan diberi prioritas dalam pengumpulan data.  
Menurut Nugroho Notosusanto (1971: 35), sumber primer adalah 
kesaksian dengan mata kepala sendiri atau panca indera lainnya atau dengan alat 
mekanis yang ada pada saat peristiwa itu terjadi. Sedangkan menurut John W. 
Best dalam Louis Gottschalk (1986: 35) sumber primer sebagai cerita atau 
catatan para saksi mata, pengamat atau partisipan dan juga berisi catatan-catatan 
para saksi mata yang menyaksikan peristiwa tersebut.  
Sumber sekunder adalah informasi yang diberikan oleh orang yang tidak 
langsung mengamati atau orang yang tidak terlibat langsung dalam suatu 
kejadian, keadaan tertentu atau tidak langsung mengamati objek tertentu. Sumber 
sekunder biasanya dicatat dan ditulis setelah peristiwanya terjadi, tetapi sumber 
sekunder dapat dijadikan sebagai sumber utama apabila sumber utama sulit 
didapat (Nugroho Notosusanto,1971: 35). 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 
primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer tersebut di antaranya 

















































Mangkunegara V, Laporan tahunan tentang keuangan Mangkunegaran tahun 
1888, Surat dari Residen Surakarta kepada Gubernur Jenderal bulan Mei 1887 
mengenai masalah keuangan Mangkunegara V , Laporan tahun 1885 mengenai 
hutang Mangkunegara V yang belum dibayar, Surat rahasia dari Residen kepada 
Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 20 November 1890 mengenai 
perhitungan keuangan, Laporan Residen Surakarta kepada Pemerintah Hindia 
Belanda tanggal 30 Juli 1894 mengenai keadaan uang pemasukan dan 
pengeluaran Mangkunegaran tahun 1893 dengan kerugian f.37.958,12. 
Selain itu juga digunakan sumber sekunder yang dinilai relevan dan 
mendukung penelitian ini antara lain karya Abdul Karim Pringgodigdo yang 
berjudul Sejarah Perusahaan-perusahaan Kerajaan Mangkunegaran , Tahun 
1987, terjemahan Moehammad Hoesodo Pringgokoesoemo, Sejarah Milik Praja 
Mangkunegaran, 1986 karangan Abdul Karim Pringgodigdo, Kapitalisme Bumi 
Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran, 2008 karangan Wasino, Sri 
Mangkunegara IV sebagai Penguasa dan Pujangga karangan W. E. Soetomo 
Siswokartono dan buku karangan Vincent J. H. Houben, 1994 yang berjudul 
Keraton dan Kompeni Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870. 
 
D. Teknik Pengumpulan Data 
 
Pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian, 
karena merupakan langkah untuk memudahkan dalam penyusunan kisah sejarah 
yang benar-benar sistematis. Suharsimi Arikunto (1986 : 176) berpendapat bahwa 
pengumpulan data merupakan suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang 
dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang standart. Menurut Mohammad 
Nazir (1988 : 211) pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan 
standart untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data 
ditempuh dengan studi kepustakaan. Studi pustaka berperan penting sebagai 
proses bahan penelitian, tujuannya sebagai pemahaman secara menyeluruh 
tentang topik permasalahan yang sedang dikaji. Studi pustaka adalah suatu teknik 

















































fakta sejarah, dengan cara membaca buku-buku literatur, majalah, dokumen atau 
arsip, surat kabar atau brosur yang tersimpan di dalam perpustakaan 
(Koentjaraningrat, 1983: 3). 
Ada beberapa keuntungan dalam penelitian sejarah dengan menggunakan 
teknik kepustakaan antara lain akan membantu memperoleh pengalaman ilmiah 
dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah. Dalam teknik 
kepustakaan sumber yang didapat tidak mungkin dapat disimpan semua dalam 
ingatan, maka dalam pengumpulan data atas sumber sejarah dalam telaah pustaka 
diperlukan pencatatan yang sistematis. 
Pengumpulan dengan studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan 
dengan jalan mengumpulkan buku dan bentuk data lainnya tentang peristiwa masa 
lampau di beberapa perpustakaan. Buku atau data yang telah terkumpul kemudian 
diteliti dan disesuaikan dengan tema penelitian. Untuk memperoleh data-data 
dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi tentang sumber-sumber primer dan 
sumber yang berupa buku-buku dan arsip-arsip yang tersimpan di perpustakaan 
Dalam penelitian ini langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam 
mengumpulkan data adalah sebagai berikut : 
1) Mencari dan mengumpulkan sumber primer dan sekunder yang berupa 
buku-buku literatur, arsip, dan artikel-artikel di internet disesuaikan 
dengan tema penelitian  yang tersimpan di perpustakaan. Kegiatan 
mengumpulkan arsip dan literatur dilakukan di Perpustakaan Rekso 
Pustaka Mangkunegaran. Teknik studi pustaka dilakukan dengan mencacat 
beberapa sumber tertentu mengenai pengarang, judul buku, nama arsip dan 
subyek penelitian. 
2) Pencarian dan pengumpulan terhadap buku-buku literatur dan sumber 
pendukung lainnya yang sesuai dengan tema penelitan dilakukan di 
Perpustakaan Program Studi Sejarah Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas 


















































3) Mencatat, membaca dan memfotokopi sumber primer dan sekunder yang 
berupa buku-buku literatur yang dianggap penting dan relevan dengan 
tema penelitian yang tersimpan di perpustakaan. 
 
E. Teknik Analisis Data 
 
Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik 
analisis historis. Analisa data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, 
memanipulasi serta menyingkatkan data sehingga mudah untuk dibaca 
(Mohammad Nazir, 1988 : 419).  
Menurut Kuntowijoyo yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999: 
64), interpretasi atau penafsiran sejarah seringkali disebut dengan juga analisis 
sejarah. Analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda 
dengan sintesis yang berarti menyatukan. Analisis dan sintesis, dipandang sebagai 
metode-metode utama dalam interpretasi. Menurut Helius Sjamsuddin (1996: 89), 
teknik analisis data historis adalah analisis data sejarah yang menggunakan kritik 
sumber sebagai metode untuk menilai sumber-sumber yang digunakan dalam 
penulisan sejarah. 
Menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999: 64), 
analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh 
dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta 
itu ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh. Menurut Sartono Kartodirdjo 
(1992: 2) mengatakan bahwa analisis sejarah ialah menyediakan suatu kerangka 
pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup berbagai konsep dan teori yang 
akan dipakai dalam membuat analisis itu. Data yang telah diperoleh 
diinterpretasikan, dianalisis isinya dan analisis data harus berpijak pada kerangka 
teori yang dipakai sehingga menghasilkan fakta-fakta yang relevan dengan 
penelitian. 
Di dalam penelitian ini setelah dilakukan pengumpulan data, peneliti 
melakukan analisis data dan membandingkan data satu dengan yang lain sesuai 

















































Heuristik Kritik Interpretasi Historiografi 
Fakta Sejarah 
relevan fakta-fakta itu kemudian di seleksi, diklarifikasi dan ditafsirkan, baru 
kemudian merangkaikan fakta-fakta tersebut untuk dijadikan bahan penulisan 
penelitian yang utuh dalam sebuah karya ilmiah. 
 
F. Prosedur Penelitian 
 
Prosedur penelitian adalah langkah-langkah penelitian awal yaitu 
persiapan pembuatan proposal sampai pada penulisan hasil penelitian. Karena 
penelitian ini menggunakan metode historis, maka ada empat tahap yang harus 
dipenuhi. Empat langkah itu terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan 
historiografi. Prosedur penelitian tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
  
    
                                                                                                         
                                              
                                                             
              
 




Menurut terminologinya, heuristik (heurischein) dari bahasa Yunani 
artinya mengumpulkan atau menemukan sumber (Suhartono W. Pranoto, 2010 : 
29). Dalam pengertiannya yang lain adalah suatu teknik yang membantu kita 
untuk mencari jejak-jejak sejarah. Menurut G. J Rener (1997: 37), heuristik adalah 
suatu teknik, suatu seni dan bukan suatu ilmu. Heuristik tidak mempunyai 
peraturan-peraturan umum, dan sedikit mengetahui tentang  bagian-bagian yang 
pendek. Sidi Gazalba (1981: 15) mengemukakan bahwa heuristik adalah kegiatan 

















































penelitian. Nugroho Notosusanto (1971: 17) mengemukakan bahwa heuristik 
adalah kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lalu. Heuristik berarti mencari data 
dengan mengumpulkan sumber-sumber. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan 
mengadakan riset di perpustakaan atau lembaga kearsipan. Dengan demikian 
heuristik adalah kegiatan pengumpulan jejak-jejak sejarah atau dengan kata lain 
kegiatan mencari sumber sejarah. 
Pada tahap ini, penulis berusaha mengumpulkan sumber atau data-data 
yang relevan dengan penelitian melalui teknik studi pustaka. Dalam hal ini penulis 
melakukan pengumpulan data dan sumber di beberapa perpustakaan seperti 
Perpustakaan Rekso Pustoko Mangkunegaran, Perpustakaan Program Studi 
Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas 
Maret Surakarta dan Perpustakaan Monumen Pers Surakarta. Sumber tertulis yang 




Setelah data-data yang berkaitan dengan penelitian berhasil dikumpulkan, 
maka tahap berikutnya ialah verifikasi atau lazim disebut juga dengan kritik untuk 
memperoleh otentisitas dan kredibilitas sumber.  
Menurut Suhartono W. Pranoto (2010:35). Yang dimaksud dengan kritik 
adalah kerja intelektual dan rasional yang mengikuti metodologi sejarah guna 
mendapatkan obyektivitas suatu kejadian. Pengertian lain adalah  kritik yaitu 
kegiatan untuk menyelidiki apakah sumber-sumber sejarah itu sejati atau otentik 
dan dapat dipercaya atau tidak. Pada tahap ini kritik sumber dilakukan dengan dua 
cara yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Adapun yang dimaksud dengan kritik 
ekstern dan kritik intern adalah sebagai  berikut: 
Kritik ekstern adalah usaha mendapatkan otentisitas sumber dengan 

















































pengujian terhadap aspek luar dari sumber. Otentisitas mengacu pada materi 
sumber yang sezaman. Jenis-jenis fisik dari materi sumber, yaitu dokumen atau 
arsip adalah kertas dengan jenis, ukuran, bahan, kualitas dan lain-lain. Dokumen 
ditulis dengan tangan atau diketik, ataukah diketik komputer. Demikian pula jenis 
tintanya apakah kualitas bagus, atau jenis isi ulang (Suhartono W. Pranoto, 
2010:36). Usaha yang dilakukan didalam kritik ekstern lain yaitu dengan 
penyeleksian sumber-sumber pustaka berdasarkan cerita, seperti profesionalisme 
pengarang, ketebalan buku, tahun penerbitan, dan penerbit. Kritik ekstern dalam 
penelitian ini dapat dilakukan dengan pengujian fisik, misalnya pada sumber 
primer Daftar tahun 1888-1898 mengenai perhitungan pinjaman bagi 
Mangkunegara V, Surat rahasia dari Residen kepada Gubernur Jendral Hindia 
Belanda tanggal 20 November 1890 mengenai perhitungan keuangan, Laporan 
Residen Surakarta kepada Pemerintah Hindia Belanda tanggal 30 Juli 1894 
mengenai keadaan uang pemasukan dan pengeluaran Mangkunegaran tahun 1893 
dengan kerugian f.37.958,12. 
 Kritik intern adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber, artinya 
apakah isi dokumen ini terpercaya, tidak dimanipulasi, mengandung bias, 
dikecohkan, dan lain-lain. Kritik intern ditujukan untuk memahami isi teks. 
Pemahaman isi teks diperlukan latar belakang pikiran dan budaya penulisnya, 
karena apa yang tersurat sangat berbeda dengan yang tersirat dalam teks itu. Oleh 
karena itu, untuk memahami yang tersirat diperlukan pemahaman dari dalam 
(Suhartono W. Pranoto, 2010:37). 
Kritik intern juga menyangkut apakah sumber tersebut dapat memberikan 
informasi yang dibutuhkan. Setelah sumber dinilai keasliannya, kemudian 
dilakukan kritik intern untuk dapat memastikan kebenaran isi sumber, yang dapat 
ditempuh dengan cara membandingkan sumber sejarah yang satu dengan sumber 
sejarah yang lain. Kebenaran isi dari sumber tersebut dapat dilihat dari isi 
pernyataan dan berita yang ditulis dari sumber yang satu dengan sumber yang 
lain. Kritik intern dalam penelitian ini dilaksanakan dengan studi komparatif 
berbagai sumber. Langkah ini ditempuh untuk menyoroti pengarang atau pembuat 

















































dan harus ada kepastian bahwa kesaksiannya dapat dipercaya. Kerja kritik adalah 
membandingkan isi sumber. Misalnya dengan membaca buku karangan W.E. 
Soetomo Siswokartono ”Sri Mangkunegara IV Sebagai Penguasa dan Pujangga”, 
serta membaca buku  karangan karya Abdul Karim Pringgodigdo yang berjudul 
Sejarah Perusahaan-perusahaan Kerajaan Mangkunegaran terjemahan 
Moehammad Hoesodo Pringgokoesoemo, Sejarah Milik Praja Mangkunegaran, 
1986 karangan Abdul Karim Pringgodigdo, dan buku yang berjudul Kapitalisme 
Bumi Putra: Perubahan Masyarakat Mangkunegaran, karangan Wasino. 
Hasil dari kritik sumber ialah fakta yang merupakan unsur-unsur bagi 
penyusunan atau rekonstruksi sejarah. Setelah dilakukan kritik, maka langkah 
selanjutnya adalah melakukan interpretasi. 
 
c. Interpretasi 
Interpretasi sering disebut dengan analisis sejarah. Menurut Mohammad 
Nazir (1988 : 438) interpretasi merupakan penjelasan yang terperinci tentang arti 
yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan. Sedangkan interpretasi atau analisis 
historis menurut Berkhofer yang dikutip oleh Dudung Abdurrahman (1999 : 64) 
bertujuan untuk melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari 
sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu 
ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh, jadi interpretasi juga biasa 
dikatakan sebagai suatu bentuk analisa. Dalam melaksanakan kegiatan interpretasi 
harus ditinggalkan unsur subyektivitas yang disebabkan keanekaragaman data 
yang diperoleh dari berbagai buku. Sehingga harus dibandingkan buku satu 
dengan buku yang lain agar memperkuat kebenaran dari buku tersebut. 
Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah membaca berbagai buku 
yang sesuai dengan obyek yang diteliti, kemudian dibandingkan buku satu dengan 
buku lain, apabila ada perbedaan pendapat dari salah satu buku maka harus dicari 
buku-buku lain yang sesuai dengan pendapat buku tersebut kemudian 
diperbandingkan lagi, sehingga terlihat seberapa banyak pendapat yang 
menyatakan sama tentang pokok permasalahan tersebut. Setelah itu bisa ditarik 

















































Dalam penelitian ini dilakukan kegiatan menyeleksi dan menafsirkan 
tulisan buku dengan penentuan periodisasi, merangkaikan data secara 
berkesinambungan, misalnya dengan merangkaikan periode sejarah dan 
menghubungkan sumber data sejarah yang ada pada tulisan Wasino dengan 
tulisan W. E Soetomo maupun tulisan pengarang di Mangkunegaran yaitu Abdul 
Karim Pringgodigdo, sehingga menjadi kesatuan yang harmonis dan masuk akal 
melalui interpretasi. Dalam kegiatan interpretasi ini diusahakan sikap obyektif 
karena dengan adanya keberanekaragaman data yang diperoleh. Selain bersikap 
obyektif juga diperlukan kemampuan untuk membandingkan sumber yang satu 
dengan yang lain secara logis untuk menentukan sumber mana yang dapat 




Historiografi merupakan bagian terakhir dan klimaks dari serangkaian 
kegiatan penelitian sejarah. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, 
atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan (Dudung 
Abdurrahman, 1999 : 67). 
Dalam tahap ini seorang penulis harus dapat mengungkapkan hasil 
penelitiannya dengan bahasa yang baik dan benar, menyajikan data-data yang 
akurat dan membuat garis-garis umum yang akan diikuti secara jelas oleh 
pemikiran pembaca. Selain itu dalam mengungkapkan hasil penelitiannya secara 
kronologis dan sistematis dengan bahasa ilmiah yang mudah dipahami. Dalam 
proses historiografi ini diperlukan imajinasi dari penulis agar fakta-fakta yang 
diperoleh dapat dirangkaikan menjadi sebuah kisah yang menarik untuk dibaca. 
Dalam penelitian yang berjudul ” Kebijakan Ekonomi Mangkunegaran (Studi 
tentang Kebijakan Ekonomi Mangkunegara V dalam Memperbaiki Krisis 
Ekonomi Tahun 1884)”, diusahakan menghasilkan suatu cerita sejarah yang dapat 



















































A. Keadaan Ekonomi Mangkunegaran Masa Mangkunegara IV sampai 
Terjadinya Krisis Ekonomi Tahun 1884 
 
1. Pembangunan Ekonomi Masa Mangkunegara IV 
Daerah Mangkunegaran terletak di tanah swapraja (vorstenlanden) yang 
terletak di wilayah Jawa Tengah bagian timur. Vorstenlanden merupakan 
kekuasaan di wilayah kerajaan meliputi Kasultanan Yogyakarta, Kasunanan 
Surakarta, Mangkunegaran beserta Pakualaman yang diperintah oleh raja masing-
masing secara langsung, sedangkan kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda 
bersifat tidak langsung (H.C Ricklefs, 2005 : 191). Wilayah Mangkunegaran 
meliputi lereng barat dan selatan Gunung Lawu yang meluas sampai daerah hulu 
Sungai Bengawan Solo, yang terus menuju daerah Gunung Kidul (Metz, 1986: 
14). Di tanah-tanah kerajaan ini para raja memiliki otonomi (zelfbestuur atau 
pemerintahan sendiri) di bawah kedaulatan pemerintahan Hindia Belanda, 
sedangkan di luar daerah vorstenlanden rakyat langsung diperintah oleh 
pemerintah Hindia Belanda (Rouffaer, 1983: 2). 
Keberadaan Mangkunegaran tidak lepas dari Kasunanan Surakarta, karena 
semula daerah wilayah kedua keprajan tersebut adalah satu, yaitu Kasunanan 
Surakarta. Berdirinya pura atau Praja Mangkunegaran bermula dari perjuangan 
Raden Mas Said yang ingin bebas, mempunyai keprajan dan diaturnya sendiri. 
Berbekal dari pembagian tanah daerah Kasunanan Surakarta yang diterimanya 
pada tahun 1757 seluas 4000 karya ( S. Ilmi Albiladiyah, 2009 : 820). 
Sebagai unit wilayah, Mangkunegaran terdiri dari kota praja dan daerah di 
luarnya yang sebagian besar terdiri dari pedesaan. Kota praja merupakan pusat 
pemerintahan. Lokasi kota praja berada di jantung Kota Surakarta bagian utara, di 
sebelah utara dari Kasunanan. Kota praja ini meliputi 1/5 dari keseluruhan kota 
Surakarta. Pedesaan Mangkunegaran sebagian besar berlokasi di selatan kota 
Surakarta, yakni di wilayah yang kemudian menjadi wilayah Kabupaten Wanagiri 
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yang kemudian masuk dalam wilayah Kabupaten Karanganyar (Wasino, 2008 : 
12).  
Secara ekologi budaya, orang gunung yang berada di pedesaan sebelah 
selatan praja yaitu di Kabupaten Wanagiri berbeda dengan orang di dataran 
rendah. Pada masyarakat di dataran rendah yang umumnya hidup dalam ekologi 
persawahan ini berlaku sistem pengaturan air bersifat terpusat yang disebut 
Wittfogel sebagai hydraulic society. Di wilayah Mangkunegaran juga berlaku pola 
budaya seperti ini. Hal ini terlihat dari tradisi lisan yang berkembang di daerah 
Wanagiri yang menyebut orang pegunungan itu sebagai adoh ratu cedak watu 
(jauh dari raja dekat dengan batu atau gunung). Mereka dianggap lebih rendah 
dalam hal kebudayaannya dibandingkan dengan penduduk di dataran rendah 
sekitar kota Praja Mangkunegaran (Wasino, 2008 : 17). 
Perjanjian Giyanti tahun 1755 telah menghasilkan keputusan untuk 
membagi Kerajaan Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan 
Yogyakarta oleh Belanda. Daerah Vorstenlanden  mempunyai status khusus, 
walaupun agak mendua, sebab dua karisidenan ini terdiri dari dua kerajaan 
swapraja. Karisidenan Surakarta dibagi dalam dua wilayah yang hampir sama 
besarnya. Luas wilayah Mangkunegaran hampir sama dengan luas wilayah 
Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta. Luas wilayah Mangkunegaran 
memang lebih kecil jika dibandingkan dengan luas wilayah Kasultanan dan 
Kasunanan, tetapi jauh lebih luas dibanding Pakualaman. Perbandingan luas 
wilayah dari keempat kerajaan yang ada di vorstenlanden ini adalah sebagai 
berikut:  
 
Tabel  1. Perbandingan Luas Kerajaan di Wilayah Vorstenlanden 
Tahun 1873 
Daerah Luas Wilayah (km
2
) 
Pulau Jawa 126.803,00 
Kasunanan     3.237,50 
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Mangkunegaran     2.815,14 
Pakualaman        122,50 
Sumber: Metz. 1986. Mangkunegaran Analisis Sebuah Kerajaan Jawa. 
Surakarta: Reksopustaka Mangkunegaran, hal: 15 
 
Wilayah Mangkunegaran telah mengalami beberapa kali perubahan. Pada 
tahun 1757, ketika Praja Mangkunegaran berdiri, luas wilayahnya hanya sekitar 
4.000 karya atau 979,5 jung atau 2.800 hektar. Wilayah awal dari Praja 
Mangkunegaran ini di dalam khasanah Mangkunegaran disebut sebagai Desa 
Babok yang meliputi wilayah Keduwang, Laroh, Matesih, Wiraka, Haribaya, 
Hanggabayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang, Mataram, dan Kedu. Pada masa 
pemerintahan Mangkunegara II tahun 1813, Praja Mangkunegaran memperoleh 
tambahan wilayah dari Raffles seluas 240 jung atau 1000 karya, sehingga luas 
wilayahnya menjadi sekitar 5.000 karya atau 3.500 hektar. Wilayah tambahan ini 
terpencar di sejumlah tempat, yaitu di Keduwang (72 jung), Sembuyan (12 jung), 
Sukawati bagian timur (95,5 jung), Sukawati bagian barat (18,5 jung), dan daerah 
lereng Gunung Merapi bagian timur (29,5 jung). Tambahan tanah itu sebagai 
hadiah karena jasa Mangkunegara II yang mengirimkan prajuritnya membantu 
Inggris dalam konflik melawan Sultan Sepuh di Yogyakarta dan Susuhunan 
Pakubuwana IV. Batas-batas wilayah Mangkunegaran ketika itu memang kurang 
jelas. Keadaan ini menjadi salah satu penyebab sering terjadinya persengketaan 
tanah di Surakarta, termasuk perang antar desa di wilayah perbatasan. 
Penambahan kedua terjadi pada tahun 1830, masih dalam masa 
pemerintahan Mangkunegara II. Ketika itu wilayah Mangkunegaran bertambah 
luasnya 120 jung atau 500 karya lagi, sehingga luas wilayah secara keseluruhan 
menjadi sekitar 5.500 karya atau 3.850 hektar. Tambahan wilayah kedua ini 
terletak di Sukawati bagian utara. Penambahan ini sebagai hadiah atas jasa 
Mangkunegara II mengirimkan prajuritnya membantu Belanda dalam menumpas 
perlawanan Diponegoro (Wasino, 2008 : 14). 
Jung merupakan satuan ukuran tanah apanage yang terdiri dari 4 cacah. 1 
jung = 28.386 m
2
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jumlah orang atau jumlah sikep yang kemudian berarti satuan tanah dan satuan 
pajak. Karya atau cacah merujuk pada jumlah sikep (kuli) yang terlibat dalam 
pengelolaan lahan dari pemilik atau penguasa sawah dan pekarangan dalam 
wilayah tertentu. Jika dihitung dari luas tanah maka, 1 karya = 7.096,5 m
2 
= 1 bau 
= ¾ hektar atau 1 karya =  ¼ jung (Suhartono, 1991 : 210). 
Berbeda dengan tanah-tanah babok yang umumnya tanahnya kurang 
subur, tanah-tanah tambahan ini terdiri dari tanah-tanah yang subur di lembah 
Bengawan Sala. Tanah wilayah Mangkunegaran terdiri dari dataran tinggi, 
pegunungan dan dataran rendah. Dataran tinggi atau pegunungan yaitu karena 
adanya Pegunungan Sewu di selatan, dan Gunung Lawu di sebelah timur. Dari 
kedua tempat tersebut mengalir sungai-sungai yang sangat bermanfaat bagi 
kehidupan pertanian. Dari Gunung lawu memunculkan aliran Kali Samin, 
Wingko, Jenes dan Colo, sedangkan dari Pegunungan Sewu memunculkan aliran 
Sungai Bengawan Solo. Daerah-daerah yang termasuk dataran tinggi yaitu 
Wonogiri, sedangkan sebelah barat gunung Lawu yaitu Karangpandan, Jumapolo. 
Daerah dataran tinggi tersebut cocok untuk tanaman kopi. Adapun di bagian barat 
yaitu Malangjiwan, Kartasura, Karanganyar merupakan dataran rendah yang 
bagus karena pengaruh adanya Gunung Merapi yang mendatangkan kesuburan 
tanah di sekitarnya, karena kandungan haranya tinggi. Daerah Mangkunegaran 
yang subur tersebut terletak di bagian tengah. Daerah itu cocok untuk tanaman 
tebu yang berada di dekat wilayah ibukota. Dibandingkan dengan keseluruhan 
tanah Mangkunegaran, luas tanah yang subur itu tergolong sempit. Namun daerah 
subur tersebut kelak di kemudian hari dimanfaatkan sebagai perkebunan tebu 
untuk industri gula, yang sangat bermanfaat sebagai penyangga ekonomi keprajan 
(Mawardi & Yuliani SW, 1993 : 12). 
Wilayah yang berbatasan dengan lereng Gunung Lawu ini meliputi Distrik 
Karang Pandan, Kabupaten Karang Anyar. Pegunungan Kapur selatan meliputi 
hampir seluruh Kabupaten Wanagiri dan Kecamatan Jumapala. Pegunungan 
Kapur merupakan wilayah hutan belantara yang menjadi sumber mata air 
Bengawan Sala. Dataran rendah Sala menjadi pusat pemukiman penduduk 
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lereng sebelah barat Gunung Lawu umumnya daerah yang subur. Di sana tumbuh 
hutan tropis yang lebat. Penduduknya hidup dari bercocok tanam padi dan 
palawija. Wilayah yang terletak di Pegunungan Kapur selatan umunya terdiri dari 
formasi bracie dan batu kapur dengan sedikit mengandung mergel atau campuran 
tanah liat dan kapur. Akibatnya wilayah seluas 15.000 hektar di dataran 
Sembuyan dan Baturetna ini kurang baik untuk lahan pertanian (Wasino, 2008 : 
16). 
Lingkungan pegunungan berbeda dengan lingkungan dataran rendah. Di 
pegunungan kondisi tanahnya berkontur tidak rata, sehingga persediaan air tidak 
sebesar di dataran rendah. Di wilayah ini penduduknya bermata pencaharian 
sebagai petani lahan kering atau tegalan. Tanaman yang ditanam lebih banyak 
oleh rakyat kebanyakan adalah tanaman tahunan, seperti kelapa, melinjo, dan 
tanaman palawija seperti ketela pohon dan kedelai. Jenis padi-padian hanya 
ditanam dalam bentuk gaga, jika sawah yang tidak terairi secara baik seperti 
halnya sawah di dataran rendah atau lembah. Tanaman perkebunan yang cocok 
adalah tanaman kopi yang sudah mulai ditanam pada tahun 1840-an.  
Menurut (Rouffaer 1983:10), wilayah swapraja Mangkunegaran 
mencakup beberapa daerah. Daftar berikut merupakan tempat serta luas daerah-
daerah Sunan yang diserahkan kepada Mangkunegara I atau Raden Mas Said. 
Tabel 2. Wilayah yang diserahkan Sunan kepada Mangkunegara I 




























































































Kartasura – Surakarta 
Pajang, sebelah utara 
jalan pos :  












Sumber : AK. Pringgodigdo. 1938 . Lahir serta timbulnya Kerajaan 
Mangkunegaran. Surakarta: Reksopustaka Mangkunegaran, hal: 10 
 
Secara admninstrasi, Praja Mangkunegaran bukan sebuah kerajaan, namun 
juga bukan sebuah kabupaten. Mangkunegaran bisa dikatakan sebagai sebuah 
kerajaan kecil atau kabupaten yang besar. Nama-nama tempat sebagaimana 
tersebut dalam Perjanjian Salatiga di atas, pada akhir abad XIX dan awal abad XX 
sudah mengalami perubahan nama seiring dengan perubahan-perubahan 
administrasi. Nama-nama tempat itu pada awal abad XX dapat dididentifikasi 
sebagai berikut : Kaduwang, meliputi Distrik Jatisrana dan Onderdistrict 
Ngadiraja-Girimarta, Laroh merupakan wilayah dari Onderdistrict Nambangan 
dan Wanagiri, Haribaya, Kepuh (Wanagiri), Wiraka adalah wilayah Tirtamaya, 
Hanggabayan adalah wilayah Jatipura dan Jumapala, serta Sembuyan merupakan 
wilayah Baturetna, Matesih merupakan wilayah di sebelah barat lereng Gunung 
Lawu, yang pada awal abad XX termasuk dalam Kabupaten Anom 
(Onderregentschap) Karanganyar (Wasino, 2008 : 14). 
Perubahan nama terjadi pada tahun 1875. Ketika itu Kadipaten Anom 
Malang Jiwan dihapuskan dan kemudian dimasukkan dalam Kadipaten Anom 
Kota Mangkunegaran. Selain itu dibentuk Kadipaten Anom baru, yakni Kadipaten 
Anom Baturetna yang wilayahnya meliputi daerah Wiraka dan Sembuyan atau 
Wanagiri bagian selatan.  
Penguasa pertama Mangkunegaran yaitu Raden Mas Said, yang 
selanjutnya bernama Pangeran Suryakusuma, kemudian bergelar Kanjeng Gusti 
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Setelah Mangkunegara I wafat, pengganti pemimpin Praja Mangkunegaran tidak 
otomatis menyandang gelar Mangkunegara, namun baru dapat dipakai setelah 
berusia 40 tahun. Tahapan nama yang harus disandang yaitu pemakaian gelar : 
Kanjeng Pangeran Arya Prangwedana – Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya 
Prabu Prangwedana - Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkunegara (S. Ilmi 
Albiladiyah, 2009 : 821). 
Mangkunegara I mendapat gelar sebagai ” stichter” atau pembentuk Praja 
Mangkunegaran yang memerintah hampir selama 40 tahun. Penggantinya adalah 
Mangkunegara II yang mulai meluaskan daerah Mangkunegaran. Ketika beliau 
wafat, batas-batas praja sebagian besar telah diatur dengan jelas. Mangkunegara II 
kemudian digantikan oleh Mangkunegara III dan wafat pada tanggal 6 Januari 
1853. Pemerintahan digantikan oleh Mangkunegara IV yaitu keponakan dan 
sekaligus menjadi menantu Mangkunegara III. Mangkunegara IV inilah pelopor 
perusahaan-perusahaan pertanian dan perusahaan-perusahaan lainnya milik Praja 
Mangkunegaran (A.K Pringgodigdo, 1938 : 21). 
Mangkunegara IV mulai memerintah pada tanggal 25 Maret 1853, ketika 
ia berusia 43 tahun. Mangkunegara IV dilahirkan pada tanggal 3 Maret 1818 
sebagai putera Pangeran Hadiwijoyo I, yang menikah dengan putri Mangkunegara 
II. Pada tahun 1850, ia dijadikan Pangeran, dan pada tanggal 16 September 1857 
ia dijadikan Prangwedono. Sebelum menjadi Prangwedono, Mangkunegara IV 
bernama Raden Mas Gondokusumo. Ia mempunyai bakat organisasi yang baik, 
banyak tindakan yang telah dipikirkan di bidang pertanian, perdagangan dan 
industri. Hal ini membuktikan usahanya untuk memajukan kemakmuran 
rakyatnya (S. Manfeld, 1986: 24). 
Pada masa pemerintahan Mangkunegara IV di wilayah Mangkunegaran 
terdapat empat Kadipaten Anom yakni ibu kota Mangkunegaran yang terdiri dari 
922 desa atau kampung. Karang Anyar terdiri dari 632 desa atau kampung, 
Wanagiri terdiri dari 680 desa atau kampung dan Baturetna terdiri dari 295 desa 
atau kampung.  
Sistem tanam paksa memang tidak berlaku di wilayah kerajaan Surakarta 
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penguasa Mangkunegaran yang baru, Mangkunegara IV, yang memerintah selama 
periode 1853-1881. Tidak lama setelah dinobatkan, Mangkunegara IV mulai 
merintis jalan untuk membangun perekonomian kerajaan berdasarkan sistem 
ekonomi perkebunan (S. Margana, 1997 : 73). 
Pada awal pemerintahan Mangkunegara IV di tahun 1853, tanah yang 
dikuasai secara langsung oleh raja (bumi daleman) seluas 3.095 karya. Penduduk 
yang mendiami tanah-tanah daleman tidak memiliki hak milik atas tanah sama 
sekali. Penduduk yang menempati tanah di wilayah Mangkunegaran dikenakan 
beberapa kewajiban. Salah satu kewajiban petani adalah membayar pajak atas 
tanah yang dikerjakan. Tiap satu bahu (karya) dari tiap lima bahu tanah yang 
dikerjakan oleh petani dibebaskan dari pajak karena menjadi tanah-tanah jabatan 
atau lungguh bagi bekel. Empat bahu lainnya boleh dikerjakan oleh rakyat. Tiap 
kepala keluarga mengerjakan satu bahu tanah garapan. Sebagian hasil dari tanah 
garapan harus diserahkan kepada raja melalui bekel. Hasil bumi yang diserahkan 
ini berfungi sebagi pajak. Jika tanah yang dikerjakan ini tanah sawah yang baik 
atau sawah irigasi, seperdua harus diserahkan kepada raja. Kewajiban kedua 
adalah penyerahan tambahan dengan nama taker turun, raja pundut, atau uba 
rampe yang dapat dianggap sebagai tambahan dari pajak. Selain kewajiban 
kepada penguasa petani juga dikenakan kewajiban pada desanya yang terdiri dari 
tugas biasa dan luar biasa. Tugas biasa berbentuk kegiatan memlihara jalan-jalan 
desa, bendungan, jembatan, dan kegiatan ronda. Tugas luar biasa yaitu 
menjalankan kegiatan gugur gunung ketika terjadi malapetaka seperti banjir, 
tanah longsor dan angin rebut. Tugas-tugas tersebut tidak mendapat upah, tetapi 
sebagai pengganti atas tanah yang ditempatinya (Wasino, 2008 : 24). 
Pada era Mangkunegara I, Mangkunegara II, dan Mangkunegara III, 
kadipaten Mangkunegaran telah mencapai pemusatan dan pengukuhan, terutama 
di bidang perkembangan hukum, perluasan daerah wilayah, dan penyusunan 
pemerintahan. Pada era Mangkunegara IV, ada usaha penyempurnaan, karena 
pada era itu ada usaha penggalian-penggalian sarana ekonomi dalam usaha 
membawa Mangkunegaran untuk makin kokoh. Titik awal pemerintahan 
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muncul perusahaan-perusahaan Mangkunegaran. Perusahaan-perusahaan itulah 
yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap keuangan raja, dan juga 
keuangan pemerintah Mangkunegaran, sehingga Mangkunegaran mampu 
menyejajarkan diri dengan raja-raja besar yang ada di Jawa (W.E Siswokarto, 
2006: 152). 
Untuk pembangunan ekonomi, Mangkunegara IV mempelajari sistem 
agraria dalam wilayah Mangkunegara terutama tentang syarat-syarat pemilikan 
tanah. Pertama tentang hukum hak yang menegaskan bahwa raja mempunyai hak 
mutlak atas tanah. Mangkunegara IV berusaha keras agar para abdi dalemnya 
sendiri langsung terkait dalam eksploitasi kekayaan alam dari tanah. Ia selain 
berusaha agar tanah tidak disewakan kepada orang-orang yang bukan orang Jawa, 
juga hendak menarik kembali semua lungguh, agar semua tanah lungguh langsung 
dikuasainya, sehingga dapat menanam kopi secara besar-besaran (S. Mansfeld, 
1986 : 25). 
Dalam suratnya kepada residen Buschkens, awal November 1857, 
Mangkunegara IV memutuskan untuk tidak lagi memperpanjang kontrak sewa 
tanah apanage milik keluarga Mangkunegaran. Selanjutnya tanah-tanah itu akan 
dikelola sendiri untuk perkebunan kerajaan. Banyak spekulasi dan reaksi muncul 
terutama dari kalangan penyewa tanah Eropa. Menurut S. Margana yang dikutip 
dari Mansfeld dan Pringgodigdo, mengatakan bahwa gagasan itu memang muncul 
dari otak brilian Mangkunegara IV sendiri dan bukan pengaruh dari siapapun. 
Untuk mendukung gagasannya itu dalam surat Mangkunegara IV tertanggal 28 
Maret 1871 kepada Residen, sistem apanage telah ditinggalkan dan sebagai 
gantinya para keluarga diberi gaji atau tunjangan berupa uang. Sebagaimana 
dikutip oleh S. Mansfeld (1986:28), Mangkunegara IV menyatakan :  
“…..tanah-tanah itu akan saya gunakan untuk industri agar hasilnya lebih 
banyak, sehingga bermanfaat bagi seluruh rakyat Mangkunegaran, sebab 
pajak tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan Mangkunegaran”. 
 
a. Realisasi Penarikan Kembali Tanah Apanage 
Sebelum Mangkunegara IV berkuasa, sebagian tanah milik Praja 
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tanah gaji. Tanah ini dikenal sebagai tanah lungguh atau apanage (Wasino, 2005 : 
32). Usaha Mangkunegara IV untuk mengakhiri persewaan tanah mengalami 
kegagalan karena Pemerintah Kolonial untuk kesekian kalinya mengurungkan 
niatnya untuk mengakhiri persewaan tanah pada tahun 1860. Bahkan sebaliknya, 
Pemerintah Kolonial memberikan ijin bagi para penyewa untuk memperpanjang 
kontrak-kontrak sewa tanah yang semestinya berakhir pada tahun 1860 itu. 
Mangkunegara IV kemudian menempuh alternatif lain agar ia dapat mewujudkan 
niatnya untuk memperluas pembudidayaan kopi. Alternatif yang ditempuh 
Mangkunegara IV adalah dengan menarik kembali tanah lungguh yang masih 
berada di tangan para patuh. Karena tanah apanage merupakan sarana penopang 
kehidupan para abdi dalem dan keluarga kerajaan, maka sebagai gantinya mereka 
akan diberi gaji atau tunjangan berupa uang yang akan diberikan setiap bulan (S. 
Margana, 1997 : 80). 
Setelah merasa cukup dana, pada tahun 1862 Mangkunegara IV mulai 
menarik kembali tanah-tanah apanage. Gagasan ini didukung oleh Residen 
Surakarta Nieuwenhuyzen. Adapun kesulitan yang dihadapi adalah penetapan 
besarnya uang ganti rugi kepada yang berhak. Karena sekalipun tanah-tanah itu 
diberi ukuran jung yang sama, akan tetapi ternyata hasil perhitungan ganti ruginya 
tidak sama besarnya. Sebagai dasar untuk memberikan ganti rugi, ditetapkan 
perhitungan hasil jung sebesar f.120 (seratus dua puluh gulden) tiap tahun. 
Adapaun syaratnya adalah selama masih digunakan oleh raja, raja dapat berbuat 
dan bertindak mengolah tanah tersebut menurut rencananya (W.E Siswokarto, 
2006: 165). 
Untuk mengawasi dan menjaga tanah-tanah yang telah ditarik dan 
dikerjakan, Mangkunegara IV mengerjakan pegawai dan prajurit dengan gaji 
bulanan yaitu f.10 tiap jung sebulannya. Khusus keluarga raja, memperoleh 
keuntungan tiap tahun. Mangkunegara IV menarik tanah apanage dengan cara 
membeli dari patuh yang bersangkutan. Uang pembelian itu sebagian dibayarkan 
secara periodik setiap bulannya. Penarikan kembali ini dilakukan secara bertahap 
melalui berbagai cara sesuai dengan kondisi dan fungsionalisasi tanah apanage 
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Pertama, tanah yang masih berada di tangan para patuh yang pengelolaannya 
diserahkan kepada bekel. Kedua, tanah apanage yang memang sudah harus 
diserahkan kembali kepada kerajaan karena telah diwariskan sampai empat 
keturunan atau karena patuh nya telah meninggal. Ketiga, tanah apanage yang 
telah disewakan kepada para penyewa tanah. 
Dari catatan Residen Surakarta tertanggal 28 Maret 1871, tanah-tanah 
yang diambil kembali oleh Mangkunegara IV adalah sebagai berikut : 
 
Tabel 3. Ikhtisar Tanah-Tanah Lungguh 














Putra Mangkunegara II 
Putra Mangkunegara III 
Putra Mangkunegara IV 

















Jumlah  14 190 121.25 76.75 
Sumber: Soetomo Siswokartono, W. E. 2006. Sri Mangkunegara IV sebagai 
Penguasa dan Pujangga. Surakarta: Aneka Ilmu, hal: 166 
 
 Sementara itu, kebijakan Mangkunegara IV bagi keluarga yang tidak lagi 
menerima tanah apanage (lungguh), menerima pendapatan berupa uang atau 
tunjangan.  Mereka adalah (a) R. Ayu Mangkunegara, (b) saudara-saudaranya pria 
maupun wanita, (c) putra mahkota Arya Prabu Prangwedana dengan saudara-
saudaranya pria dan wanita, (d) dua orang putra Mangkunegara II, (e) seorang 
putra Mangkunegara I, (f) tiga orang saudara laki-laki Mangkunegara IV dan (g) 
30 orang perwira tentara Mangkunegaran (Legioen). 
 Sampai dengan tahun 1879, Mangkunegara IV telah mengeluarkan uang 
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jung tanah lungguh para sentana yang telah ditarik kembali. Mengenai jumlah 
pengeluaran itu secara terperinci dapat dilihat dalam tabel di bawah ini : 
 
Tabel 4. Pengeluaran Uang Pengganti Tanah Lungguh  
Bagi Keluarga Raja Tahun 1879 
Perincian Jumlah Orang Jumlah Uang 
Putra Mangkunegara II 
Putra Mangkunegara III 




f.  3.419,25 
f.  2.457,74 
f.  4.691,11 
Jumlah  13 f.10.568,10 
Sumber : S. Margana. 1997.Kapitalisme Pribumi dan Sistem Agraria Tradisional: 
Perkebunan Kopi di Mangkunegaran, 1853-1881. Yogyakarta: Fakultas Sastra 
dan Budaya UGM,  Hal. 84. 
 
Di samping tunjangan di atas, masih ada lagi tunjangan yang diberikan 
oleh 20 orang putra dan putri Mangkunegara II dan 11 putra dan putri 
Mangkunegara IV dari permaisuri I dan 3 orang selirnya yang juga tidak 
mendapatkan lungguh. Jumlah seluruh tunjangan mencapai f. 11.900,00 per bulan. 
Dalam daftar gaji putra dalem, yang tertulis hanya kalkulasi dari seluruh 
tunjangan, yang jumlahnya mencapai f. 2.900 per bulannya. Dapat diperkirakan 
masing-masing akan mendapat tunjangan kurang lebih f. 145,00. Sedangkan 
jumlah total tunjangan yang diberikan kepada 11 putra-putri Mangkunegara IV 
masing-masing memperoleh f. 818,18 per bulan.  
 Penghapusan tanah lungguh ini tidak hanya berpengaruh terhadap 
perkembangan ekonomi Mangkunegaran tatapi juga mempunyai pengaruh yang 
cukup besar terhadap kondisi sosial masyarakat Mangkunegaran. Menurut 
Rouffaer (1930 : 24) penghapusan sistem lungguh ini berakibat dihapuskannya 
pajak “taker turun” dan “raja pundut” yaitu pemberian rakyat kepada raja 
sewaktu ada pesta kerajaan dan pemberian upeti dihapuskan. Bagi penduduk, 
mereka merasa lebih bebas dan merasa tidak bergantung lagi pada para pembesar. 
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nadanya lebih halus, sikapnya lebih menyenangkan dan perintahnya juga tidak 
sekeras dulu. Rakyat di desa merasa hidupnya lebih tenteram (S. Manfeld, 1986 : 
33).  
b. Perusahaan-perusahaan Masa Mangkunegara IV 
1) Penanaman kopi 
Kebiasaan penanaman kopi oleh Mangkunegaran ternyata telah cukup 
lama yaitu sejak tahun 1814 di wilayah Gondosini dan Wonogiri. Penanaman 
kopi sebagai tanaman perkebunan yang dilakukan oleh Mangkunegaran 
bekerja sama dengan seorang ahli perkebunan berkebangsaan Jerman bernama 
R. Kamp yang mengkoordinasikan perkebunan, di bawah kepengurusan orang 
Eropa dan Jawa. Di dalam perkebunan mempunyai pesanggrahan, tempat 
tinggal pengurus, dan gudang. Perkebunan kopi yang terbanyak berada di 
daerah Wonogiri. Ketika Mangkunegara IV memegang pemerintahan, beliau 
segera mengadakan perluasan penanaman kopi secara besar-besaran. Caranya 
dengan memanfaatkan tanah yang dulunya berupa hutan belukar. Langkah 
awalnya adalah : (a) memanfaatkan tanah-tanah yang belum dikerjakan, (b) 
menebang hutan-hutan milik Mangkunegaran, (c) meneruskan usaha para 
pengusaha asing (Eropa), yang karena habis masa kontraknya telah 
dikembalikan (Soetomo Siswokartono, W. E. 2006 : 173). Akibat langkah 
inilah maka hasil panen kopi Mangkunegaran mengalami kenaikan seperti di 
bawah ini: 
Tabel 5. Hasil Kopi Mangkunegaran (dalam Kuintal) 
Tahun  Hasil  Tahun Hasil Tahun Hasil 
1842 2,208 1856 2,787 1871 24,210 
1843 2,775 1857 11,145 1872 29,236 
1844 2,622 1858 6,352 1873 33,543 
1845 2,033 1859 13,457 1874 43,959 
1846 2,375 1860 8,361 1875 34,203 
1847 2,075 1861 15,375 1876 32,491 
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1849 1,747 1863 10,957 1878 9,441 
    1879 34,988 
    1880 36,112 
    1881 40,575 
Rata-rata 2,169  9,811  32,925 
1842-1849  1856-1863  1871-1881  
Sumber: Soetomo Siswokartono, W. E. 2006. Sri Mangkunegara IV sebagai 
Penguasa dan Pujangga. Surakarta: Aneka Ilmu, hal: 173 
 
 Dari angka di atas terlihat betapa besar hasil tanaman kopi di era 
Mangkunegara IV. Walaupun tidak termasuk tanah-tanah yang disewakan, 
jumlahnya sudah 24,12 % hasil kopi seluruh Surakarta. Dengan melihat bahwa 
struktur organisasi penanaman kopi Mangkunegara IV melibatkan bangsa 
Eropa sebagai pegawai, maka jelas betapa jauhnya pemikiran raja ini dalam 
menata ekonomi Mangkunegaran untuk menatap masa depannya. Sampai 
tahun 1863, jumlah tanaman kopi di tanah-tanah Mangkunegaran yang tidak 
disewakan, adalah sebagai berikut:  
Tabel 6. Jumlah Tanaman Kopi di Daerah dalam 
Lingkungan Mangkunegaran tahun 1863 
Daerah Tanaman Muda Tanaman 
Berbuah 
Jumlah 
Malangjiwan 342, 487 759,798 1,082,285 
Karangpandan 345,460 1,877,500 2,222,960 
Wonogiri 330,900 2,420,058 2,750,950 
Jumlah 1,018,847 5,057,356 6,056,195 
Sumber: Soetomo Siswokartono, W. E. 2006. Sri Mangkunegara IV sebagai 
Penguasa dan Pujangga. Surakarta: Aneka Ilmu, hal: 176 
  
 Dari ketiga kabupaten tersebut, kabupaten Wonogiri mempunyai 
tanaman pohon kopi yang paling banyak. Di samping kopi, kebun-kebun 
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Berdasarkan Laporan Inspekstur 3 Juni 1880, hasil kopi 
Mangkunegaran di wilayah Afdeeling Purwantoro adalah sebagai berikut: 
 
Tabel 7. Luas Kebun Kopi di Afdeeling Purwantoro tahun 1880 
No Gudang Luas Kebun (bau) 
1. Purwantoro 235 
2. Balemasan 270 
3. Nglulin 240 
4. Ngropoh 134 
Total 879 
Sumber: Laporan Inspekstur 3 Juni 1880, Surakarta: Reksopustoko 
Mangkunegaran 
 
Selama periode antara 1871-1881, Mangkunegara IV berhasil 
menambah kas kerajaan sebesar f. 13.873.149,97 atau rata-rata f 1.261.195,45 
per tahun dari hasil produksi kopinya. Jika dilihat dari hasil produksinya, 
memang terjadi peningkatan yang sangat tajam dari sebelum dan sesudah 
penarikan tanah apanage (S. Margana, 1997: 88). 
2) Perusahaan Gula 
Selain tanaman kopi, Mangkunegara IV juga menanam tebu untuk 
industri gula. Ia ingin membangun industri gula yang mempunyai nilai jual 
tinggi dan dapat dipasarkan secara luas. Pada waktu itu tebu sudah menjadi 
tanaman industri yang diusahakan oleh orang asing, juga oleh Kasunanan 
Surakarta. Tanaman perkebunan tebu Mangkunegaran di dataran rendah, 
Malangjiwan dan Karanganyar memperoleh hasil yang tidak mengecewakan. 
Untuk memperlancar usaha tersebut, diangkatlah Raden Ranasastra yang telah 
berpengalaman mengenai perkebunan tebu di Demak. Untuk mewujudkan 
gagasannya tersebut, Mangkunegara IV merambah ke arah pembangunan 
industri hasil tanaman perkebunan, ia kemudian mendirikan pabrik gula. Pada 
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mengajukan rencana untuk mendirikan pabrik gula kepada Residen Surakarta 
Nieuwenhuysen. Tempat yang dipilih oleh Mangkunegara IV adalah Desa 
Colomadu dan peletakan batu pertama pembangunan pabrik dilakukan pada 
tanggal 8 Desember 1861 dan tahun 1862 siap dioperasikan. Pada awal 
pendiriannya pabrik itu merupakan perusahaan pribadi. Biaya yang dipakai 
sebagian besar diperoleh dari pinjaman uang, dari hasil keuntungan 
perkebunan kopi Mangkunegaran, ditambah bantuan pinjaman dari Be Biauw 
Tjwan, seorang Mayor Cina dari Semarang (Wasino, 2008 : 49).  
Berkat pengelolaan perusahaan pabrik gula yang memenuhi syarat dan 
baik, maka pada tahun pertama panen tebu tahun 1863 dapat dikatakan sangat 
memuaskan. Seluruh hasil produksinya dijual dengan perantaraan Firma 
Cores de Vrice dengan harga f. 32 per kuintal, sebagian lagi dijual di pasaran 
Singapura dengan harga f. 42 per kuintal dan dijual lagi ke Bandanaera (Pulau 
Banda) dengan harga f. 57 per kuintal (Soetomo Siswokartono, W. E. 2006 : 
178).  
Didorong oleh keberhasilan pabrik gula yang pertama, maka 
Mangkunegara IV mengambil kebijakan baru dengan mendirikan pabrik gula 
kedua yang diberi nama Tasikmadu di Desa Sandakara distrik Karanganyar. 
Peletakan batu pertamanya dilakukan pada tanggal 11 Juni 1871 dan selesai 
pada tahun 1874, ditunjuk sebagai administratornya yaitu H. Kamp. Proses 
produksi pabrik gula Tasikmadu terlaksana dengan teratur setelah ada bantuan 
modal kerja dari sebuah maskapai di Semarang, Nederlandsche Handels 
Maatschappij (NHM), yang artinya Serikat Dagang Belanda (Wasino, 2008 : 
52). Mesin pabrik gula itu dijalankan dengan tenaga air dan sebagai cadangan 
memakai tenaga uap, namun kemudian diganti dengan mesin yang lebih baik 
kualitasnya. Dari catatan yang ada, dapat diketahui adanya suatu kenaikan 
produksi pabrik gula. Dengan kenyataan itulah tidak dapat disangkal bahwa 
pendirian pabrik oleh Mangkunegara IV turut memegang peranan penting 
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3) Usaha-Usaha Pertanian, Perkebunan dan Percobaan 
Dalam menatap masa depan di bidang ekonomi, Mangkunegara IV 
ternyata tidak hanya bersandar pada hasil perkebunan kopi dan tebu, ia juga 
menggarap bidang-bidang lain yang dapat menopang tambahan penghasilan 
Mangkunegaran. Mangkunegara IV mengusahakan penggilingan padi pada 
tahun 1867 di wilayah Kemantren Gunung Kepuh.  
Pada tahun 1874, atas kebijakan Mangkunegara IV, dicoba lagi 
penanaman pohon kina yang mulai dibuka di Desa Kalisaro dan Nglurah 
Kabupaten Karanganyar pada tahun 1877. Selain pohon kina, Mangkunegara 
IV juga memperhatikan tanaman teh. Tanaman ini diusahakan di Desa 
Kalisaro dan Ngimorata pada ketinggian 1200 meter dengan luas tanaman 30 
hektar. Karena usaha penanaman teh dirasakan tidak banyak memberi 
keuntungan, maka pada tahun 1874  perkebunan teh dihapus. 
Sekalipun usaha gagal karena alasan cuaca dan ketidakcocokkan tanah, 
maka Mangkunegara IV terus melakukan berbagai usaha maupun berbagai 
percobaan. Diantaranya usaha pemeliharaan ulat sutra di desa Tawangmangu 
seluas ½ hektar. Namun setelah berjalan sekitar tiga tahun, usaha ulat sutra 
juga dihapuskan karena tidak membawa hasil yang diinginkan.  
Dengan belajar beberapa hal yang kurang menguntungkan, maka 
Mangkunegara IV mulai memperhatikan pohon nila. Tanaman nila yang 
sebagian besar diperuntukkan bagi pasaran di Nederland ditanam di daerah 
kerajaan Jawa, di atas tanah-tanah sewaan, sehingga merupakan obyek yang 
sangat menguntungkan. Dalam tahun 1880, sebenarnya Mangkunegara IV 
akan mendirikan pabrik nila, akan tetapi akhirnya tidak jadi. Mangkunegara 
IV lebih memilih mendirikan pabrik bungkil, yang mesin-mesinnya 
didatangkan dari Eropa (Soetomo Siswokartono, W. E. 2006 : 182).  
 
4) Usaha-usaha Lain 
Dengan bertambahnya pendapatan Mangkunegaran, Mangkunegara IV 
berusaha mencari sasaran di luar perusahaan agraria dan perkebunan, bahkan 
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ditempuh dalam usaha menanam modal, ia membeli beberapa bidang tanah 
dan beberapa gedung di kota Semarang, sebagai harta milik Mangkunegaran 
di luar kadipatennya.  
Adapun tanah-tanah dan gedung-gedung yang dibeli adalah sebagai 
berikut : 
a. Tanah-tanah persawahan di daerah Demak, dibeli pada tahun 1860 dari 
ahli waris R.A.A Tjitrasoma Bupati Jepara 
b. Tanah di desa Terbaya, yang kemudian dilewati saluran pengendali 
banjir untuk kota Semarang 
c. Kompleks tanah-tanah di dalam kota Semarang, termasuk tanah 
partikelir (swasta) di kawasan Pendrikan 
d. Membangun 12 gedung besar di dalam kota Semarang 
e. Membeli rumah di Kampung Setro, Semarang 
f. Pada tanggal 19 Agustus 1878 membeli gedung milik J.H Soesman di 
Semarang 
Selanjutnya dalam surat-surat Mangkunegaran, tanah-tanah persil di 
Semarang tersebut dinamakan dengan Semarangsche bezittingen. Disebutkan 
bahwa kekayaan di Semarang itu dianggap sebagai milik pribadi Mangkunegara 
IV, bukan milik keprajan. Apabila kelak terjadi kebangkrutan pada pabriknya, 
dan harta tersebut menjadi pertimbangan pertama untuk dijual guna menutup 
hutang-hutangnya, namun penggantinya menolak dan tanah tersebut tidak dijual 
(S. Ilmi Albiladiyah, 2009 : 831). 
Langkah kebijakan lain di bidang ekonomi, yang membuktikan bahwa 
betapa jauhnya visi Mangkunegara IV adalah berupa penanaman modal selain 
dalam bentuk benda, juga dalam bentuk kertas atau surat berharga. Dari catatan 
yang ada, tercatat : (a) 330 lembar saham dari Javaasche Bank, (b) 125 lembar 
saham dari Nederlandsche Handelmaatschappij, (c) penyimpanan lain (dalam 
bentuk deposito), uang Mangkunegaran, perhiasan, serta penyimpanan uang 
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Pada akhir masa hidupnya, Mangkunegara IV masih membuat rencana 
untuk mendirikan pabrik bungkil, tidak hanya produksinya saja , tetapi sampai 
pemasarannya. Mangkunegara IV juga sebagai peletak dasar dari “Fonds van 
Eigendommen van het Mangkoenagorosche Rijk” yaitu dana milik praja 
Mangkunegaran.  
Pada hari Jumat tanggal 2 September 1881 dalam usia 70 tahun, 
Mangkunegara IV wafat karena kondisi yang sedang tidak sehat. Wafatnya 
Mangkunegara IV sama sekali tidak terduga karena ia baru saja kembali dari 
pesanggrahannya di Karangpandan. Dengan wafatnya Mangkunegara IV itu, 
maka berakhirlah pemerintahannya yang sangat baik itu, dan berakhir pula masa 
kemakmuran di Praja Mangkunegaran ( S. Manfeld, 1986 : 52). 
 
2. Krisis Ekonomi Mangkunegara pada Masa Mangkunegara V 
Mangkunegara IV setelah wafat digantikan oleh puteranya yaitu Pangeran 
Adipati Ario Prabu Mangkunegara dan sejak tanggal 24 Januari 1894 bergelar 
Pangeran Adipati Ario Mangkunegara V. Ia adalah putera kedua yang lahir pada 
bulan Januari 1855 dari perkawinan Mangkunegoro IV yang kedua . Ia 
menggantikan Mangkunegara IV karena putra pertama dari perkawinan tersebut 
telah wafat yang bernama Raden Mas Subidjo. Putra pertama ini sebenarnya telah 
ditetapkan menjadi calon pengganti dengan Keputusan Pemerintah No. 42 tanggal 
6 Juli 1866 (S. Manfeld, 1986 : 54). Pangeran Prangwadono ini usianya baru 28 
tahun. Ia memerintah selama 15 tahun yaitu sejak tanggal 5 September 1881 
sampai tanggal 1 Oktober 1896. 
Sebagai pengganti ayahnya yang merupakan pimpinan handal keprajan, 
Mangkunegara V mengaguminya dan ingin meneruskan usaha-usaha dan 
kebijakan yang telah dirintis ayahnya. Dari ayahnya, Mangkunegara V mewarisi 
modal berupa uang perusahaan dan keprajan sebanyak 25 juta gulden serta 1 juta 
gulden sebagai warisan untuk permaisuri dan putra-putra. Dengan modal warisan 
tersebut Mangkunegara V mencoba meneruskan kebijakan dan usaha-usaha 
ayahandanya, yakni usaha industri gula, perkebunan, persewaan tanah, 
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tantangan zaman yang kondisi keprajan masa kepemimpinannya tidak sama jika 
dibandingkan dengan ketika ayahandanya memegang tampuk pimpinan. 
Perbedaan tersebut antara lain karena pengaruh ekonomi dunia yang melemah, 
juga faktor dalam negeri yang tidak mendukung bagi kemajuan pertanian 
perkebunan, sehingga mengakibatkan mundurnya perdagangan, perekonomian 
dan keuangan, juga pengeluaran istana yang sangat besar tidak sebanding dengan 
pemasukan (S. Ilmi Albiladiyah, 2009 : 836). 
Usaha Mangkunegaran untuk membentuk dasar-dasar ekonomi kerajaan 
mengalami goncangan yang hebat. Goncangan ini disebabkan oleh faktor luar dan 
faktor dalam. Faktor luar adalah terjadinya krisis ekonomi dunia dan hama 
penyakit tebu. Faktor dalam adalah kesalahan manajemen keuangan dari 
Mangkunegara V, pengganti Mangkunegara IV (Wasino, 2008 : 54). 
Banyak perusahaan Mangkunegaran  ditangani oleh orang-orang yang 
tidak cakap. Pada tahun 1881 warisan besar dari Mangkunegara IV yang diperoleh 
dari laba perusahaan jatuh ke tangan Mangkunegara V. Sebelum krisis laba dari 
industri gula memang bisa mencukupi anggaran Mangkunegaran, tetapi ketika 
krisis, laba dari industri gula semakin tidak dapat menutup defisit anggaran Praja 
Mangkunegaran. 
 Akibat krisis ekonomi dunia tahun 1880-an, terjadi proteksi terhadap gula 
bit di Eropa yang mengakibatkan peredaran gula dalam negeri menjadi lebih besar 
karena tidak dapat diserap dalam pasaran Eropa yang selama itu menjadi pasar 
utama produksi gula dari Jawa. Oleh karena penawaran lebih besar dari 
permintaan, maka harga gula dalam negeri menjadi lebih rendah. Ketika itu 
produsen gula mengalami kerugian karena laba dari penjualan gula tidak 
seimbang dengan biaya produksi. Selain itu di Jawa sedang terjangkit penyakit 
sereh yang melanda kebun-kebun tebu, termasuk kebun tebu Mangkunegaran, 
baik di sekitar Colomadu maupun Tasikmadu. Hama sereh dengan cepat 
menyerang dan menyebar secara luas pada tanaman tebu. Serangan hama ini 
hampir membinasakan tanaman tebu. Berbagai usaha penanggulangan telah 
dilakukan, juga penyebarannya namun upaya tersebut tidak berhasil. Kerusakan 
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pada tahun 1884 karena tidak adanya bahan baku tebu sebagai bahan utama, maka 
orang menyebutnya dengan krisis gula (S. Ilmi Albiladiyah, 2009 : 843). 
Akibat penyakit hama sereh yang menyerang tanaman tebu, maka jumlah 
tebu yang dihasilkan tiap hektar menurun drastis dan kualitas gula yang dihasilkan 
tidak baik. Harga gula turun dari 15 gulden per pikul menjadi 8 sampai 9 gulden 
per pikul, sehingga pendapatan penghasilan tiap tahun sudah berkurang satu ton 
atau 100.000 gulden. Peristiwa ini merupakan pukulan berat bagi kelangsungan 
industri gula Mangkunegaran.  Oleh karena itu, pada tahun 1884 terjadi krisis 
ekonomi bagi industri gula Mangkunegaran, sehingga sangat merugikan produksi 
gula (Wasino, 2008 : 54). 
Bagi produk-produk terpenting dari kerajaan Mangkunegaran yaitu kopi 
dan gula, maka hal lain yang menyebabkan menurunnya hasil adalah adanya hama 
daun kopi, yang sejak tahun 1878 menyerang “Java koffie / Kopi Jawa” yaitu 
suatu varietas dari “coffie Arabica” yang ditanam terbanyak pada waktu itu. Hama 
tersebut mengganas sehingga menimbulkan kerusakan-kerusakan. Jumlah 
produksi kopi daerah Mangkunegaran pada tahun-tahun jelek bisa mencapai 
80.000 sampai 90.000 pikul. Pada tahun pertama masa pemerintahan  
Mangkunegara V produksinya hanya mencapai 14.000 pikul. Karena harga satu 
pikul adalah 25 gulden, maka hasil produksi kopi sudah berkurang sebanyak 
1.650.000 gulden setiap tahunnya. Dengan kondisi yang demikian, maka 
perusahaan-perusahaan dan keadaan keuangan Mangkunegaran mengalami 
pukulan yang berat, sehingga raja melakukan penghematan-penghematan untuk 
menyeimbangkan antara pengeluaran istananya dengan jumlah penerimaan ( S. 
Manfeld, 1986 : 59). Kemunduran dari budidaya kopi Mangkunegaran dapat 
dilhat dalam daftar di bawah ini : 
Tabel 8. Kemunduran Produksi Kopi Mangkunegaran Tahun 1882-1888 
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16.888 1.340 18.228 
Sumber : A.K Pringgodigdo. 1950 . Sejarah Perusahaan-perusahaan Kerajaan 
Mangkunegaran. Surakarta: Reksopustoko, hal 60 
Pukulan ekonomi terhadap industri gula Mangkunegaran membawa 
dampak pada perekonomian Mangkunegaran yang ketika itu telah memasuki jalur 
kapitalisme industri. Goncangan terhadap kaum kapitalis dunia yang ketika itu 
berpusat di Eropa juga berpengaruh terhadap denyut nadi perekonomian Praja 
Mangkunegaran. Kerajaan yang baru mulai bangkit ini terpaksa harus mengalami 
ujian yang berat.  
Sejak krisis tahun 1884, pendapatan dari sektor industri gula menurun 
tajam, paling tidak sebesar f. 100.000 (seratus ribu gulden) setiap tahunnya. 
Meskipun penerimaan praja dari sektor ini masih bernilai sekitar 1 ¼-1 ½ ton 
emas, itu masih perhitungan kasar. Dalam sistem produksi perkebunan tebu 
Mangkunegaran tidak diperhitungkan sewa tanah karena tanah merupakan milik 
praja sendiri. Selain itu, kebanyakan tenaga kerja, terutama untuk penanaman 
tebu, tidak masuk dalam komponen pembayaran karena mereka merupakan 
pekerja wajib sebagai kompensasi atas tanah yang digarapnya. Dengan kata lain, 
keuntungan pabrik gula tidak dapat menutupi biaya produksi yang sebenarnya. 
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Tabel 9. Komoditas Hasil Perkebunan Gula Tahun 1888-1898 




























































         + 59.308 
         + 48.241 
- 10.877 
         +   4.765 
 
 









Sumber : Ilmi Albiladiyah, S. 2009.  “Krisis Ekonomi Praja Mangkunagaran 
pada Akhir Abad ke-19”. ”. Yogyakarta : Patrawidya, hal.842 
Pada zaman Mangkunegara IV, keuangan Mangkunegaran berhubungan 
erat dengan dunia usaha, Mangkunegaran mengalami konjungtur yang baik. 
Semua biaya pengeluaran dapat ditutup dengan keuntungan-keuntungan 
perusahaan. Penarikan tanah apanage, tunjangan dan gaji para pegawai telah 
memberatkan anggaran belanja kerajaan, tetapi pada zaman yang makmur tersebut 
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dibebaskan tersebut menghasilkan keuntungan yang berlipat ganda bagi 
perusahaan-perusahaan.  
Karena tingkat pengeluaran seperti pada zaman Mangkunegara IV tidak 
diturunkan anggarannya, maka ketika perusahaan mengalami masa yang sangat 
sulit, terjadilah defisit keuangan di perusahaan-perusahaan Mangkunegaran pada 
zaman pemerintahan Mangkunegara V. Praja Mangkunegaran bahkan sampai 
memiliki beban hutang, rekening-rekening dan gaji para pegawai yang tidak bisa 
dibayarkan, membuat keadaan perekonomian Mangkunegaran bertambah sulit 
setiap tahunnya (A.K Pringgodigdo, 1950 : 62). 
Kesulitan-kesulitan semakin menonjol akibat tidak adanya administrasi 
yang baik dan tidak adanya pemisahan antara keuangan raja dengan keuangan 
kerajaan dan perusahaan. Ditambah dengan tidak adanya pengawasan keuangan, 
sehingga urusan keuangan Mangkunegaran tidak dapat dikontrol secara baik. 
Faktor salah langkah dalam manajemen juga turut mengakibatkan makin 
terpuruknya industri Mangkunegaran. Pada awal pemerintahan Mangkunegara V 
keuangan keprajan peninggalan Mangkunegara IV masih cukup. Akan tetapi 
karena salah pengelolaan dan penggunaan yang kurang tepat, maka terjadi 
kekurangan di sana-sini. Apabila sebelumnya dalam mengelola pemerintahan 
keprajan raja meminta nasihat para pembantunya, namun Mangkunegara V tidak, 
sehingga saudara-saudara yang biasanya dimintai nasihat pertimbangan pemikiran 
itu merasa tidak dipakai. Pada tiap bagian bidang tidak ditangani oleh ahlinya, 
demikian pula pengawasan keuangan tidak dilakukan secara sungguh-sungguh. 
Kendali keprajan dilakukan di balik layar oleh keluarganya. Sebagai akibatnya 
pelaksanaan kebijakan tidak terarah dengan konsep keprajan yang baku seperti 
pada masa Mangkunegara IV yang tertata menurut aturan pasti. Menjelang 
terjadinya krisis ekonomi tahun 1884, Mangkunegaran melakukan perluasan 
usaha. Selain pabrik gula Colomadu dan Tasikmadu, Mangkunegara V pada tahun 
1883 membeli pabrik gula Kemiri dari pengusaha asing yang bernama d’Abo. 
Lokasi areal tebu dari pabrik gula ketiga ini tidak jauh dari pabrik gula Tasikmadu 
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Sebelum krisis ekonomi tahun 1880, perkebunan tebu Kemiri menggiling 
tebu sendiri di pabrik gula Kemiri. Akan tetapi, setelah krisis tersebut proses 
produksi di pabrik gula itu dihentikan. Ketika perkebunan tebu Kemiri dibeli oleh 
pihak Mangkunegaran pada tahun 1883, pengolahan tebunya dijadikan satu 
dengan pabrik gula Tasikmadu, sekalipun biaya angkut tebu lebih mahal karena 
untuk mengangkut tebu dari daerah Kemiri menuju pabrik gula Tasikmadu harus 
dilakukan secara berkali-kali dengan menggunakan cikar dan lori. Namun 
demikian, secara ekonomi dipandang oleh pihak manajemen pabrik gula 
Tasikmadu cara itu lebih menguntungkan. 
Kebijakan produksi tebu untuk lahan Kemiri berubah ketika jabatan 
superitenden perusahaan-perusahaan Mangkunegaran dijabat oleh Roosemier. 
Dengan alasan susahnya transportasi dari wilayah kebun tebu Kemiri menuju 
pabrik gula Tasikmadu, ia memaksakan agar pabrik gula Kemiri atau Madu 
Rengga memproduksi tebunya sendiri dengan perhitungan biaya produksi lebih 
rendah. Meskipun dengan keterbatasan peralatan produksi, akhirnya pabrik kecil 
ini menggiling tebunya pada tahun 1884/1885 sebanyak 5.000 pikul tebu atau 
3.000 kuintal yang berasal dari 28 bahu atau 20 hektar tebu tanaman sendiri dan 
70 bahu atau 50 hektar tebu yang ditanam oleh para penyewa tanah di sekitarnya 
atau bekel.  
Pada tahun 1886 pihak manajemen baru menyadari bahwa penggilingan 
tebu seperti itu tidak efisien. Banyak uang yang dibuang percuma untuk keperluan 
yang tidak produktif, terutama untuk biaya administratif yang terkait dengan 
pabrik gula. Untuk itu pemrosesan produksi tebu yang beberapa tahun sebelumnya 
dilakukan di pabrik kecil ini digabungkan kembali dengan pabrik gula Tasikmadu, 
sesuai dengan rencana semula. Selain pengeluaran untuk biaya produksi, pabrik 
juga masih harus menanggung beban untuk keperluan praja. Salah satu anggaran 
terbesar di luar proses produksi adalah gaji para pangeran dan pemegang apanage 
lainnya yang telah dicabut tanah apanagenya. 
Selain itu, anggaran raja dan keluarganya sebagian juga dibebankan pada 
pabrik gula. Beban pabrik gula menjadi semakin berat karena masih 













































commit to user 
79 
 
Banyak keluarga istana yang berperan penting dalam setiap kebijakan yang 
diambil oleh Mangkunegara V. Menurut S. Manfelds (1986 : 56), banyak pejabat 
yang pada masa Mangkunegara IV terdesak kedudukannya, pada masa 
Mangkunegara V justru tampil dan menduduki jabatan yang tinggi. Pertama ibu 
Mangkunegara V sendiri, istri kedua dari Mangkunegara IV yang memegang 
kendali pemerintahan, berpengalaman saat mendampingi Mangkunegara IV. 
Dalam hal itu, ibunya dibantu oleh Patih Dalem Raden Tumenggung Joyosaroso 
yang selain pandai dan rajin, tetapi juga bersifat curang dan kikir. Secara diam-
diam ia memakai uang sewa tanah untuk keperluannya, namun ia sanggup 
mengganti dengan gajinya yang berbulan-bulan belum dibayar. Atas desakan 
Residen, Prangwedana pada tahun 1888 mengangkat patih baru yaitu RMTH 
Subrata menggantikan patih lama R.T Joyosaroso yang kemudian dibuang ke 
Padang. Selain itu, keluarga raja berlomba-lomba untuk mencari keuntungan bagi 
diri sendiri dengan cara seolah-olah berjasa bagi praja yaitu Pangeran 
Suryodiningrat putra Mangkunegara III dari selir, pangeran Ario Gondosiwoyo, 
pangeran Ario Hadiwijoyo, Pangeran Ario Gondoseputro dan saudara-saudara 
sepupu dari raja.  
Sikap Mangkunegara V yang terlalu baik, sehingga tidak kuasa menolak 
keinginan saudara-saudara atau keluarganya. Demikian pula apabila ada orang 
yang datang meminta bantuan sumbangan, selalu dipenuhinya. Disamping itu, 
Mangkunegara V juga berpikir sangat sederhana dan apa adanya sehingga 
memberi kesan lemah. Mangkunegara V hanya berpikir bahwa peninggalan 
ayahandanya harus dilestarikan, hal itu karena kekaguman yang kuat terhadap 
ayahandanya. Namun disayangkan bahwa usaha pelestarian tersebut tanpa disertai 
dengan tindakan yang tepat, sehingga apabila ada usulan atau masukan demi 
kemajuan selalu ditolaknya, karena ingin melestarikan hal yang sudah ada (S. Ilmi 
Albiladiyah, 2009 : 840). 
Dalam hidupnya, Mangkunegara V mempunyai kesenangan antara lain 
berburu binatang sampai berhari-hari di hutan Sel Kethu. Kesenangan lainnya 
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kadang didatangkan dari mancanegara. Pola hidup senang mewah dan hedonis 
Mangkunegara V tersebut menyebabkan terjadinya pemborosan keuangan.  
Dari berbagai faktor di atas, baik faktor dari dalam maupun faktor dari luar 
menyebabkan semakin terpuruknya kondisi keuangan Praja Mangkunegaran 
dibawah pemerintahan Mangkunegara V. Untuk memperkecil pengeluaran dan 
untuk menutup defisit anggaran keuangan maka Mangkunegara V mengusahakan 
berbagai kebijakan yang akan dibahas dalam bab selanjutnya. 
 
B. Kebijakan Mangkunegara V dalam Memperbaiki Krisis ekonomi 
Mangkunegaran 
 
1. Kebijakan-kebijakan dalam Bidang Perkebunan 
 
a. Mendirikan Pabrik Bungkil “Polokarto” 
Krisis ekonomi yang merambah ke bidang keuangan Mangkunegaran, 
menjadikan keprajan semakin terpuruk, disamping pengeluaran yang besar. 
Mangkunegara V sebagai raja menuruti orang-orang disekelilingnya yang tidak 
serius membantunya, termasuk J.B Vogel sebagai inspektur budidaya kopi 
Mangkunegaran yang membuat kekeliruan dalam menafsir hasil kopi terlalu 
berlebihan. Dari tafsiran hasil kopi yang keliru tersebut, maka pemasukannya 
ternyata tidak dapat mencukupi keperluan keprajan. Ketika budidaya gula dan 
kopi sudah begitu jelek keadaannya maka raja berusaha mencari jalan keluar lain 
untuk menambah penghasilannya dengan menerapkan berbagai kebijakan antara 
lain meneruskan rencana ayahnya, Mangkunegara IV untuk mendirikan pabrik 
bungkil Polokarto, membeli pabrik gula Kemirie, budidaya tembakau dan mencari 
bantuan keuangan (S. Ilmi Albiladiyah, 2009 : 845).  
Untuk menambah penghasilan Praja Mangkunegaran, Mangkunegara V 
membuat kebijakan yaitu meneruskan rencana lama dari Mangkunegara IV untuk 
mendirikan sebuah pabrik bungkil, semacam bahan makanan tradisional Jawa. 
Gagasan tersebut sebenarnya baik, tetapi karena zaman telah berubah dan keadaan 
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untuk melakukan usaha seperti pada masa Mangkunegara IV. Untuk keperluan 
tersebut, dipilih tanah seluas 500 hektar di desa Darkranagale (Kecamatan 
Jatipuro). Tanah ini adalah tanah perusahaan swasta dari Karangale di wilayah 
Hanggobayan yang pada tahun 1879 dikembalikan kepada kerajaan 
Mangkunegaran. Pada tahun 1882 dilakukan upacara peletakan batu pertama oleh 
Residen Mr. W.A Matthes. Pabrik Mangkunegaran ketiga ini diberi nama 
“Polokarto”. Dalam kurun waktu enam tahun pertama dari keberadaan pabrik ini 
diperoleh keuntungan sebanyak f.15.000. tetapi keuntungan ini tidak dapat 
dikatakan banyak apabila diingat bahwa perhitungan keuntungan ini tidak 
termasuk perhitungan sewa tanahnya (A.K Pringgodigdo, 1950 : 3). 
 
b. Membeli Pabrik Gula Kemirie 
Selain mendirikan pabrik bungkil “Polokarto”, Mangkunegara V juga 
membeli pabrik gula kecil Madurenggo atau Kemirie pada tahun 1883 dari 
pengusaha asing yang bernama d’Abo. Lokasi areal tebu dari pabrik gula ketiga 
ini tidak jauh dari pabrik gula Tasikmadu. Harga pabrik ini sudah mencakup 
tanaman tebu yaitu dengan penghasilan dari produknya dan kemudian 
menggabungkan arealnya pada areal pabrik gula Tasikmadu yang yang terletak 
didekatnya. Karena berbagai keadaan maka penggabungan areal pabrik gula 
Kemirie dengan pabrik gula Tasikmadu tidak dapat dilaksanakan dengan cepat 
seperti yang direncanakan semula, yang disebabkan oleh faktor susahnya 
transportasi dari wilayah kebun tebu Kemiri menuju pabrik gula Tasikmadu, 
pengeluaran untuk biaya produksi menjadi lebih besar dan pabrik gula juga masih 
harus menanggung beban untuk keperluan praja. Salah satu anggaran terbesar di 
luar proses produksi adalah gaji para pangeran dan pemegang apanage lainnya 
yang telah dicabut tanah apanage-nya (Wasino, 2008 : 56).    
Untuk sementara waktu pabrik gula Kemirie masih memproduksi dan 
dalam musim giling pada tahun 1884 dan 1885 telah panen sebanyak 5.000 pikul 
(3000 kuintal), yang berasal dari 28 bau (20 hektar) tanaman sendiri dan 70 bau 
(50 hektar) dari tanaman para bekel dan para penyewa tanah di sekitarnya. Pada 













































commit to user 
82 
 
tidak efisien. Banyak uang yang dibuang percuma untuk keperluan yang tidak 
produktif, terutama untuk biaya administratif yang terkait dengan pabrik gula. 
Untuk itu pemrosesan produksi tebu yang beberapa tahun sebelumnya dilakukan 
di pabrik kecil ini digabungkan kembali dengan pabrik gula Tasikmadu, sesuai 
dengan rencana semula, sehingga  pabrik ini pada akhirnya ditutup.  
 
c. Budidaya Tembakau 
Kebijakan Mangkunegara V yang lain untuk menambah penghasilan 
adalah budidaya tembakau. Karena tertarik pada harga tinggi yang dicapai di 
Eropa untuk beberapa jenis tembakau, maka budidaya tembakau akan diusahakan 
lagi. Untuk itu digunakan tenaga kerja dari Jatisrono (daerah Keduwang) yang 
dahulu bekerja pada perkebunan tembakau. Panen tembakau pertama kalinya 
berkualitas jelek dari tanah seluas 18 hektar. Walaupun panen tembakau yang 
pertama gagal dengan kualitas rendah, Mangkunegara V tidak gentar dan 
melanjutkan usahanya tersebut. Pada tahun 1887 tanamannya diperluas lagi 
sampai 150 hektar dan diikutsertakan rakyat Ngadirejo. Perusahaan tembakau ini 
dikelola oleh J.B Vogel, bekas inspektur budidaya kopi yang juga salah satu 
penasihat raja. Perkiraan Vogel mengenai keuntungan yang sangat besar telah 
menimbulkan rasa optimisme pada raja. Namun pada kenyataannya, budidaya 
tembakau ini mengalami kegagalan yang disebabkan karena ditangani oleh orang-
orang yang tidak ahli. Dengan dimasukkannya pembudidayaan tembakau ke 
Mangkunegaran atas anjuran Vogel tersebut, maka menimbulkan bencana bagi 
rakyat karena banyak tenaga yang dibutuhkan. Bahkan hak atas tanah tidak 
dijamin, sebab Vogel berusaha mengambil sepertiga dari tanah bengkoknya (S. 
Manfeld, 1986 : 62). 
 
2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Mangkunegaran 
Pada tahun 1885 keadaan keuangan sudah begitu mengkhawatirkan, 
sehingga Mangkunegara V berusaha mencari pinjaman, baik kepada Pemerintah 
Hindia Belanda di Jakarta maupun kalangan swasta di Semarang. Akhirnya raja 
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diberi pinjaman tanpa bunga sebesar 800.000 gulden. Pemerintah menginginkan 
pembayaran hutang tersebut dengan potongan-potongan pada pembayaran kopi 
yang akan diserahkan kepada pemerintah sebesar f. 200.000 tahun 1886, f.300.00 
tahun 1887 dan sebesar f.300.000 tahun 1888. Mangkunegara V memohon agar 
pinjaman tersebut diberikan dalam dua tahap yaitu tahap pertama pada tanggal 30 
April 1885 dan sisanya pada tanggal 10 Juli 1885 (A.K Pringgodigdo, 1950 : 4). 
Residen A.J Spaan akan menyampaikan permohonan raja kepada 
pemerintah dengan mempertimbangkan bahwa Mangkunegaran yang kuat 
keuangannya dipandang dari sudut politik sangatlah penting. Ia berpendapat 
bahwa raja hanya dapat menetapi kewajibannya apabila panen kopinya banyak 
dan harga gula tinggi, maka Spaan mengusulkan kepada pemerintah agar 
pinjaman itu diberikan dengan berbagai syarat baik berupa gadai atau hipotik. 
Sedangkan untuk urusan keuangan diserahkan kepada suatu panitia yang terdiri 
dari dua orang. Panitia tersebut harus membuat pertanggungjawaban yang lengkap 
mengenai semua penerimaan dan pengeluaran yang akan diserahkan kepada raja. 
Sedangkan neraca tahunan dan anggarannya harus memperoleh persetujuan dari 
Residen. Selanjutnya seluruh pengawasan terhadap budidaya kopi milik raja harus 
diserahkan kepada Asisten Residen Wonogiri dan pengambilan pinjaman akan 
dilakukan apabila keadaan keuangan telah diperbaiki.  
Peminjaman uang kepada pihak Pemerintah Hindia Belanda pertama kali 
dilakukan tahun 1885 melalui Residen Surakarta, tetapi ditolak. Pemerintah 
Kolonial menolak karena ingin memperoleh kepastian terlebih dahulu tentang 
penghentian cara mengurus keuangan yang buruk selama itu. Pemerintah 
berpendapat bahwa seluruh urusan keuangan Mangkunegaran harus diserahkan 
kepada suatu panitia atau komisi yang diangkat oleh Residen Surakarta setelah 
dirundingkan dengan raja. Untuk kepentingan tersebut Asisten Residen Surakarta 
juga harus dimasukkan dalam komisi itu (Wasino, 2008 : 57). 
Walaupun Pemerintah Hindia Belanda tidak memberi kucuran dana yang 
dibutuhkan, namun akhirnya Mangkunegara V mendapatkan pinjaman uang. 
Uang tersebut diperoleh setelah Mangkunegara V menggadaikan tanah yang ada 
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Mangkunegara V juga menggadaikan warisan Mangkunegara IV berupa 290 
saham Javasche Bank dan 100 saham Nederlandsche Handelmaatchappij, maka 
ia mendapat uang pinjaman dari factorij sejumlah f.200.000. Uang pinjaman itu 
rencananya akan dipergunakan untuk modal operasional bagi perusahaan-
perusahaan Mangkunegaran. Namun pinjaman tersebut hanya dimanfaatkan untuk 
keperluan tahun itu juga (S. Ilmi Albiladiyah, 2009 : 846). 
Untuk menindaklanjuti permintaan pemerintah pusat itu, Residen 
Surakarta A. J Spaan mengajukan usul untuk membentuk suatu komisi yang akan 
diketuai oleh asisten Residen Surakarta. Selain dari keluarga Mangkunegara IV 
dan V, anggota komisi juga harus terdiri dari para keturunan Mangkunegara II dan 
III. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi seluruh kepentingan Mangkunegaran 
agar dapat terwakili. Di dalam komisi itu akan dipekerjakan seorang Belanda 
sebagai sekretaris. Menurut usulan tersebut, kas besar Mangkunegaran hanya akan 
dapat dibuka dengan dua buah kunci, yang salah satu diantaranya disimpan oleh 
Pangeran Putra, sedangkan kas kecil untuk pengeluaran sehari-hari yang juga 
memiliki dua kunci masing-masing disimpan oleh sekeretaris dan komisaris 
bulanan. 
Komisi ini akan diberi nama Raad van Toeziht Belast met de Regeling van 
de Mankoenegorosche Landen en Bezettingen (Dewan Pengawas yang mengatur 
urusan keuangan, tanah, dan barang-barang milik Mangkunegaran). Pemerintah 
Hindia Belanda menyetujui usul Residen Spaan ini, tetapi pihak Mangkunegaran 
keberatan karena Praja Mangkunegaran menjadi diawasi secara bebas oleh 
Pemerintah Hindia Belanda. 
Pemerintah Hindia Belanda melihat keadaan di Praja Mangkunegaran 
tidak bisa dibiarkan berjalan terus. Maka Gubernur Jenderal Van Rees 
mengadakan perjalanan ke swapraja di Jawa Tengah dari bulan Juni sampai Juli 
tahun 1887 yang dihadiri oleh Gubernur Jenderal, Residen, Mangkunegara V dan 
para pembesar lainnya untuk membicarakan keadaan keuangan dan tindakan-
tindakan yang akan diambil oleh Pemerintah Kolonial. Ada beberapa hal tugas 
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1. Komisi harus mengetahui segala hal yang diurus Mangkunegaran agar dapat 
memperbaiki keadaan keuangan keprajan. 
2. Tidak boleh lagi ada kelambatan dalam penggajian para pegawai. 
3. Apabila dimungkinkan dikeluarkannya gaji pegawai, maka pemerintah harus 
memberi pinjaman dengan syarat-syarat tertentu dan dengan jaminan yang 
cukup. 
4. Untuk pabrik gula Colomadu dan pabrik gula Tasikmadu harus dicarikan 
modal kerja yang diperlukan. 
5. Gulanya harus dijual dengan keuntungan yang lebih banyak. 
6. Urusan antara Faktorij dengan Mangkunegara V harus diselesaikan. 
7. Hak milik di daerah Semarang harus di bawah pimpinan yang lebih baik. 
8. Pengelolaan hutang Mangkunegaran harus lebih teratur dan ditinjau 
kembali. 
9. Adminsitrasi dari budidaya kopi dan lain-lain dari raja harus dijalankan 
dengan baik (S. Manfeld, 1986 : 73). 
Mangkunegara V akhirnya mencari pinjaman kepada pihak swasta di 
Semarang. Melalui penggadaian harta miliknya yang memiliki nilai verponding 
sebesar f.519.000, ia memperoleh pinjaman dari A.F.L Huygen de Raet sebesar 
f.400.000. Di samping itu, Mangkunegara V mendapatkan pinjaman sebanyak 
f.200.000 dari Faktorij dengan cara menggadaikan 290 saham Javansche Bank 
dan 100 saham Nederlandsche Handelmaatschappij (NHM), warisan dari 
Mangkunegara IV. Pinjaman tersebut memang dapat menolong anggaran kerajaan 
pada tahun anggaran 1885. 
Pada tahun 1886, Mangkunegara V berpaling pada Residen Surakarta lagi 
untuk meminjam uang sebesar f 200.00. akan tetapi ditolak lagi. Penolakan 
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C. Campur Tangan Pemerintah Hindia Belanda dalam Kebijakan Ekonomi 
Mangkunegaran 
 
1. Masa Pemerintahan Residen Spaan 
Dalam laporan yang disampaikan oleh Residen Spaan pada bulan 
Desember 1886 tentang keuangan Mangkunegaran disebutkan bahwa tingkat 
pengeluaran umum Mangkunegaran sudah tidak sesuai dengan penghasilan yang 
diperolehnya. Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan anggaran dicapai 
melalui hutang, maka hutang keprajan menjadi semakin membengkak hingga 
mencapai  1 juta gulden (Wasino, 2008 : 58). 
Untuk mengatasi kerumitan keuangan Praja Mangkunegaran, Pemerintah 
Kolonial mengambil alih segala urusan keuangan Mangkunegaran, termasuk 
pengelolaan perusahaan-perusahaan. Untuk keperluan tersebut, pada tanggal 11 
Juli 1887 Gubernur Jenderal van Rees mengeluarkan keputusan rahasia yang 
menyatakan bahwa sebagai tindakan sementara, urusan umum dari penerimaan 
dan pengeluaran Mangkunegaran serta keseluruhan akan diserahkan pada suatu 
komisi yang diketuai oleh Residen Surakarta. 
Komisi Keuangan yang akan mengurus keuangan praja dan perusahaan-
perusahaan Mangkunegaran terdiri dari Residen Spaan sebagai ketua, dengan 
anggotanya Prangwedana atau Mangkunegara V, Pangeran Haryo Hadiwijoyo, 
Pangeran Haryo Suryodiningrat dan Raden Masa Harya Brajanata, sekretaris 
dijabat oleh sekretaris daerah (gewestilijke secretaris), yakni W.F Engelbert van 
Bevervoorde. Pangeran Haryo Hadiwijoyo adalah putera sulung dari perkawinan 
Mangkunegara IV, jadi merupakan ipar raja dan menjabat sebagai mayor pada 
Legiun Mangkunegaran. Pangeran Haryo Suryodiningrat adalah seorang putera 
Mangkunegara III dan menjadi wakil dari Trah Mangkunegara II, sedangkan 
Raden Mas Haryo Brodjonoto adalah Kepala Trah Mangkunegara I dan II, dan 
bekas mayor Kavaleri dari Legiun Mangkunegaran. Tiap tahun komisi ini akan 
membuat laporan yang lengkap kepada Pemerintah Hindia Belanda mengenai 
keadaan tahun yang lalu dan dimulai pada bulan Januari. Rapat pertama diadakan 
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oleh lingkungan terdekat dari raja yang masih tetap tidak mau menyetujui 
dilakukannya pengawasan terhadap keuangan Mangkunegaran. Terkait dengan hal 
ini terdapat kelompok orang Mangkunegaran yang berusaha menentang kehadiran 
komisi itu dan diam-diam juga melakukan perlawanan, antara lain adalah  Patih 
Jaya Sarosa yang sudah 20 tahun bekerja mengabdi kepada raja. Oleh karena 
sikapnya itu, ia dicari kesalahannya dan akhirnya dipecat oleh Mangkunegara V 
atas desakan Residen Surakarta serta dibuang ke Padang (A.K Pringgodidgo, 1950 
: 10). 
Melalui pembentukan komisi itu, berarti Pemerintah Kolonial Belanda 
telah melakukan campur tangan terhadap urusan keuangan Praja Mangkunegaran, 
meskipun dengan dalih untuk menyehatkan keuangan keprajan. Hal ini terlihat 
bahwa jabatan utama, yakni ketua dan sekeretaris dipegang oleh pejabat dari 
Belanda. 
Setelah Patih Jaya Saroso dibuang, dan tersingkirnya kelompok penentang 
intervensi Belanda, maka manajemen keuangan Mangkunegaran semakin diatur 
oleh Pemerintah Belanda. Bahkan sejak tanggal 3 Maret 1888 telah dikeluarkan 
instruksi dari Gubernur Jenderal di Batavia agar Residen A.J Spaan melaksanakan 
keputusan komisi tersebut, meskipun di luar sepengetahuan raja. Dengan 
demikian kekuasaan ekonomi Mangkunegaran sepenuhnya berada di tangan 
Residen.  
Untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari dalam mengurus keuangan 
Mangkunegaran, terutama yang terkait dengan perusahaan-perusahaan milik 
keprajan diangkatlah seorang superintenden bangsa Belanda. Pejabat ini 
bertanggung jawab langsung kepada Residen. Untuk pertama kali yang diangkat 
menjadi superintenden adalah C.A Rosemeier, yaitu mantan komisi keuangan 
Mangkunegaran. Sejak saat itu urusan keuangan Mangkunegaran diatur dan 
dikendalikan oleh superintenden ini. Pihak Mangkunegaran tidak dapat berbuat 
apa-apa. Rosemeier kemudian mendirikan sebuah kantor di samping istana yang 
dilengkapi dengan pesawat telepon untuk mempermudah hubungan langsung 
dengan Residen. Untuk memperlihatkan kekuasaannya, maka pengeluaran pribadi 
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Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 1888 komisi keuangan mengadakan 
rapat lagi dengan mengeluarkan keputusan untuk melakukan penghematan secara 
besar-besaran pada berbagai anggaran keuangan keprajan. Penghematan itu tidak 
hanya berupa pengurangan jumlah pegawai dan penurunan gaji serta tunjangan, 
tetapi kepada para keturunan raja dan pegawai tertentu diberi penghidupan berupa 
tanah lungguh (apanage) dan tidak lagi berupa uang. Akibat dari keputusan ini 
maka anggaran gaji dan tunjangan yang sebelumnya berjumlah f 550.000 setahun 
berkurang menjadi f 250.000 setahun. Selain itu, pemimpin budidaya kopi yang 
sebelumnya berjumlah dua inspektur maka disederhanakan dengan mengerjakan 
satu inspektur saja untuk menghemat anggaran pengeluaran.  
Sejak semula Mangkunegara V tidak senang atas keputusan pembentukan 
komisi Keuangan yang kedudukannya jauh lebih rendah dari raja justru 
kedudukannya disamakan dengan raja. Dengan sepengetahuan Pemerintah Hindia 
Belanda, maka akhirnya Mangkunegara V membentuk sebuah Dewan Urusan 
Mangkunegaran pada tanggal 19 Juli 1888. Dewan ini akan mengurusi segala 
urusan Mangkunegaran tentang pemerintahan, keuangan dan keluarga raja. Raja 
mengangkat CA Rosemeier sebagai ketuanya, sedangkan anggotanya adalah 
Raden Mas Aryo Brodjonoto, Pangeran Aryo Suryodiningrat, Pangeran 
Gondosuputro, Pangeran Handayaningrat, Raden Mas Tumenggung Ariosebroto, 
Raden Ngabehi Mangkuredjo seorang kepala polisi, dan Raden Mas Suryodarsono 
kepala polisi bangsawan Mangkunegaran. Baik Residen maupun Mangkunegara V 
duduk dalam dewan yang baru ini. 
Oleh karena itu, Residen Spaan kemudian mengusulkan untuk 
dihapuskannya Komisi Keuangan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan 
disetujuinya pembentukan Dewan Urusan Mangkunegaran. Ia berpendapat bahwa 
dengan adanya dewan yang baru ini Komisi Keuangan menjadi tidak berguna lagi.  
Pada tanggal 3 September 1888 secara rahasia Pemerintah memutuskan 
dihapuskannya Komisi yang mengurusi keuangan Mangkunegaran, sedangkan 
susunan dan bidang tugas Dewan yang telah disusun oleh Mangkunegara V 
disetujui tetapi dengan syarat bahwa untuk sementara pengawasan langsung 
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Surakarta. Selanjutnya Residen diwajibkan untuk menyampaikan laporan 
terperinci setiap tahun mulai dari bulan Januari agar diperoleh perbaikan dalam 
cara mengurus keuangan.  
Pada masa kepengurusan superitenden Rosemeier pabrik-pabrik gula 
Mangkunegaran mendapat perhatian khusus. Pabrik gula Kemirie yang telah tutup 
sejak tahun 1886 dihidupkan kembali pada tahun 1888. Alasan penghidupan 
kembali pabrik gula ini adalah karena lokasi dan persyaratan lain yang begitu 
baik, sehingga diharapkan pabrik gula ini dapat menguntungkan. Ditinjau dari 
aspek transportasi, industri gula ini menguntungkan karena letaknya hanya 1,5 pal 
(2 kilometer) dari stasiun kereta api Kemiri sehingga pengangkutannya lebih 
mudah. Selain itu pemilik perusahaan perkebunan yang berada di dekatnya 
bersedia untuk menanam tanaman tebu dan menjualnya dengan harga f. 0,25 tiap 
pikul atau f. 0,40 tiap kuintal. Meskipun secara matematis pabrik itu dihitung akan 
menguntungkan, dalam kenyataannya baru setahun beroperasi dengan 
menghasilkan 3.000 pikul tebu atau 1,850 kuintal, pabrik ini dihentikan kembali 
(Wasino, 2008 : 60). 
Selain menghidupkan kembali pabrik Gula Kemirie yang pada akhirnya 
gagal, maka untuk menambah penghasilan keuangan Mangkunegaran Residen 
Spaan menyewa tanah di Jethis dan Wonolopo seluas 2.162 bau atau 1.534 hektar. 
Pada tahun 1888 Residen Spaan juga memutuskan untuk mendirikan pabrik nila di 
Moyoretno. Pabrik yang baru itu didirikan di sebelah selatan jalan Karangpandan 
Matesih di kaki Gunung Lawu. Residen menjelaskan dalam laporannya bahwa 
alasan dia mendirikan pabrik nila di Moyoretno adalah desa-desa yang disediakan 
itu dulu untuk keperluan budidaya kopi, tetapi akibat adanya hama daun kopi, 
maka tanamannya mati, sehingga perusahaan menderita kerugian. Maka 
digantilah tanaman nila dengan laba diperkirakan sebanyak f. 10.000 setiap tahun 
dikurangi biaya pembangunan dan upah administrasinya. Sedangkan tahun-tahun 
berikutnya f. 40.000 tiap tahun (A.K Pringgodigdo, 1950 : 17). 
Pada bulan Agustus 1889 Residen Spaan meminta izin kepada pemerintah 
untuk menjual kopi di pasaran bebas, sehingga hasilnya bisa lebih banyak. 
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yang dipekerjakan di kantor pusat di Solo sebagai pemegang buku umum di 
Mangkunegaran. 
Pada masa Residen Spaan, pabrik gula Colomadu dan Tasikmadu yang 
selama ini masih beroperasi mendapat perhatian khusus untuk dikembangkan. 
Pada tahun 1888 diadakan modernisasi dalam teknologi dalam penggilingan tebu 
di pabrik gula Colomadu. Pada tahun ini diputuskan untuk membeli mesin 
penggiling dengan kualifikasi Tripple effect, suatu rencana yang sudah dibuat 
sejak tahun 1885, yang tertunda pelaksanannya karena terjadinya krisis ekonomi 
waktu itu. Dengan teknologi ini dapat dihemat biaya kayu bakar sebesat f 11.000 
setiap tahunnya. 
Pada tahun 1884 kemunduran luas lahan terjadi baik di pabrik gula 
Colomadu maupun Tasikmadu. Luas lahan yang ditanamai tebu di kebun tebu 
Malangjiwan adalah 435 bau, akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya lahan tebu 
terus mengalami penurunan dengan luas lahan terendah pada tahun 1887 sebesar 
380 bau. Pada tahun 1889 luas lahan mengalami sedikit kenaikan, yaitu seluas 400 
bau. Luas lahan tebu di perkebunan Tasimadu pada tahun 1884 seluas 467,5 bau. 
Pada tahun 1885 mengalami kenaikan menjadi 543 bau. Akan tetapi dalam 
beberapa tahun sesudahnya terus mengalami penurunan hingga menjadi 281 bau 
pada tahun 1889. Luas lahan dan produksi gula akan digambarkan dalam tabel di 
bawah ini : 
Tabel 10. Produksi Gula Pabrik Tasikmadu Tahun 1884-1889 

























Sumber : Wasino. 2008. Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat 
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Tabel 11. Produksi Gula Pabrik Colomadu Tahun 1884-1889 

























Sumber : Van Soest, Memorie van den Toestand der Mangkoenegorosche Suiker 
Fabrieken, Juli 1890, hal.5 
 
Produksi gula cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 1884 produksi 
gula untuk pabrik gula Tasikmadu sebesar 33.463 pikul. Jumlah produksi terus 
menurun pada tahun-tahun berikutnya dan mencapai angka terendah pada tahun 
1889, yakni sebesar 14.631 pikul. Produksi gula pada pabrik gula Tasikmadu 
tahun 1884 sebesar 39.988 pikul dan produksi terendah terjadi pada tahun 1889 
sebesar 12.286 pikul. 
Jumlah produksi per bahu dalam pikul tidak tetap. Akan tetapi secara 
keseluruhan juga menunjukkan kecenderungan penurunan. Di bawah manajemen 
yang baru, industri gula Mangkunegaran sudah menghasilkan keuntungan. Pada 
tahun 1888 keuntungan dari kedua pabrik gula Mangkunegaran sebesar f 88.700 
dengan perincian, Tasikmadu dan Kemiri sebesar f. 60.400, sedangkan pabrik 
gula Colomadu sebesar f 28.300. Akan tetapi keuntungan sebesar itu belum segera 
dapat dinikmati oleh keluarga keprajan karena digunakan untuk modal 
pengembangan pabrik yang dimasukkan dalam pos pengeluaran luar biasa.  
Pengeluaran biasa merupakan pengeluaran yang seharusnya dibiayai setiap tahun 
anggaran yang antara lain terdiri dari gaji pegawai, alat tulis kantor, perawatan 
mesin, dan sejenisnya. Sementara itu, pengeluaran luar biasa merupakan biaya 
yang tidak selalu ada dalam setiap tahun anggaran, seperti penggantian mesin, 
pemberantasan wabah penyakit dan pembelian bibit. Pengeluaran luar biasa 
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f13.580,67 untuk pabrik gula Tasikmadu dan f 22.958,36 untuk pabrik gula 
Colomadu (Wasino, 2008 : 63). 
Pada tahun 1889 kondisi pabrik-pabrik gula Mangkunegaran masih belum 
membaik. Penyakit sereh yang menyerang tanaman tebu belum sepenuhnya dapat 
diatasi. Untuk itu pada musim tanam selanjutnya sebagian pengeluaran pabrik 
digunakan untuk mengatasi persoalan penyakit sereh ini. Akibatnya pengeluaran 
luar biasa menjadi besar, yaitu mencapai angka f 388.034,28. Dana yang begitu 
besar itu sebagian besar dicurahkan untuk pembelian bibit dari daerah yang bebas 
penyakit sereh serta untuk membuka dan merawat kebun bibit di Karang Pandan. 
Biaya pembelian bibit ini mencapai f 65.125,31. Selain itu pengeluaran besar juga 
dikeluarkan untuk penyediaan pupuk buatan sebesar f 12.913,10. 
Hasil kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Residen Spaan tidak seperti 
yang diharapkan. Hutang-hutang Mangkunegaran belum juga dapat dilunasi dan 
dalam tahun 1888 maupun tahun 1889 saldo masih mengalami defisit. Tabel 
berikut menunjukkan jumlah penerimaan dan pengeluaran Praja Mangkunegaran 
dan perusahaan-perusahaan. 
Tabel 12. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Praja Mangkunegaran 
dan Perusahaan dalam Gulden 
Thn Praja Perusahaan Saldo 

















Sumber : A.K Pringgodigdo. 1950. Sejarah Perusahaan-perusahaan 
Kerajaan Mangkunegaran. Surakarta: Reksopustoko, hal.18 
 
Dari daftar tabel diatas dapat diketahui bahwa keseimbangan dari seluruh 
anggaran bergantung sepenuhnya dari penghasilan perusahaan-perusahaan. 
Kesulitan semakin menumpuk pada akhir tahun 1889 yang disebabkan oleh 
ketidakcakapan Rosemeier untuk memimpin perusahaan dan tidak ditangani oleh 
ahli perusahaan tetapi oleh pegawai pamong praja sendiri. Selain itu hama 













































commit to user 
93 
 
keharusan untuk mengurus hipotik di Semarang dan biaya perkawinan adik 
Mangkunegara V dengan pangeran Pati dari Kasunanan yang membutuhkan biaya 
yang tidak sedikit yaitu f 100.000 (A.K Pringgodigdo, 1950 : 19). 
Berdasarkan kinerja perusahaan selama enam tahun (1884-1889), terlihat 
bahwa pergantian manajemen dari manajemen pribadi keluarga raja kepada 
manajemen pabrik di bawah superintenden Rosemeier tidak serta merta dapat 
mengentaskan industri gula dari kebangkrutan. Industri gula Mangkunegaran 
masih memiliki hutang sebesar f 200.000. Belum membaiknya kinerja industri 
gula Mangkunegaran mengakibatkan dipecatnya Rosemeier dari jabatan 
superintenden. Residen Spaan berpendapat bahwa ia kurang berbakat untuk 
memimpin dan terlalu mudah percaya pada harapan-harapan baik serta terlalu 
boros dan sebagai pengganti Rosemeier maka ditunjuklah J.L Bulp. 
Meskipun terjadi pergantian superintenden, kinerja industri gula 
Mangkunegaran juga tidak menampakkan peningkatan yang berarti. Sementara 
itu, beban bunga hutang yang harus ditanggung Mangkunegaran semakin besar. 
Untuk itu Residen Spaan memiliki rencana untuk menjual pabrik gula 
Mangkunegaran. Pabrik gula Colomadu dengan luas tanaman paling sedikit 400 
bau (284 hektar) dipatok seharga f 350.000 ditambah dengan biaya sewa tanah 
sebesar f 32.000 per tahun. Pabrik gula Tasikmadu dengan luas areal tanaman 300 
bau (213 hektar) seharga f 300.000 dengan sewa tanah f 30.000 per tahun. 
Sementara itu untuk pabrik gula Kemiri dengan luas areal paling sedikit 120 bau 
(85 hektar) harganya f 80.000 dengan sewa tanah f 10.000. 
Sudah ada sejumlah penawaran, namun harganya terlalu rendah. Satu 
penawaran yang paling tinggi berasal dari Internationale Credit en Handels 
Vereeneging Rotterdam secara pribadi dan beberapa hari setelah berhentinya 
Residen Spaan dari Internatio sendiri. Agen tersebut menawar untuk ketiga pabrik 
gula sebesar f 600.000 dan sewa tanah f 50.000 tiap tahun. Sementara itu, 
internatio sendiri menawar lebih tinggi yakni f 650.00 untuk ketiga pabrik gula 
dan sewa tanahnya f 55.000 setiap tahun dengan beberapa upaya permintaan 
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karena hasil penjualan masih terlampau rendah untuk menutupi hutang-hutang 
Mangkunegaran. 
Karena tidak ada gambaran mengenai penyelesaian semua kesulitan-
kesulitan keuangan di Praja Mangkunegaran, maka Residen Spaan meminta 
diberhentikan secara hormat mulai tanggal 5 April 1890. Permohonan kepada 
Pemerintah Kolonial tersebut akhirnya dikabulkan dan sebagai penggantinya 
adalah C.A Burnaby Lautier. 
 
2. Masa Pemerintahan Residen Burnaby Lautier 
Pemerintah Hindia Belanda selalu bersedia mengurusi keuangan 
Mangkunegaran, termasuk industri gulanya, padahal secara ekonomi tidak 
menguntungkan bagi Pemerintah Hindia Belanda. Hal ini terkait dengan 
kepentingan politik Pemerintah Hindia Belanda di Praja Kejawen, yakni untuk 
menjaga keseimbangan politik di wilayah bekas kerajaan Mataram. Hal ini terlihat 
dari penolakan Gubernur Jenderal terhadap rencana penjualan pabrik gula 
Mangkunegaran oleh Residen Spaan pada awal tahun 1890 dan ditempatkannya 
Residen baru di Surakarta yang dipandang lebih cakap dalam mengurusi persoalan 
keuangan Mangkunegaran yaitu Residen Burnaby Lautier (Wasino, 2008 : 65). 
Burnaby Lautier menjadi Residen Surakarta selama lima tahun yaitu dari 
tahun 1890 sampai 1894. Berbeda dengan Spaan yang memutuskan untuk menjual 
pabrik gula untuk menutup hutang dan kas keprajan, Residen ini merasa cakap 
untuk mengurus pabrik gula, sehingga perlu mempertahankan industri gula 
Mangkunegaran itu. 
Kebijakan pertama yang diambil adalah dengan membentuk komisi 
penyelidikan kinerja pabrik gula. Ketuanya adalah van Soest, mantan pemilik 
pabrik gula Kali Bogor dengan tenaga ahli C. van Heel, seorang administrator 
pabrik gula di Kartasura. Tugas komisi ini adalah menyelidiki segala hal yang 
terkait dengan pabrik gula Mangkunegaran yang meliputi penanaman, pabrikasi, 
dan pengawasan pabrik gula itu. 
Sebagai ketua komisi, van Soest berpandangan bahwa baik buruknya 
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kecocokan tanah bagi tanaman tebu, keberadaan air untuk irigasi, kondisi dan 
panjang jalan untuk mengangkut bahan dasar dan hasil produksi. Berdasarkan 
hasil penelitiannya di daerah Praja Kejawen, persoalan utama dari pabrik gula 
adalah rendahnya tingkat kesejahteraan dan kepadatan penduduk, baik di tanah 
perkebunan sendiri maupun tanah-tanah yang tidak disewakan di sekitar 
perkebunan. Di luar persoalan tersebut, kondisi pabrik gula Mangkunegaran 
dalam keadaan normal. Tanah-tanah di wilayah pabrik gula Mangkunegaran, baik 
milik pabrik gula Colomadu maupun Tasimadu memiliki kualitas baik untuk 
kepentingan penanaman tebu. Memang tanah-tanah di wilayah tebu Colomadu 
yang sebagian besar berada di Distrik Malang Jiwan memiliki kualitas lebih baik 
dibandingkan dengan di Tasikmadu yang sebagian besar terletak di Distrik 
Karanganyar. Persediaan air untuk irigasi di kedua perkebunan cukup memadai, 
yakni untuk keperluan penanaman tebu dan pengelolaan pabrik di musim 
kemarau. 
Sistem jaringan jalan hampir bisa dikatakan berkembang pada kedua 
perkebunan itu, apalagi lahannya tidak hanya terpusat di wilayah Mangkunegaran, 
tetapi tersebar juga diantara tanah-tanah Sunan. Dengan perawatan dan 
pengelolaan jalan yang baik, pengangkutan tebu masih bisa dilakukan dengan 
biaya yang normal. Di tanah perkebunan Tasikmadu karena kekurangan ternak 
penarik, dapat diatasi dengan membuka jalan tram sepanjang 9 km pada tahun 
1890 yang sebagian digerakkan dengan tenaga uap. Demikian pula pengangkutan 
hasil dari pabrik menuju halte Kemiri dilakukan dengan menggunakan tram. Tram 
bagi pabrik gula Mangkunegaran di bagian timur ini merupakan sarana 
pengangkutan yang baik dan hemat. Berbeda dengan Tasikmadu, sarana angkutan 
gula pada pabrik gula Colomadu dari pabrik menuju stasiun Solo yang berjarak 6 
pal menggunakan pedati. 
Pada bulan Oktober 1890 Residen Burnaby Lautier mengangkat C. van 
Heel sebagai superintenden karena dianggap mampu mengurusi pabrik gula 
Mangkunegaran. Apabila Residen meminta uang untuk perbaikan pabrik, maka 
tidak akan menolaknya. Agar pabrik gula Tasikmadu dapat memperoleh 
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Kutuan dengan harga f 44.000 yang dibayar dengan angsuran sebesar f 4.400 
selama 10 tahun dengan bunga 6 % dari modal tersebut. Maksud dari pembelian 
tanah itu adalah agar dapat mengalirkan air ke pabrik gula tersebut. Setelah 
pembelian itu dilaksanakan ternyata air tidak dapat dialirkan ke pabrik. Oleh 
karena itu Residen menugaskan pabrik nila di Moyoretno untuk membayar uang 
sewa tanah Kutuan sebesar f 2.577 tiap tahun. Residen menyuruh menggunakan 
tanah yang baru itu untuk memperluas tanamannya (A.K Pringgodigdo, 1950 : 
22). 
Untuk keperluan pabrik gula Colomadu, Residen Burnaby juga membuat 
kebijakan untuk memperpanjang penyewaan tanah Tawang (kebun bibit) dan 
Klodran. Maka untuk itu harus dibayar sewa tanah masing-masing f 6.200 dan f 
12.983 setahun. Sehubungan dengan budidaya kopi Mangkunegaran, Residen juga 
melakukan penyelidikan mengenai budidaya kopi dan kesimpulannya tidak baik. 
Untuk memperbaiki keadaan kopi yang tidak baik itu, ia memberi pertimbangan 
untuk tidak memperluas lagi kopi Jawa, akan tetapi areal-areal kopi Jawa yang 
keadaannya sudah sangat baik tetap dipelihara dengan sebaik-baiknya dan areal 
yang jelek dihapuskan. Selanjutnya ia menganjurkan agar menanam kopi Liberia 
di areal Mangkunegaran. 
Residen Burnaby mengangkat H.W Camphuys sebagai kepala budidaya 
kopi dengan gelar inspektur. Dengan menaikkan gaji dan memberikan tunjangan-
tunjangan. Residen juga selaku pengawas keuangan Mangkunegaran berusaha 
untuk menambah penghasilan Praja Mangkunegaran untuk dapat menjual kopi di 
pasaran bebas yaitu pada bulan Maret dan Mei tahun 1891. Tidak lama kemudian 
yaitu di bulan Agustus tahun 1892 Residen kembali mendesak agar diberi 
kebebasan untuk menaikkan harga penyerahan kepada Pemerintah Hindia 
Belanda.  
Pada masa pemerintahan Burnaby Lautier kontrol superintenden terhadap 
administrator cukup ketat. Para administrator diwajibkan membuat surat laporan 
pada superintenden setiap sepuluh hari sekali mengenai pelaksanaan tugasnya atau 
paling tidak setiap tanggal 3, 13, dan 23 setiap bulannya. Selain itu, mereka juga 
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Meskipun para administrator sudah memiliki anak buah mandor tanam, 
tanggung jawab terhadap keberhasilan tanaman tebu tetap berada di pundaknya. Ia 
harus berusaha meningkatkan kualitas tanah yang hendak ditanami tebu. Setelah 
tanaman tebu berhasil ditanam harus dilakukan pengecekan perkembangannya 
dari hari ke hari. Aturan ketat terhadap administrator ini ditujukan agar wabah 
hama sereh segera dapat diatasi, sehingga kualitas tanamn tebu menjadi baik 
kembali. 
Selama masa kepengurusan Residen Burnaby Lutier indikasi membaiknya 
pabrik gula sudah tampak. Indikatornya terlihat dari meningkatnya luas tanam dan 
produksi gula, serta pendapatan penjualan gula. Selain karena kualitas 
manajemen, membaiknya kinerja pabrik gula juga dipengaruhi oleh naiknya harga 
di pasaran dunia sejak tahun 1894. 
Tabel 13. Luas Areal Tanam dan Produksi Gula Mangkunegaran 
Tahun 1980-1894 
Tahun  Luas Areal (ha) Produksi Gula (kuintal) 




































Sumber : Wasino. 2008. Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat 
Mangkunegaran. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, hal. 70 
 
Berdasarkan pada tabel di atas terlihat bahwa luas lahan yang digunakan 
untuk penanaman tebu dan produksi gula industri Mangkunegaran selama diurus 
oleh Residen Burnaby Lautier terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 
Pada tahun 1890 luas lahan tanaman tebu di kedua pabrik gula Mangkunegaran 
hanya 615 hektar. Pada tahun 1894 luas lahan meningkat menjadi 745 hektar atau 
mengalami peningkatan 21 %. Produksi gula pada tahun 1890 sebesra 29.678 dan 
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23,5 %. Tingkat produksi gula per hektar tahun 1890 sebesar 48,26 kuintal per 
hektar. Pada tahun 1894 meningkat menjadi 71,40 kuintal per hektarnya. 
 
Tabel 14. Keuntungan Kotor, Pengeluaran, dan Keuntungan Bersih 
Industri Gula Mangkunegara Tahun 1890-1894 


























Sumber : Wasino. 2008. Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat 
Mangkunegaran. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, hal. 71 
 
Tabel diatas menunjukkan bahwa keuntungan kotor pabrik gula 
Mangkunegaran dari tahun 1890-1894 menunjukkan kecenderungan naik. Pada 
tahun 1890 keuntungan kotor hanya sebesar f 419.962,54, tetapi pada tahun 1894 
telah menjadi f 860.753,17 atau naik f 440.760,63 (51%). Akan tetapi, 
pengeluaran untuk proses produksi industri gula juga besar, dan cenderung naik 
turun, akibatnya keuntungan bersih tidak selalu sepadan dengan kenaikan 
keuntungan kotor, bahkan pada tahun 1893, pabrik gula Mangkunegaran 
mengalami kerugian sebesar f 7.863,08. Pengeluaran terdiri dari pengeluaran 
biasa yang digunakan untuk biaya produksi, seperti upah komisi, upah buruh, 
biaya angkutan dan pembayaran pialang. Sementara itu, pengeluaran luar biasa 
digunakan untuk perbaikan dan pembaharuan mesin-mesin pabrik. Pengeluaran 
luar biasa terbesar tahun 1893 sebesar f 62.714,88 yang digunakan untuk 
pembelian mesin baru. 
Walaupun sudah banyak tindakan yang dilakukan mengenai bidang 
pengawasan dan dikeluarkannya biaya-biaya untuk pembaruan dan perluasan, 
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relatif baik, namun hasil di bidang keuangan Praja Mangkunegaran  secara 
keseluruhan tidak begitu memuaskan dan hal tersebut belum dapat membuat Praja 
Mangkunegaran keluar dari krisis ekonomi yang dapat dilihat dari tabel di bawah 
ini : 
Tabel 15. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Mangkunegaran 
Tahun 1890-1893 
Thn Praja Perusahaan Saldo 

































Sumber : A.K Pringgodigdo. 1950. Sejarah Perusahaan-perusahaan 
Kerajaan Mangkunegaran. Surakarta: Reksopustoko, hal.25 
 
Tabel diatas menunjukkan bahwa masih terdapat  defisit keuangan di Praja 
Mangkunegaran yaitu pada tahun 1890 saldo cenderung mengalami penurunan 
sebesar minus f  37.354 dan pada tahun 1893 minus f 12.378. Setelah Residen 
Burnaby Lautier berhenti, penggantinya adalah Residen Hora Siccama. Residen 
ini memerintah di Surakarta selama empat tahun yaitu tahun 1894-1897.  
 
3. Masa Pemerintahan Residen Hora Siccama 
Pengganti Residen Burnaby Lutier yang wafat pada tanggal 9 Juni 1894 
adalah Jhr.L.Th Hora Siccama. Ia berusaha memperbaiki kesalahan pendahulunya 
dalam pengangkatan superintenden. Kebijakan yang pertama adalah dengan 
mengangkat superintenden yang benar-benar ahli mengelola perkebunan yaitu 
J.A.C De Kock van Leeuwen. Superintenden ini merupakan mantan administrator 
pabrik gula di Jepara. Oleh karena Residen merasa tidak banyak menguasai 
masalah perkebunan, maka pengelolaan perkebunan tebu dan perusahaan-
perusahaan lain milik Praja Mangkunegaran diserahkan sepenuhnya kepada De 
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Berbeda dengan para pendahulunya yang lebih menekankan ekspansi 
untuk memperoleh keuntungan perusahaan, superintenden ini lebih menekankan 
efisiensi dan peningkatan kualitas gula. Akibat kebijakan tersebut, pada tahun 
1895 industri gula Mangkunegaran masih memperoleh keuntungan yang lebih 
besar, meskipun harga gula ketika itu mengalami penurunan. 
Efisiensi terjadi pada proses pemanenan dan pabrikasi. Proses pemanenan 
dikerjakan dengan cepat dan pengolahan gula dengan penerapan kerja baru, 
sehingga pemakaian beenzwaart tidak diperlukan lagi sehingga biaya produksi 
dapat dihemat sebesar f 0,30 tiap pikul (f 0,49 tiap kuintal), serta penampilan 
gulanya kelihatan lebih baik. Pabrik gula Colomadu yang semula menerima no.13 
gula SS (Stroop Suiker atau gula sirup), ketika itu meningkat menjadi no.16 yang 
harganya lebih tinggi 0,75 per pikul atau f 0,21 per kuintalnya. Pabrik gula 
Tasikmadu untuk gula HS (Hoofd Suiker atau gula murni) nya mendapat nomor 1 
tingkat lebih tinggi daripada tahun sebelumnya sehingga memperoleh harga yang 
lebih tinggi yaitu 0,25 per pikul atau 0,40 per kuintalnya. Sementara itu, untuk 
gula SS-nya menerima tiga nomor lebih tinggi. Efisiensi juga terlihat dengan 
dilarangnya pemberian gula dan kopi secara gratis kepada orang-orang yang sama 
sekali tidak berhak. 
Pengangkatan J.A.C de Kock van Leeuwen sebagai superintenden oleh 
Residen Hora Siccama sangat tepat. Hal ini terlihat dalam laporan tahunan pada 
tahun 1894 yang menyebutkan bahwa : ”Dengan senang hati dapat saya katakan, 
bahwa superintenden J.A.C de Kock van Leeuwen telah memenuhi segala 
harapan kami, karena itu saya dengan dukungan Mangkunegaran dapat berharap 
semoga Mangkunegaran beberapa tahun lagi sudah dapat dibebaskan dari beban 
hutang yang sangat berat” (A.K Pringgodigdo, 1950 : 119). 
Pada tanggal 30 April 1895, atas permintaan Residen Hora Siccama, 
Mangkunegara V menentukan bahwa superintenden harus berkedudukan di 
Surakarta. Permintaan tersebut dilakukan karena keberhasilan superintenden de 
Kock dalam mengurangi beban hutang Praja Mangkunegaran. Akhirnya pada 
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Dalam pembudidayaan tanaman kopi Mangkunegaran, Residen Hora 
Siccama lebih memfokuskan pada penghematan terhadap pengeluaran untuk para 
poegawainya. Hal itu karena areal penanaman kopi sudah cukup luas dan juga 
untuk setiap warga diwajibkan untuk menanam tanaman kopi. Residen 
memerintahkan kepada inspektur Camhuys untuk mengeksploitasi perkebunan 
kopi dengan cara mengurangi gaji dan menaikkan tunjangan-tunjangan untuk 
pegawai Eropa. Pegawai bumiputra dibayar dengan sewa tanah dan memecat 
personil yang berlebihan. Akibat dari kebijakan ini, maka dapat menghemat 
anggaran sebesar f 12.000 setiap tahunnya.  
Selain itu residen juga memerintahkan kepada asisten residen Wonogiri 
P.J.F van Heutsz untuk menyusun sebuah nota catatan mengenai budidaya kopi 
dan sebab-sebab kemundurannya. Laporan tersebut menyatakan bahwa organisasi 
untuk perkebunan kopi tidak ilmiah dan tidak sistematis serta kurangnya jumlah 
pimpinan. Budidaya kopi seperti yang dilakukan itu tidak disukai oleh rakyat. 
Akibatnya masyarakat kurang memperhatikan pemeliharaannya serta cara yang 
dilakukan sangat jelek, misalnya di Batuwarno untuk 1 kati (0,6 kg) kopi 
diperoleh 55 pohon. 
Persoalan-persoalan dari perkebunan kopi berat sekali, diantaranya letak 
kebun jauh dari tempat tinggal penduduk. Selain itu, pihak Pemerintah Kolonial 
juga mengalami kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja, seandainya diperoleh, 
mereka memetik kopi secara sembrono dengan mematahkan dahan-dahannya 
sehingga mengurangi nilai hasil kopi tersebut. Desa-desa yang menelantarkan 
kebun kopi biasanya menebang pohon-pohon dan mengalihkannya menjadi areal 
persawahan. Akibat letak penanaman kopi yang jauh dengan rumah warga, maka 
warga mempunyai inisiatif untuk menanam tanaman kopi di pekarangan 
rumahnya sendiri, tetapi hal ini mendapat larangan keras dari pemerintah kolonial. 
Larangan ini merupakan salah satu penyebab kemunduran budidaya kopi 
Mangkunegaran, Residen Hora Siccama tidak dapat melakukan penghematan 
keuangan lagi karena permasalahannya bukan pada penggunaan pengeluaran 
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Residen Hora Siccama juga melakukan berbagai penghematan diantaranya 
dihentikannya pengukuran tanah di Praja Mangkunegaran, maka dengan ini 
diperoleh penghematan sebanyak f 7.000 tiap tahun. Selanjutnya diadakan 
penghentian untuk berlangganan pada seorang dokter bagi seluruh pegawai 
keprajan, maka dapat menghemat sebesar f 1.680 tiap tahun. Untuk menarik sewa 
sawah juga tidak diberikan tunjangan atau hadiah, karena hal itu dapat dilakukan 
oleh pegawai Mangkunegaran, dan ini menghemat f 5.000 tiap tahunnya (A.K 
Pringgodigdo, 1950 : 34). 
Masa pemerintahan Residen Hora Siccama ditandai dengan saldo untung 
yang semakin banyak, baik dari Praja Mangkunegaran maupun dari perusahaan-
perusahaan. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 16. Daftar Penerimaan dan Pengeluaran Mangkunegaran 
Tahun 1894-1896 
Thn Praja Perusahaan Saldo 





























Sumber : A.K Pringgodigdo. 1950. Sejarah Perusahaan-perusahaan 
Kerajaan Mangkunegaran. Surakarta: Reksopustoko, hal.34 
 
Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pengeluaran dan pemasukan Praja 
Mangkunegaran dari sektor ketataprajaan relatif stabil dengan kenaikan dan 
penurunan yang tidak begitu besar. Penerimaan dan pengeluaran sangat mencolok 
pada sektor perusahaan yaitu terutama pada kopi dan produksi gula. Pada tahun 
1894 pemasukan dari tanaman kopi sebesar f 121.605,855. Sedangkan untuk 
pendapatan dari perusahaan gula baik Tasimadu maupun Colomadu semuanya 
berjumlah f 860.723,27 dengan jumlah produksi 77.000 pikul gula utama dengan f 
9,35 per pikulnya. Jumlah gula dengan kualitas kedua berjumlah 2.800 pikul 
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perkebunan yang lain seperti pabrik indigo, kina, nila, dll. Meskipun perusahaan 
kopi dan gula menghasilkan pemasukan yang besar, tetapi jumlah pengeluarannya 
pun juga relatif besar. Untuk kopi jumlah pengeluarannya sebesar f 108.074,83 
sedangkan perusahaan gula sebesar f 747.738,72. 
Pada tahun 1895 produksi dan pemasukan dari perusahaan-perusahaan 
perkebunan turun dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hal ini bukan karena 
harga kopi dan gula di pasaran sedang turun, tetapi karena hasil dari perkebunan 
tersebut menurun. Sebagai hasil perbandingan pemasukan dari kopi pada tahun 
1894 sebesar f 123.803,355, sedangkan pada tahun 1895 menurun relatif banyak 
yaitu menjadi f 98.865,75. Bahkan untuk produksi gula penghasilannya menurun 
hingga lebih dari f 100.000, yaitu pada tahun 1894 sebesar f 806.723,17 turun 
menjadi f 699.452,83. 
Meskipun mengalami penurunan, pada tahun 1896 produksi dari 
perusahaan-perusahaan Praja Mangkunegaran kembali membaik dan mendapat 
pemasukan yang lebih besar dari dua tahun sebelumnya. Pada tahun 1896 
pemerintah menaikkan harga kopi sehingga akan menaikkan harga beli 
masyarakat. Kenaikan harga kopi yang sudah lama dinantikan berlaku mulai 
tanggal 1 April 1896. Akibat dari kenaikan tersebut maka superintenden de Kock 
van Leeuwen diberi tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan 
keuangan budidaya kopi, sedangkan Camphuys bertanggung jawab terhadap 
pengelolaan tanamannya. Dari kebijakan tersebut maka pada tahun 1895 
penghasilan dari budidaya kopi sebesar f 94.266,96 dan pada tahun berikutnya 
sebesar f 127.608,41. 
Pada masa pemerintahan Residen Hora Siccama ini Praja Mangkunegaran 
mengalami kemajuan yang sangat pesat terutama pada bidang perkebunan dan 
perusahaan. Hutang-hutang Praja Mangkunegaran juga mulai dapat dibayarkan 
dan jumlahnya semakin berkurang. Masa Residen Hora Siccama ini merupakan 
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4. Masa Pemerintahan Residen de Vogel 
Residen Hora Siccama berhenti pada tanggal 8 April 1897 dan digantikan 
oleh Residen de Vogel. Ia mengelola perkebunan Mangkunegaran hanya selama 
dua tahun tiga bulan karena pada bulan Juni 1899 ia berhenti sebagai Residen 
Surakarta. Perhatian residen ini terfokus pada tanaman budidaya kopi, sedangkan 
industri gula Mangkunegaran yang dipandang sudah sehat, sehingga dalam 
pengelolaannya dipercayakan sepenuhnya kepada superintenden dan para 
administrator (Wasino, 2008 : 73). 
 
Tabel 17. Luas Areal dan Produksi Pabrik Gula Mangkunegaran 
Akhir Abad XIX 
Tahun  Luas Areal (ha) Produksi Gula (kuintal) 
































Sumber : Wasino. 2008. Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat 
Mangkunegaran. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, hal.73 
 
Indikator kesehatan pabrik gula ini dapat dilihat dari perkembangan areal 
tebu, produksi gula, keuntungan kotor dan keuntungan bersih dari pabrik gula 
Mangkunegaran. Tabel di atas menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan 
perkebunan tebu Mangkunegaran selama tahun 1895-1898 seluas 680 hektar per 
tahun. Luas lahan ini masih lebih besar dibandingkan dengan rata-rata luas lahan 
selama tahun 1890-1894 yang hanya sebesar 671 hektar per tahun. Akan tetapi, 
perkembangan luas lahan selama tiga tahun yaitu dari tahun 1895-1897 cenderung 
mengalami penurunan. Penurunan luas lahan hanya terjadi di perkebunan 
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Tabel 18. Keuntungan Kotor, Pengeluaran, dan Keuntungan Bersih 
Industri Gula Mangkunegaran Tahun 1894-1898 






















Sumber : Wasino. 2008. Kapitalisme Bumi Putra: Perubahan Masyarakat 
Mangkunegaran. Yogyakarta: PT LKIS Pelangi Aksara, hal.74 
 
Penurunan luas lahan tidak selalu diikuti dengan penurunan produksi gula. 
Pada tahun 1895 jumlah produksi 56.076 kuintal dari lahan seluas 692 hektar yang 
berarti rata-rata produksi per hektar 81 kuintal. Sementara itu pada tahun 1896, 
ketika luas lahan hanya 674 hektar, produksi gula justru meningkat menjadi 
56.172 kuintal atau 83,3 kuintal per hektarnya. Peningkatan rata-rata produksi ini 
disebabkan oleh faktor membaiknya kualitas tebu dan pemrosesan tebu di pabrik 
gula tersebut. 
Meningkatnya produksi gula dalam hektar mengakibatkan tingkat 
keuntungan pabrik gula semakin meningkat pula. Tabel 18. Menunjukkan 
perolehan keuntungan kotor pabrik gula Mangkunegaran secara umum meningkat, 
meskipun terjadi penurunan pada tahun 1897 akibat menurunnya jumlah produksi 
gula dalam kuintal. Sementara itu, keuntungan bersih turun drastis yang kemudian 
meningkat lagi pada tahun 1898. Penurunan keuntungan bersih pada tahun 1897 
disebabkan oleh penurunan keuntungan kotor dan tetap tingginya pengeluaran 
pabrik untuk biaya produksi kedua pabrik gula sebesar f 477.293,3, dengan 
perincian sebagai berikut : ongkos produksi pabrik gula Colomadu sebesar 
f216.399,09 dan ongkos produksi pada pabrik gula Tasikmadu sebesar 
f260.894,24. Selain itu, juga digunakan untuk kepentingan pengeluaran masing-
masing pabrik gula, yaitu membayar upah komisi pemberi pinjaman (f 7.058), 
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pabrik gula Colomadu dan untuk pembayaran kebun bibit (f 25.466,61), dan upah 
komisi peminjam uang (f 9.512,52), serta biaya persenan (f 9.750) untuk pabrik 
gula Tasikmadu (Wasino, 2008 : 75). 
Selain faktor internal pabrik gula, membaiknya kinerja pabrik gula juga 
dipengaruhi oleh pergantian pemimpin Mangkunegaran. Pada peringatan hari 
ulang tahun ke 40 dari Prangwedana, dimana beliau akan dinobatkan menjadi 
Mangkunegara V tanggal 4 Maret 1894, urusan keuangan Mangkunegaran 
dikembalikan lagi kepada raja. Akan tetapi pada tanggal 1 Oktober 1896 
Mangkunegara V wafat setelah menderita sakit yang tidak lama. Untuk 
menggambarkan bagaimana perasaan di waktu itu maka dikutipkan surat dari 
Residen tanggal 2 Oktober 1896 kepada Pemerintah : “ Pangeran Adipati Ario 
Mangkunegara adalah orang yang sederhana dan baik hati, yang banyak berbuat 
kebajikan, terutama diantara keluarganya yang miskin, dan beliau dicintai oleh 
semuanya. Oleh karena itu seluruh Mangkunegaran merasa kehilangan”. (A.K 
Pringgodigdo, 1950 : 49). 
Sejak tahun 1896 Mangkunegara V digantikan oleh adiknya yaitu 
Mangkunegara VI yang memerintah dari tahun 1896 sampai 1916.  
Mangkunegara VI juga merupakan putra dari Mangkunegara IV, yang lahir pada 
tanggal 13 Maret 1857 dengan nama GRM Suyitno. Pada usia 18 tahun berganti 
nama menjadi KPA Dayaningrat. Beliau naik tahta tahun 1896 menggantikan 
kakaknya sebagai pimpinan keprajan dan menyandang gelar Mangkunegara VI. 
Sebelum menggantikan Mangkunegara V, beliau sudah berpengalaman sebagai 
juru tulis ibunya, disamping itu juga pernah mendampingi kakaknya bekerja di 
Praja Mangkunegaran.  
Raja yang baru ini sangat memaklumi kondisi keprajan. Keterpurukan 
yang selama ini melanda keprajan sangat dirasakannya. Berdasarkan pengalaman 
pahit dan iktikad baik untuk ke depannya, Mangkunegara VI berniat membawa 
kebangkitan keprajan. Beban hutang, perbaikan keuangan, perekonomian harus 
segera ditangani untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Mangkunegara VI 













































commit to user 
107 
 
Pada awal pemerintahannya langkah penghematan yang dilakukan adalah 
tentang gaji pegawai dan pengeluaran untuk pekerjaan umum (pemeliharaan jalan 
dan sarana pengairan). Raja berusaha mengurangi pengeluaran biaya yang 
sekiranya masih bisa ditekan, juga membuat aturan tentang larangan berjudi. 
Pembenahan untuk perbaikan tersebut misalnya : 1) penghapusan terhadap prajurit 
Margayuda (penjaga pintu), Subamanggala, masing-masing 100 orang, juga 
prajurit Brahmantaka. Akan tetapi keberadaan polisi Reksapraja diperluas, 2) 
pesta-pesta perkawinan, khitanan keluarga diadakan bersama, 3) pertunjukan 
wayang kulit hanya dipentaskan jika dalam peristiwa-peristiwa besar, dan wayang 
wong hanya dipentaskan fragmen saja karena apabila dipentaskan secara utuh 
akan menelan biaya yang besar, 5) larangan keras bermain judi dan adu ayam. 
Larangan ini berlaku tanpa pandang bulu, sebagai contoh KPH Suryo Sukanto 
yang melanggar aturan dengan adu ayam kemudian dihukum dibuang ke Pulau 
Bangka (S. Ilmi Albiladiyah, 2009 : 851). 
Gaji bulanan para bangsawan dikurangi, termasuk Mangkunegara VI 
sendiri dikurangi 40 %. Tanah lungguh ditiadakan dan diganti gaji. Tanah tambak 
Terboyo dijual untuk menebus kembali rumah-rumah di Pendrikan Semarang 
yang pernah digadaikan. Oleh karena sewa rumah lebih menguntungkan 
dibandingkan tanah yang kurang memberi hasil. Penyewaan tanah kepada 
perkebunan bangsa Eropa akan dikurangi atau bahkan akan dihapus, karena jika 
dikelola oleh negeri sendiri akan dapat menggunakan tenaga kerja secara bebas.  
Walaupun banyak orang Belanda yang merasa dirugikan, namun langkah 
tersebut banyak menguntungkan keprajan, karena kas Mangkunegaran semakin 
sehat. Residen Surakarta de Vogel dalam laporannya kepada Gubernur Jenderal 
tanggal 20 Oktober 1898 menyatakan bahwa kas Mangkunegaran semakin 
membaik setelah dua tahun kepemimpinan Mangkunegara VI. Hutang-hutang 
Mangkunegaran kepada pemerintah mulai dapat dibayar, walaupun masih ada 
wakil pemerintah (superintenden) yang bertanggung jawab langsung kepada 
Residen, dan harus membuat laporan keluar masuknya uang keprajan. 
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managemen keuangan maupun managemen kerja Praja Mangkunegaran, 
membangun keuangan yang lebih sehat dan membaik.  
Mangkunegara VI dikenal sebagai raja yang sangat hemat karena 
hematnya sering dipandang musuh-musuhnya sebagai orang yang kikir. Ia 
berusaha menekan sekecil mungkin pengeluaran keprajan yang dipandang kurang 
mendesak. Akibat tindakan penghematan ini semua hutang Mangkunegaran dapat 
dilunasi. Sejak tahun 1899 atas permintaannya, pabrik gula Mangkunegaran 
dikembalikan pengelolaannya kepada pihak Praja Mangkunegaran (Wasino, 2008 
: 75). 
Sejak tanggal 1 Juni 1899 kepengurusan perusahaan-perusahaan 
Mangkunegaran, termasuk industri gula diserahkan kembali kepada 
Mangkunegaran. penyerahan kembali ini secara teoritis memiliki konsekuensi 
wewenang otonom dalam bidang keuangan praja oleh pemerintah Praja 
Mangkunegaran. Demikian pula dengan perusahaan-perusahaan Mangkunegaran, 
pengelolaannya kembali di bawah komando pimpinan Praja Mangkunegaran, 
yang pada waktu itu dipegang oleh Mangkunegara VI.  
 
D. Dampak Krisis Ekonomi Mangkunegaran  
 
1. Bagi Praja Mangkunegaran 
Kemunduran perekonomian dunia mempengaruhi kondisi keuangan 
kerajaan-kerajaan di Jawa termasuk Praja Mangkunegaran. Mengenai bidang 
perekonomian dan keuangan ada saling keterkaitan antara keduanya. Krisis 
ekonomi di keprajan sendiri masih ditambah kurangnya keseriusan penangan 
bidang administrasi keprajan. Dikatakan demikian karena tidak ada pemisahan 
antara keuangan raja, keuangan Praja Mangkunegaran dan keuangan perusahaan. 
Selain itu urusan keuangan Praja Mangkunegaran tidak terawasi dan tidak 
terkontrol. Misalnya mengenai laporan keuangan penerimaan di tahun 1883 yaitu 
f. 2.762.348,58, sedangkan pengeluarannya f. 221.885,24. Pengeluaran demikian 
diduga fiktif karena tidak jelas penggunaannya dan di awal tahun 1884 tercatat 
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dianggap fiktif dan tidak ada pengawasan keuangan (S. Ilmi Albiladiyah, 2009 : 
843). 
Pada tahun 1885 harga hasil tanaman seperti gula dan kopi mengalami 
kejatuhan sehingga laju perdagangan tersendat. Jatuhnya harga gula disebabkan 
oleh adanya penanaman gula bit (beet sugar) di negara-negara Eropa, sehingga di 
negara tersebut menggunakan gula bit dan tidak mengimport gula tebu dari Jawa. 
Dalam daftar penerimaan dan pengeluaran Praja Mangkunegaran dan perusahaan-
perusahaan di tahun 1882 dan 1889 sering menunjukkan berkurangnya 
pemasukan. Misalnya pada tahun 1882 keuangan keprajan mempunyai catatan 
minus 187.755 gulden, sedangkan perusahaan Mangkunegaran pada tahun 
tersebut mempunyai saldo 247.113 gulden, sehingga jika penerimaan keduanya 
digabungkan masih mempunyai kelebihan 59.358 gulden. Pada tahun 1889 
keadaan keuangan setelah penggabungan antara uang perusahaan dan keprajan 
berkurang penerimaannya, yaitu minus 132.608 gulden. Kondisi demikian masih 
berlanjut pada tahun 1891 yang juga menimpa pada harga jual hasil tanaman 
perkebunan lainnya (Suhartono, 1991 : 39). Keadaan tersebut terjadi sampai 
berlarut-larut yang tentu saja penghasilan dari penjualan berkurang. Hal ini makin 
menambah menipisnya keuangan perusahaan yang dapat menopang keuangan 
Praja Mangkunegaran. 
Krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran pada masa 
Mangkunegara V membuat keuangan keprajan mengalami defisit dan mengarah 
menuju kehancuran Praja Mangkunegaran. Dampak krisis tersebut tidak hanya 
terjadi di dalam keprajan saja tetapi juga berdampak pada kehidupan masyarakat 
di Praja Mangkunegaran serta Pemerintah Hindia Belanda.  
Pada awal masa pemerintahan Mangkunegara V, keuangan Praja 
Mangkunegaran masih dikatakan stabil karena masih mempunyai beberapa 
warisan dari Mangkunegara IV yang mencapai puncak keemasan Praja 
Mangkunegaran. Namun keuangan keprajan yang melimpah tersebut tidak dapat 
digunakan secara hemat dan tidak dilakukan pembukuan. Mangkunegara V hanya 
meneruskan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya, Mangkunegara IV. 
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memerlukan dana tidak sedikit. Mangkunegara V sebagai raja pengganti tidak 
berusaha menguranginya, tetapi masih tetap menggaji para punggawa dari uang 
kas keprajan. Keuangan keprajan selain berasal dari hasil perusahaan, juga dari 
pajak, sewa tanah, dan hasil perkebunan. Namun jika penghasilan berkurang, 
dapat dipastikan berdampak pada keuangan, terutama bagi kas Praja 
Mangkunegaran. 
Dalam menjalankan perusahaan, Mangkunegara V menghadapi kesulitan 
di bidang produksi dan keuangan, padahal anggaran keprajan dan keluarga raja 
dibebankan pada perusahaan ini. Perekonomian yang menurun sangat 
mempengaruhi keuangan Mangkunegaran. Jika dibandingkan dengan hasil 
produksi kopi semasa Mangkunegara IV yang tiap tahun dapat memperoleh hasil 
sampai 80.000 an per pikul harganya 25 gulden, namun pada masa sesudahnya 
hasilnya berkurang sekali, karena produksi kopi jatuh. Pada tahun 1871-1881 dari 
tanaman kopi memperoleh hasil 32.925 kuintal kualitas baik dan buruk. Di tahun-
tahun berikutnya penurunan terus terjadi dan pada tahun 1887 produksinya sangat 
anjlok yakni 5.409 kuintal kualitas campuran. Hasil kopi hanya sekali naik di 
tahun 1883 yaitu 55.265 kuintal. Menurut catatan perolehan kopi di tahun 1882-
1888 rata-rata 18.228 kuintal. Jika dibandingkan sebelumnya, maka perolehan 
penjualan kopi berkurang sekitar 700.000 gulden (A.K pringgokusumo, 1987 : 2). 
Oleh karena berat beban perusahaan, maka terjadi defisit keuangan. 
Pengeluaran-pengeluaran keprajan yang harus dibiayai tidak dapat dibayar dengan 
semestinya. Banyak pegawai-pegawai Praja Mangkunegaran yang tidak menerima 
gaji selama berbulan-bulan. Masyarakat juga diharuskan bekerja lebih pada 
perkebunan-perkebunan milik Praja Mangkunegaran. Pihak pemerintah Hindia 
Belanda sendiri pun juga mengalami penurunan pemasukan dari Praja 
Mangkunegaran akibat hasil dari pekebunan kopi yang menurun. Tabel berikut 
merupakan sejumlah pinjaman yang belum terbayar kepada faktorij tanggal 1 
Maret 1888. 
Tabel 19. Pinjaman yang Belum terbayar kepada Faktorij 
No Uraian yang belum dibayar Jumlah dalam gulden 





















































Gaji yang belum dibayar 
Hutang pada warisan Mangkunegara IV yang 
belum dibagi 
Pada beberapa toko 








 Jumlah  1.248.062 
Sumber : Ilmi Albiladiyah, S. 2009.  “Krisis Ekonomi Praja 
Mangkunagaran pada Akhir Abad ke-19”. ”. Yogyakarta : Patrawidya, hal.844 
 
Selain daftar diatas masih ada catatan mengenai daftar pinjaman 
Mangkunegaran (ditulis dalam tulisan dan bahasa Jawa) termasuk pengeluaran 
belanja rutin yang belum dapat dibayar yaitu hutang pada toko, gaji abdi dalem, 
pada perorangan : keluarga Gondoatmajan, Mangunwastra, Gondosiswayan, Tuan 
Konas tahun 1889, Tuan Mahilse, langganan jamu tradisional, pajak 
Surtomijayan, pabrik, tanah di Semarang, Budhel semuanya berjumlah 
f.1.332.533 terbaca dalam satuan rupiah putih (Arsip MN V kode 66). 
 
Tabel 20.  Daftar Pinjaman Mangkunegaran Tahun 1890-1896 






















Sumber : Ilmi Albiladiyah, S. 2009.  “Krisis Ekonomi Praja 
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Tunggakan gaji yang belum dibayar terutama pada pegawai kepolisian dan 
pengadilan yang sejak tanggal 1 April 1886 tidak menerima gaji sampai sebesar 
f.79.830 dan itu berlangsung selama sembilan bulan. Akibat tidak menerima gaji 
akhirnya banyak pegawai yang telah menjual hak miliknya atau menggadaikan 
barang-barang berharganya. Meskipun tidak digaji, para pegawai tetap bekerja, 
hanya untuk tetap dapat menyandang gelar dan jabatan yang sangat dihargai oleh 
masyarakat Jawa pada umumnya.  
Akibat kesulitan ekonomi Mangkunegaran, Mangkunegara V 
menggadaikan 290 saham Javasche Bank dan 100 saham Nederlandsche 
Handelmaatschappij, sehingga memperoleh pinjaman sebesar f 200.000 dari 
faktorij. Pinjaman tersebut akhirnya membawa masalah bagi Mangkunegara V 
karena ternyata nilai kurs surat-surat berharga tersebut sedang mengalami 
penurunan. Akhirnya Faktorij menghentikan peminjamannya akibat kurs yang 
menurun dan Mangkunegara V tidak mau menambah jaminannya berupa 40 
saham Javasche Bank dan 25 saham Nederlandsche Handelmaatschappij yang 
masih berada di tangan Prangwedana. Lebih menyedihkan lagi ternyata surat-surat 
berharga yang digadaikan oleh Mangkunegara V ternyata sebagian besar 
merupakan warisan dari Mangkunegara IV yang belum dibagi-bagikan.  
Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Mangkenegara V untuk 
mengatasi krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran mengalami 
kegagalan. Akibatnya, keuangan keprajan yang digunakan menjadi kurang 
bermanfaat dan tidak menghasilkan keuntungan melainkan kerugian. Hutang Praja 
Mangkunegaran semakin banyak dan tidak dapat membayar pelunasannya. 
Bahkan barang-barang kekayaan milik keprajan banyak yang dihipotikkan atau 
digadaikan. Manajemen keuangan keprajan semakin memburuk, terbukti dengan 
mulai tidak dibayarnya gaji para pegawai istana. Krisis ekonomi yang melanda 
Praja Mangkunegaran diperparah dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan 
Mangkunegara V untuk mengatasinya. Hal ini karena kebijakan-kebijakan yang 
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2. Bagi Kehidupan Masyarakat di Praja Mangkunegaran 
 
Kesengsaran akibat krisis ekonomi tidak hanya terjadi di kalangan istana 
Praja Mangkunegaran saja, tetapi dampaknya juga sangat dirasakan oleh 
masyarakat di wilayah Praja Mangkunegaran. Mangkunegara V mengambil 
tindakan atau kebijakan ekonomi yang justru membawa dampak negatif bagi 
keprajan maupun bagi masyarakat. Dengan kebijakannya membudidayakan lagi 
tanaman tembakau yang menggunakan tenaga kerja masyarakat Jatisrono, maka 
masyarakat sekitar perkebunan menjadi lebih sengsara karena tidak dapat 
menggarap lahan pertaniannya sendiri secara maksimal karena sebagian besar 
masyarakat di daerah Vorstenlanden bekerja sebagai petani.  
Dampak krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran sangat 
dirasakan terutama di kalangan masyarakat rendahan, terutama petani. Hal ini 
karena petani merupakan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan selain 
menggarap tanahnya sendiri. Para petani yang merupakan masyarakat pedesaan 
masih diberlakukan kerja wajib. Kerja wajib dibedakan menjadi tiga macam yaitu 
antara lain adalah sebagai berikut : 
a. Kerigan (desa diensten) untuk perbaikan jalan, pematang, jembatan, dll. 
Kerigan dilakukan lima hari sekali selama lima jam, sedangkan dines 
kemit yaitu menjaga rumah penyewa tanah yang dilakukan dua minggu 
sekali. 
b. Gugur gunung yaitu berupa perbaikan infrastruktur desa akibat banjir dan 
gangguan alam. Gugur gunung tidak dapat dipastikan dilakukan, tetapi 
sekurang-kurangnya dilakukan sebulan sekali. 
c. Kerigaji (heerendiensten) yaitu kerja wajib untuk raja dan patuh. 
d. Kerja wajib di perkebunan atau interen (cultuurdiensten). Kerja wajib ini 
biasanya dilakukan pada perkebunan tebu dan kopi. Sebagai contoh kerja 
wajib di pabrik gula yaitu jaga malam di gudang, jaga di kebun-kebun 
tebu (Suhartono, 1991 : 41). 
Akibat dari kerja wajib tersebut maka banyak petani yang menelantarkan 
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Praja Mangkunegaran, banyak masyarakat yang dipekerjakan di daerah-daerah 
perkebunan. Hal itu karena sektor perkebunan merupakan pemasukan terbesar 
dari kas keuangan Praja Mangkunegaran. Masyarakat semakin diberatkan lagi 
dengan adanya penambahan jumlah perkebunan-perkebuann baru pada masa 
Mangkunegara V untuk memperbaiki kondisi keuangan keprajan. Masyarakat 
juga semakin menderita karena harus bekerja ekstra pada perkebunan-perkebunan 
yang terkena hama penyakit tanaman yang meyerang tanaman perkebunan pada 
waktu itu. 
Selain itu akibat dari terserangnya hama penyakit tanaman yang 
menyerang perkebunan terutama perkebunan kopi dan tebu, maka membuat upah 
yang diterima petani menjadi berkurang. Hal ini dikarenakan para pengusaha 
perkebunan terpaksa memangkas upah pekerja dan mengurangi biaya-biaya yang 
dipersiapkan untuk membayar sewa tanah akibat harga gula di pasar dunia yang 
terus merosot karena bersaing dengan gula bit (Robert van Niel, 2003 : 274). 
Secara umum penghasilan petani di daerah Vorstenlanden pada tahun 
1888, setiap hari 1 cacah memerlukan 3 cangkir beras (1 cangkir = 150 gr) 1,5 
sen, trasi 2 sen, gula aren 2,5 sen, gambir 1,5 sen, oncom 1,5 sen, tembakau 5 sen, 
cabe 1 sen dan untuk pakaian dihitung 20 sen. Jadi seluruhnya berjumlah 34 sen. 
Jika upah yang diterimanya berkisar antara 30 sampai 40 sen sehari, maka dapat 
dipastikan bahwa penghasilannya tidak pernah ada sisa. Selain itu seorang petani 
tidak setiap hari mendapat upah sebesar itu. 
Dampak krisis ekonomi yang dialami oleh Praja mangkunegaran pada 
awal kepemimpinan Mangkunegara V pada dasarnya dibedakan menjadi dua 
golongan sosial masyarakat. Golongan tersebut adalah golongan yang hidup di 
dalam istana dan di luar istana. Berdasarkan kedudukan dalam hierarki 
masyarakat Jawa, masyarakat Mangkunegaran terdiri atas dua golongan, yaitu : 
a. Para sentana dan nara praja, terdiri atas para anggota keluarga 
Mangkunegaran, para sentana dan para pegawai yang mengabdi pada 
raja. 
b. Golongan kawulo yang terdiri atas para anggota masyarakat lain yang 
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Adanya perbedaan golongan tersebut, juga mengakibatkan adanya 
perbedaan kondisi ekonomi. Golongan sentana dan nara praja yang bekerja dan 
hidup di dalam istana tidak begitu merasakan dampak dari krisis ekonomi secara 
finansial karena mereka masih mendapatkan kehidupan yang layak dan masih 
dapat mencukupi kebutuhan dari para anggota keluarga raja.  
Masyarakat yang paling merasakan dampak dari krisis ekonomi adalah 
golongan bawah di luar istana. Mereka kebanyakan berprofesi sebagai petani. 
Dalam konteks lokal di Praja Mangkunegaran, kehidupan sosial dan ekonomi 
penduduk terutama golongan petani tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain 
di Vorstenlanden. Pada tahun 1888 di Surakarta pendapatan petani kelas I adalah 
64 gulden, petani kelas II adalah 48 gulden, petani kelas III adalah 24 gulden dan 
masing-masinmg terkena beban pajak tanah sebesar 12 gulden (8,75 %), 10 
gulden (20,80 %), 8 gulden (33,50 %) (Suhartono, 1991 : 46). 
Selain itu para buruh pabrik perkebunan juga merasakan dampak atas krisis 
keuangan yang terjadi di keprajan. Para buruh perkebunan tebu rata-rata 
memperoleh penghasilan antara 20 sampai 35 sen per hari dan bila kerja lembur 
akan memperoleh upah sebesar 22 sampai 40 sen, serta pekerja berat sebesar 50 
sen. Kuli perkebunan rata-rata mendapat upah antara 25 sampai 35 sen per hari 
dan kuli tebang tebu memperoleh 8 sen ( Mawardi dan Yuliani, 1993 : 41). 
Besarnya upah lebih rendah apabila pada tahun 1880 sebelum terjadinya krisis. 
Penurunan jumlah upah masing-masing sebesar 0,05 gulden. 
Dengan ikut campurnya Pemerintah Kolonial di dalam menangani 
keuangan Praja Mangkunegaran juga turut membawa berbagai dampak bagi 
masyarakat keprajan sendiri. Dampak dari kepengurusan residen di Praja 
Mangkunegaran dirasakan oleh masyarakat di luar istana. Kesejahteraan 
masyarakat semakin terabaikan karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh 
Residen cenderung mengalami kegagalan yang semakin menyengsarakan rakyat. 
Kemakmuran rakyat terancam, dan keamanan pun terganggu yang diakibatkan 
oleh adanya perampokan, pembunuhan bahkan pemberontakan. Kesemuanya 
tersebut akhirnya dapat mengakibatkan suatu gerakan sosial dalam masyarakat. 
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memprihatinkan karena ketidakpuasan terhadap suatu pemerintahan yang 
akhirnya memicu adanya pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan. 
Kasus gerakan-gerakan sosial merupakan ideologi yang tidak dapat 
dipisahkan dengan milenarisme yang menggambarkan suatu masyarakat yang 
mengalami jaman keemasan dengan penuh kesejahteraan. Peredaran jaman akan 
terjadi, dan krisis akan berakhir, lalu diganti  oleh suatu millennium atau jaman 
keemasan. Mesianisme dan milenarisme ingin merealisasikan harapannya, 
sehingga tidak sekedar sebagai mitos tetapi dilaksanakan dengan cara magis 
(Suhartono, 1991 : 141). 
Pada tahun 1886 telah ditangkap seorang yang bernama Tirtowiat alias 
Raden Joko yang tinggal di desa Bakalan, Ketitang distrik Kartosuro. Ia mengakui 
utusan Imam Mahdi atau Ratu Adil dan mengatakan bahwa setelah perkawinan 
Ratu Adil dengan Ratu Kedaton akan terjadi huru-hara. Gerakan ini terjadi pada 
masa depresi pertanian tahun 1884 bersamaan dengan meluasnya penyakit sereh 
yang menyerang daun kopi dan tebu. Akibatnya, tanah-tanah yang sudah disewa 
kemudian dibatalkan kontrak penyewaannya, dan dikembalikan pada pemiliknya. 
Selain itu ada beberapa perkebunan yang menutup usahanya. 
Di Praja Mangkunegaran sendiri muncul gerakan mesianisme yang dapat 
dikatakan besar yaitu Gerakan Srikaton di Girilayu Kecamatan Matesih, 
Karanganyar. Kasus gerakan sosial keagamaan ini dapat dikategorikan sebagai 
gerakan mesianisme tetapi di dalamnya terdapat unsur-unsur milenarisme, 
nativisme dan perang sabil. Oleh karena itu gerakan ini dipandang memiliki 
unsur-unsur yang sangat kompleks dan dianggap sebagai gejala perubahan sosial. 
Pola Gerakan Srikaton ini diawali dari sosok pemimipin yang bernama 
Imam Rejo, seorang juru kunci makam kerajaan Mangkunegaran di Girilayu. 
Faktor keturunan seringkali digunakan sebagai daya dukung bagi keberadaan 
seorang pemimpin untuk memantabkan kedudukanya. Imam Rejo merupakan 
keturunan dari priyayi desa. Imam rejo dilahirkan di desa Kadipiro dan memiliki 
nama kecil Samiran. Ayahnya seorang bekel gede di desa Klangan, yang bernama 
Ki Hiromenggolo. Imam Rejo mengaku dirinya merupakan keturunan dari 
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Imam Rejo adalah keturunan dari demang Poncogagatan dari desa Gedangan. 
Kakek buyutnya adalah seorang bekel dari desa Gandekan (Mailrapport, 1888 : 
799). 
Menurut Imam Rejo, pralambang Joyoboyo akan menjadi kenyataan, langit 
akan runtuh dan kerajaan akan berdiri. Orang-orang harus rajin menjalankan 
ibadat agar kemakmuran lekas tercapai seperti yang ditunjukkan oleh para wali 
dan disebutkan dalam babad akan menjadi kenyataan. Dapat dipastikan bahwa 
gerakan ini memang terbatas di beberapa desa Girilayu, tetapi tidak dapat 
dielakkan gerakan ini mempunyai jaringan luas dengan gerakan-gerakan di daerah 
lain. Jaringan kerja sama antara desa diwakili oleh para bekel. Mereka dianggap 
mewakili kepentingan desa, dan kepentingan petani dalam hubungan keluar desa. 
Di dalam gerakan ini, Imam Rejo mendapat dukungan dari para bekel desa-desa 
sekitarnya. Hal ini terbukti dengan diajukannya Dipokerto, seorang bekel tuwa 
dan termasuk salah seorang pemimpin gerakan yang pertama di pengadilan. 
Selanjutnya masih ada beberapa bekel yang terlibat dalam gerakan itu, yaitu Bekel 
Wongsodiwiryo, Bekel Kertodrono, Bekel Gendon dan Bekel Sariman. Rupanya 
peranan bekel yang paternalistik sebagai pelindung petani masih kuat sehingga 
tidak mengherankan kalau mereka berpihak pada gerakan itu. Solidaritas antar 
bekel juga menunjukkan usaha bersama dalam menghadapi tekanan dari luar desa 
(Suhartono, 1991 : 145). 
Gerakan Srikaton muncul karena beban pajak dan kerja wajib yang berat. 
Gerakan ini terjadi pada waktu krisis ekonomi sedang berlangsung di Praja 
Mangkunegaran. Gambaran masa kacau terjadi pada pemerintahan Mangkunegara 
V. Sepeninggal Magkunegara IV, pemerintahan dipegang oleh Mangkunegara V. 
Keadaan pemerintahan sedang mengalami krisis. Hasil-hasil perkebunan kopi 
banyak mengalami penurunan, pangsa pasar Eropa melakukan proteksi yang ketat. 
Kaitannya dengan pertumbuhan negara (kerajaan) kondisi ini memberi indikasi 
semakin menguatnya kedudukan kerajaan di hadapan petani. Bagi Praja 
Mangkunegaran indikasi tersebut dapat dilihat dari benturan kepentingan antara 
raja dengan bekel, raja dengan petani, maupun kepentingan patuh dengan petani. 
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terutama pada saat kebijakan penarikan tanah apanage yang dilakukan oleh 
Mangkunegara IV. Fenomena ini di satu sisi raja mempunyai kepentingan untuk 
meningkatkan hasil perkebunan dengan perluasan lahan yang dilakukan dengan 
penarikan apanage, sedang di sisi lain ditariknya tanah apanage berdampak pada 
putusnya hubungan simbiosis mutualisme antara patuh dan bekel, sehingga 
menyebabkan ketidakjelasan kedudukan bekel dalam masyarakat atas kebijakan 
Mangkunegara IV (James C. Scoot, 1981 : 300). 
Benturan kepentingan antara raja dengan petani di Praja Mangkunegaran 
dirasakan sekali pada masa Mangkunegara V, akibat krisis pertanian 
mengakibatkan adanya beban hutang yang besar, banyak tenaga kerja dari petani 
untuk penanaman kopi yang seharusnya dibayar dengan uang terpaksa dijalani 
dengan kerja rodi. Sistem rodi terpaksa dilakukan oleh petani karena kondisi 
keuangan keprajan dipasarkan ke Eropa untuk melunasi hutang Mangkunegaran. 
Raja menuntut hasil perkebunan kopi dijalankan terus, sedangkan kontribusi 
baliknya untuk kepentingan petani sama sekali tidak ada. Sistem rodi yang 
diterapkan oleh Mangkunegara V dalam budidaya kopi dipandang sebagai bentuk 
penekanan yang dilakukan oleh raja terhadap petani. Dalam kerja rodi tersebut, 
petani diperas tenaganya untuk memenuhi target bagi penghasilan kopi keprajan, 
sedangkan keuntungan kopi digunakan untuk menutup hutang Mangkunegaran 
kepada pihak kolonial. Petani tidak mendapat upah sedikitpun , karena dalam 
sistem apanage, raja berhak memiliki tanah sedangkan petani bekerja untuk 
keperluan keprajan. Kerja rodi bagi keprajan merupakan sebuah bentuk bekti 
rakyat terhadap penguasa. Petani dalam hal ini merupakan pihak yang paling 
dirugikan. Para petani sangat merasakan dampak kerja rodi tersebut. Pada tahun 
1888 di perkebunan kopi, petani bekerja selama 135 hari selama satu tahun, 
sisanya para petani diwajibkan menjaga makam Mangkunegaran yang berada di 
daerah Girilayu, sebagai bentuk bekti kepada raja, sehingga waktu petani habis 
untuk memenuhi kewajiban dan bekti kepada penguasa, akibatnya kehidupan 
mereka sangat menderita karena hanya mampu hidup secara subsistensi 
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Benturan kepentingan yang sudah dialami petani diperburuk lagi dengan 
motivasi para bekel yang cenderung untuk memanfaatkan tanah lungguhnya 
secara eksploitatif. Hal ini dilatarbelakangi rasa tidak puas atas kebijakan 
Mangkunegara IV. Kondisi demikian dirasakan sekali oleh masyarakat Girilayu. 
Patuh menuntut hasil yang lebih kepada para bekel. Sebagai penguasa desa, bekel 
berhak atas tenaga kerja petani. Bentuk eksploitasi yang dilakukan para patuh dan 
bekel tersebut sangat memberatkan petani, karena tuntutan pajak yang tinggi bagi 
penggarap apanage , akibatnya kehidupan petani semakin menderita. Kondisi 
yang demikian mendorong petani kopi di Girilayu untuk melakukan perlawanan. 
Dengan keyakinan dari sosok pemimpin yang mampu mendorong masyarakat 
untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik serta melawan penguasa.  
Dengan munculnya sosok Imam Rejo sebagai sang juru selamat bagi 
masyarakat Girilayu menyebabkan masyarakat semakin gentar melakukan 
pemberontakan. Bentuk pencarian kekuasaan yang dilakukan Imam Rejo adalah 
melalui tirakat dan nyepi yang dilakukan selama 5 bulan secara berturut-turut 
setiap hari Kamis malam di makam Mangkunegara IV. Imam Rejo memakai gelar 
Imam Sampoerno Djainal Ngabidin dan mewajibkan setiap orang untuk mengikuti 
ajarannya dan bagi orang-orang yang menolaknya akan menemui kematian. 
Fenomena tersebut berpengaruh pada bentuk pelegitimasian kepemimpinan Imam 
Rejo. Restu dari Mangkunegara IV dipercayai Imam Rejo telah membawa 
dampak munculnya sugesti pribadi pada dirinya, sehingga segala hal yang 
dilakukan oleh Imam Rejo dipandang sah dan legal dari dirinya sendiri dan para 
pengikutnya. 
Puncak Gerakan Srikaton adalah pendudukan pesanggrahan Srikaton oleh 
Imam Rejo dan para pengikutnya. Tanggal 11 Oktober 1888, Residen Spaan 
menerima laporan dari pihak Mangkunegeran yaitu Patih Mangkunegara V 
melaporkan bahwa ada sekitar 30 orang pribumi telah meduduki pesanggrahan 
Srikaton, milik Praja Mangkunegaran yang terletak di Tawangmangu. Dilaporkan 
juga, polisi pribumi tidak mampu mengatasi gerakan yang terjadi di pesanggrahan 
Srikaton, laporan tersebut diperkuat oleh penjelasan Asisten Residen yang 
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Pada tanggal 11 Oktober, sekitar pukul 15.00 Ede van der Pals, 
administrator perkebunan kopi di Tawangmangu yang sedang berburu di  hutan 
secara kebetulan bertemu dengan iring-iringan rombongan Imam Rejo di desa 
Kramen. Melihat kejadian yang mencurigakan itu ia memerintahkan agar segera 
dilaporkan kepada Kepala Distrik Karangpandan. Menjelang tengah malam berita 
pendudukan pesanggrahan itu sudah diterima oleh Residen Surakarta dan 
Mangkunegara V. Pagi harinya tanggal 12 Oktober, pasukan tentara yang terdiri 
dari 30 orang dragonder bergerak menuju pesanggrahan Srikaton (Suhartono, 
1991 : 147). 
Setibanya di Srikaton pukul 12.00 siang, pasukan gabungan segera 
mengepung pesanggrahan dan menjaga semua pintu. Sementara itu, pengikut 
gerakan sedang asyik membaca zikir. Pintu-pintu dikunci kuat dari dalam untuk 
mencegah masuknya pasukan gabungan. Suasana menjadi hening. Imam Rejo 
mengayunkan pedangnya. Ia tidak menghiraukan himbauan untuk menyerah dari 
seorang sersan Ambon yang lancar berbahasa Jawa. Oleh karena itu, maka 
pasukan gabungan masuk ke pesanggrahan dengan merusak pintu dan jendela. 
Tembakan terpaksa dilepaskan pada pengikut gerakan yang tidak mau menyerah 
itu. Sebagian dari mereka berusaha menyelamatkan diri dengan meloncat melalui 
pintu dan jendela, tetapi mereka tidak dapat lolos karena telah dikepung. 
Dalam penanganan gerakan sosial tersebut, ada beberapa solusi yang 
dilakukan antara lain sebagai berikut : 
1. Peristiwa perlawanan terhadap raja kurun waktu akhir abad XIX, 
kebanyakan para pemimpin dan pengikut gerakan tersebut akan 
mendapat hukuman di buang ke luar Jawa. 
2. Perluasan perkebunan tampaknya mengundang meningkatya 
kerusuhan, sehingga penjaga keamanan yang sudah ada jumlahnya 
tidak memadai. Residen menggunakan cara ronda malam untuk 
mengatasi masalah tersebut, namun hal ini juga tidak berhasil 
(Suhartono, 1991 : 92). 
3. Cara yang dilakukan residen adalah dengan membentuk sebuah asisten 
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untuk mempermudah pengawasan oleh residen melalui kepanjangan 
tangan asisten residen. 
4. Dalam solusi terakhir, Pemerintah Kolonial maupun kerajaan selalu 
menggunakan cara kekerasan dalam penyelesaian tiap gerakan sosial  
Gerakan Srikaton hanya berlangsung dua hari yang berakhir dengan 
tertembaknya Imam Rejo, sedangkan pengikut yang masih hidup ditangkap dan 
dibuang ke luar Jawa. Pengikut-pengikut itu sebagian besar adalah juru kunci atau 
penjaga makam Girilayu. Timbulnya gerakan ini rupanya didasari oleh 
ketidakpuasan dan kesengsaraan. Mereka berusaha membebaskan diri dari 
tekanan ekonomi dengan mendirikan gerakan mesianistik-milenaristik. Jaringan 
gerakan ini ternyata melibatkan elite birokrat Mangkunegaran. 
Selain itu juga muncul gerakan keagamaan di Surakarta yang bercorak 
nativisme. Timbulnya gerakan ini tidak dapat dipisahkan dari besarnya kekuasaan 
asing, sehingga menciptakan reaksi kuat untuk melenyapkannya. Meluasnya 
kekuasaan asing berarti merosotnya ketertiban di berbagai kehidupan dan di Praja 
Mangkunegaran sendiri, kebijakan ekonomi diambil alih oleh Pemerintah 
Kolonial. Selain Gerakan Srikaton, juga terdapat Gerakan Samin, Gerakan 
Alisuwongso di desa Jatinom pada tahun 1881 dan Titisan Prabu Anom atau 
Pangeran Kadilangu. Campur tangan Pemerintah Kolonial terhadap Praja 
Mangkunegaran berdampak pada wibawa dan kekuasaan Mangkunegara V yang 
sudah tidak dapat menjalankan kekuasannya secara bebas. Selain itu campur 
tangan Pemerintah Kolonial juga menimbulkan kesengsaran di kehidupan 
masyarakat yang berdampak munculnya gerakan-gerakan sosial di masyarakat. 
Tidak dapat ditolak bahwa gerakan-gerakan sosial tersebut muncul sebagai suatu 
reaksi terhadap situasi kolonial dan dominasi asing. Praktek Pemerintah Kolonial 
dengan ekstrasinya telah meluas di masyarakat. Jadi gerakan sosial timbul dalam 
rangka perubahan sosio-kultural sebagai reaksi terhadap westernisasi (Suhartono, 



















































Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pada masa pemerintahan Mangkunegara IV, kondisi ekonomi Praja 
Mangkunegaran mengalami pertumbuhan yang pesat. Bahkan dapat dikatakan 
sebagai puncak kejayaan Praja Mangkunegaran. Pada masa inilah muncul 
perusahaan-perusahaan Mangkunegaran. Perusahaan-perusahaan itulah yang 
mempunyai pengaruh sangat besar terhadap keuangan raja, dan juga keuangan 
pemerintah Mangkunegaran, sehingga Mangkunegaran mampu menyejajarkan 
diri dengan raja-raja besar yang ada di Jawa. Pembangunan ekonomi yang 
dilakukan oleh Mangkunegara IV diantaranya adalah menarik kembali tanah 
apanage atau tanah lungguh yang diganti dengan sistem gaji, pengembangan 
sejumlah perusahaan seperti perusahaan tebu dan kopi, penambahan sejumlah 
perkebunan seperti nila, kina dan pabrik bungkil dan penanaman modal dalam 
bentuk surat berharga atau saham. Setelah Mangkunegara IV wafat, kemudian 
digantikan oleh putranya Mangkunegara V. Pada masa Mangkunegara V 
inilah kondisi Praja Mangkunegaran mengalami masa-masa yang sulit. 
Goncangan ini diakibatkan oleh adanya faktor dari dalam maupun faktor dari 
luar. Faktor dalam adalah kesalahan pengelolaan keuangan dari 
Mangkunegara V dan jatuhnya harga tanaman perkebunan. Faktor luar yaitu 
terjadinya krisis ekonomi dunia, proteksi terhadap gula bit dan hama penyakit 
pada tanaman perkebunan.  
2. Kondisi keuangan Praja Mangkunegaran yang semakin terpuruk, 
menyebabkan Mangkunegara V membuat kebijakan-kebijakan untuk 
menambah penghasilan Praja Mangkunegaran, diantaranya yaitu kebijakan 
meneruskan rencana lama dari Mangkunegara IV untuk mendirikan sebuah 
pabrik bungkil yang diberi nama “Polokarto”. Selain mendirikan pabrik 
bungkil, Mangkunegara V juga membeli pabrik gula Kemirie pada tahun 


















































sehingga Mangkunegara V berusaha mencari pinjaman, baik kepada 
Pemerintah Hindia Belanda di Jakarta maupun kalangan swasta di Semarang. 
Namun peminjaman tersebut diikuti dengan sejumlah persyaratan yaitu 
dibentuknya suatu komisi yang akan diketuai oleh asisten Residen Surakarta. 
Dengan dibentuknya komisi ini maka keuangan Praja Mangkunegaran diawasi 
secara ketat dan kepengurusan keuangan diambil alih oleh Pemerintah Hindia 
Belanda. 
3. Untuk mengatasi kerumitan keuangan Praja Mangkunegaran, Pemerintah 
Kolonial mengambil alih segala urusan keuangan Mangkunegaran, termasuk 
pengelolaan perusahaan-perusahaan. Keputusan ini mulai berlaku sejak 
tanggal  11 Juni 1887 dan keuangan Praja  Mangkunegaran secara keseluruhan 
akan diserahkan pada suatu komisi yang diketuai oleh Residen Surakarta. 
Residen Surakarta  inilah yang nantinya mengurusi segala sesuatu yang 
berhubungan dengan perekonomian Mangkunegaran. Raja hanya memberikan 
pertimbangan-pertimbangan, sehingga campur tangan Pemerintah Kolonial 
Belanda begitu sangat kuat di dalam perekonomian Praja Mangkunegaran. 
Residen-residen Surakarta yang berkuasa diantaranya adalah Residen Spaan, 
Residen Burnaby Lautier, Residen Jhr.L.Th Hora Siccama dan Residen van 
Hogel. Dari Residen-residen tersebut, Residen Hora Siccama ini dikatakan 
yang paling berhasil. Praja Mangkunegaran mengalami kemajuan yang sangat 
pesat terutama pada bidang perkebunan dan perusahaan. Hutang-hutang Praja 
Mangkunegaran juga mulai dapat dibayarkan. Namun Mangkunegara V wafat 
dan digantikan oleh adiknya, Mangkunegara VI.  Pada masa Mangkunegara 
VI ini, kepengurusan perusahaan kembali diserahkan kepada pihak 
Mangkunegaran yang ditetapkan sejak tanggal 1 Juni 1899. 
4. Krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran tidak hanya berdampak 
bagi Praja Mangkunegaran sendiri, melainkan juga berdampak pada 
kehidupan masyarakat di wilayah Praja Mangkunegaran. Bagi Praja 
Mangkunegara, krisis ekonomi telah membuat keuangan mengalami defisit 
dan mengarah menuju kehancuran Praja Mangkunegaran. Pengeluaran-

















































semestinya, sehingga Mangkunegara V banyak melakukan pinjaman serta 
menggadaikan surat-surat berharga warisan dari Mangkunegara IV. Bagi 
kehidupan masyarakat di wilayah Praja Mangkunegaran, krisis ekonomi telah 
menyebabkan kesengsaraan di kalangan bawah terutama petani. Para petani 
diberlakukan kerja wajib untuk mengerjakan lahan perkebunan milik Praja 
Mangkunegaran. Kemakmuran rakyat menjadi terancam, dan keamanan pun 
terganggu yang diakibatkan oleh adanya perampokan, pembunuhan bahkan 
pemberontakan, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan sosial dalam 
masyarakat. Gerakan sosial yang terjadi di Praja Mangkunegaran adalah 
Gerakan Srikaton yang dipelopori oleh Imam Rejo di daerah Girilayu 
Kecamatan Matesih, Karanganyar. Selain itu juga muncul gerakan keagamaan 
di Surakarta yang bercorak nativisme. Gerakan-gerakan sosial maupun 
keagamaan ini muncul akibat ketidakpuasan rakyat kepada penguasa dan 




Krisis ekonomi yang melanda Praja Mangkunegaran merupakan suatu 
kondisi sosial ekonomi yang lemah, memprihatinkan dan instabil karena sendi-
sendi ekonomi Mangkunegaran dilanda kerawanan dan relatif lumpuh yang 
diakibatkan oleh menurunnya jumlah pendapatan perkebunan setiap tahunnya. 
Krisis di Praja Mangkunegaran juga mengakibatkan perubahan struktur sosial 
secara fundamental yang mendorong perubahan sosial politik.   
Secara teoritis, implikasi pada penelitian ini adalah pada masalah sosial-
ekonomi. Dengan adanya krisis ekonomi di Praja Mangkunegaran ini 
mengakibatkan kondisi ekonomi keprajan berada di titik paling rendah. 
Perusahaan-perusahaan maupun kas Praja Mangkunegaran mengalami defisit. 
Secara sosial ekonomi, krisis ekonomi di Praja Mangkunegaran ini sangat 
berpengaruh terhadap kehidupan penduduk khususnya para petani di wilayah 
perkebunan milik Mangkunegaran, dan berdasarkan data-data yang diperoleh 



















































Implikasi praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 
bahan pertimbangan bagi Praja Mangkunegaran dalam mengambil kebijakan 
tentang perekonomian sewaktu sedang dilanda krisis. Penelitian ini berupaya 
menggali suatu wacana baru dalam penulisan sejarah. Wacana baru yang 
dimaksud adalah kondisi perekonomian Praja Mangkunegaran yang diambil alih 
oleh Pemerintah Kolonial Belanda sewaktu krisis sedang melanda, kebijakan dari 
Mangkunegara V untuk memperbaiki krisis dan dampaknya bagi masyarakat 
maupun bagi keprajan, sehingga mampu menilai, memaknai arti krisis ekonomi 
serta mampu mendorong pembuat kebijakan di pemerintahan untuk bersikap 
secara adil, bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan dan lebih 
mementingkan kepentingan rakyat agar diperoleh suatu kesejahteraan. 
Kontribusi penelitian ini dalam dunia pendidikan adalah pengayaan 
terhadap materi pelajaran bagi para siswa di sekolah. Penelitian seperti ini untuk 
memperluas pengetahuan siswa tentang sejarah perekonomian Indonesia abad ke 
XIX yang berada di daerah Vorstenlanden dan mampu mendukung pemahaman 
dalam mata kuliah Sejarah Agraria maupun Sejarah Perekonomian. 
 
3. Metodologis 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. 
Pemilihan metode ini didasarkan pada kegiatan pemecahan masalah dengan 
mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang relevan dengan permasalahan yang 
akan dikaji, untuk memahami kejadian pada masa lalu. Kemudian menguji dan 
menganalisa secara kritis dan mengajukan sintesis dari hasil yang dicapai dalam 
bentuk tertulis. Dari sumber sejarah tersebut dijadikan suatu cerita sejarah yang 
obyektif, menarik dan dapat dipercaya. Pengumpulan data dilakukan melalui 
teknik studi pustaka dengan mengadakan riset di perpustakaan terhadap sumber-
sumber seperti arsip atau dokumen, buku, jurnal dan majalah. 
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah dalam pencarian sumber arsip 

















































dokumen yang memuat tentang kebijakan ekonomi di Praja Mangkunegaran 
akhir abad ke XIX sebagian ada yang hilang. Oleh karena itu tidak ditemukan 
sumber primer secara lengkap dan menyeluruh. Keterbatasan lain yaitu sumber-
sumber yang ditemukan berupa arsip dengan menggunakan naskah tulisan Jawa 
maupun bahasa Belanda, sehingga di dalam penulisan tidak dapat dikaji secara 
mendalam sesuai dengan sumber primer yang diperoleh.  
 
C. Saran 
1. Bagi Mangkunegaran 
Penerus Mangkunegara V sebagai penguasa Praja Mangkunegaran 
seharusnya dapat bertindak tegas dalam membuat kebijakan-kebijakan dan tidak 
terpengaruh oleh pihak lain. Walaupun Mangkunegara V meneruskan apa yang 
sudah dibangun oleh Mangkunegara IV, seharusnya diikuti oleh penemuan-
penemuan yang berorientasi pada kemajuan Praja Mangkunegaran. Dengan 
adanya studi ini diharapkan kepemimpinan Praja Mangkunegaran yang berikutnya 
dapat bersikap arif dan bijaksana dalam menentukan kebijakan, walaupun sedang 
dilanda keterpurukan. Dengan kondisi krisis ekonomi ini dapat diambil suatu 
pelajaran dan Praja Mangkunegaran belajar dari pengalaman pemerintahan 
Mangkunegara V, agar nantinya pemimpin tidak melakukan kesalahan yang sama, 
sehingga kesejahteraan rakyat dapat terus terjamin. 
 
2.   Bagi Para Pendidik 
Bagi para guru Sejarah, penelitian ini diharapkan dapat menambah 
pengetahuan kesejarahan mengenai kebijakan ekenomi di Praja Mangkunegaran 
akhir abad XIX. Selain itu, dalam perkembangan Pendidikan Sejarah, belum 
banyak materi yang membahas tentang kondisi Perekonomian di Mangkunegaran 
akhir abad XIX, sehingga dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 
alternatif materi pelajaran yang disampaikan oleh para pendidik kepada siswa. 
Materi dari hasil penelitian ini dapat disisipkan pada materi pelajaran Sejarah 
pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama kelas VIII pada kompetensi 

















































sebagai bahan perbandingan kebijakan Kolonial antara daerah yang satu dengan 
daerah yang lain, terutama di wilayah Surakarta akhir abad XIX. Para guru 
Sejarah juga dapat mengambil nilai-nilai kearifan lokal  yang terkandung di 
dalam penelitian ini, sehingga dapat diterapkan dalam dunia pendidikan 
khususnya pada materi pelajaran Sejarah. 
 
3. Bagi Mahasiswa  
Bagi para mahasiswa Sejarah, hendaknya penelitian ini dapat dijadikan 
referensi untuk menambah pemahaman tentang Sejarah Perekonomian di kota 
Surakarta khususnya di Praja Mangkunegaran, terutama mengenai kebijakan 
ekonomi Mangkunegaran akhir abad ke XIX. Selain itu dengan adanya penelitian 
ini dapat diambil pelajaran bagi para mahasiswa Sejarah, bahwa menjadi seorang 
pemimpin harus mempunyai sikap yang tidak suka boros, hemat, tegas, arif, 






















































Berkas Pengeluaran dan Pemasukan Uang Kas Mangkunegaran Tahun 1895-
1896. Koleksi Arsip Reksopustoko Mangkunegaran  kode MN V No. 101 
Daftar tahun 1888-1898 mengenai perhitungan peminjaman bagi Mangkunegara 
V. Koleksi Arsip Reksopustoko Mangkunegaran  kode MN V No. 79 
Daftar Tahun 1888 mengenai Rencana Anggaran Pemasukan dan Pengeluaran di 
Mangkunegaran. Koleksi Arsip Reksopustoko Mangkunegaran  kode MN 
V No.77 
Konsep Perjanjian Mangkunegara V dengan Wakil Internationale Credit en 
Handels Vereniging Rotterdam di Semarang tentang Pabrik Gula Tahun 
1888. Koleksi Arsip Reksopustoko Mangkunegaran  kode MN V No.108 
Laporan tahunan tentang keuangan Mangkunegaran tahun 1888. Koleksi Arsip 
Reksopustoko Mangkunegaran  kode MN V No. 76 
Laporan tahun 1885 mengenai hutang Mangkunegara V yang belum dibayar. 
Koleksi Arsip Reksopustoko Mangkunegaran  kode MN V No. 66 
Laporan Residen Surakarta kepada Pemerintah Hindia Belanda tanggal 30 Juli 
1894 mengenai keadaan keuangan pemasukan dan pengeluaran 
Mangkunegaran tahun 1893 dengan kerugian f. 37.958,12. Koleksi Arsip 
Reksopustoko Mangkunegaran  kode MN V No. 94 
Laporan Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran tahunan tentang keuangan 
Mangkunegaran tahun 1889. Koleksi Arsip Reksopustoko 
Mangkunegaran kode MN V No.80 
Laporan Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran tahunan tentang keuangan 
Mangkunegaran tahun 1890. Koleksi Arsip Reksopustoko 
Mangkunegaran kode MN V No. 85 
Laporan Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran tahunan tentang keuangan 
Mangkunegaran tahun 1891. Koleksi Arsip Reksopustoko 
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Laporan Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Tahunan tentang Keuangan 
Mangkunegaran Tahun 1892. Koleksi Arsip Reksopustoko 
Mangkunegaran kode MN V No.89 
Laporan Tanggal 27 September 1887 Mengenai Penjualan Saham untuk 
Angsuran Pinjaman Mangkunegara V.  Koleksi Arsip Reksopustoko 
Mangkunegaran  kode MN V No.67 
Peranan Mangkunegara IV dalam Memajukan Ekonomi di Wilayahnya. Koleksi 
Arsip Reksopustoko Mangkunegaran  kode MN IV No. 86 
Surat rahasia dari Residen kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 20 
November 1890 mengenai keuangan Mangkunegaran. Koleksi Arsip 
Reksopustoko Mangkunegaran  kode MN V No. 84 
Surat dari Residen Surakarta kepada Gubernur Jenderal bulan Mei 1887 
mengenai masalah keuangan Mangkunegara V. Koleksi Arsip 
Reksopustoko Mangkunegaran  kode MN V No. 68 
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